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Angin kencang dan berputar menggambarkan
tantangan, dan risiko yang muncul atas
ketidakpastian global yang masih tinggi. Angin
tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan
dan pertumbuhan ekonomi.

Layang-layang yang terbang dalam kondisi
angin kencang merepresentasikan usaha dan
strategi dalam menjaga resiliensi keuangan dan
ekonomi. Agar layang-layang tetap dapat terbang
tinggi, diperlukan optimisme dan kekuatan serta
keteguhan dan keberanian dalam menghadapi
tantangan yang dipresentasikan dengan posisi
orang yang berdiri kokoh di atas batuan yang tinggi.

Sinar matahari yang menerobos dengan kuat di
tengah awan menggambarkan keyakinan bahwa
dengan usaha, strategi, dan langkah yang tepat,
stabilitas sistem keuangan dapat terus dijaga dan
mampu mendorong perekonomian.
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Prakata

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
karunia-Nya sehinggabuku Kajian Stabilitas Keuangan
No.44,EdisiFebruari2025 dengantema“Memperkuat
Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak
Rambatan Global” dapat tersusununtuk disampaikan
sebagai bagian dari komunikasi kebijakan Bank
Indonesia. Kajian ini memberikan gambaran terkini
dan prospek sistem keuangan Indonesia berdasarkan
evaluasi dan asesmen terhadap tiga pilar kebijakan
makroprudensial, yaitu intermediasi, ketahanan, serta
inklusi ekonomi dan keuangan.

—;’»m ____

Kinerjaekonomilndonesiaselamatahun 2024 terjaga
baik dan kuat dalam memitigasi dampak ketidakpastian
global yang tetap tinggi. Perlambatan pertumbuhan
ekonomi global yang disertai dengan perbedaan
laju pertumbuhan antarnegara menjadi tantangan
utama. Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru
Amerika Serikat yang memberikantekanan padapasar
keuangan, memperkuat dolar AS, serta mendorong
kenaikan yield US Treasury dan premi risiko obligasi
negara berkembang, berdampak pada arus modal
global dan pelemahan nilai tukar di berbagai negara.
Namun demikian, ekonomi domestik tetap tumbuh
didukung dengan stabilitas nilai tukar dan inflasi
terkendali dalam kisaran target.

Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga
sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi
domestik. Intermediasi terus tumbuh dengan
risiko kredit yang terkelola dengan baik, ketahanan
permodalanyangkuat, danlikuiditas yang memadaidi
tengah perlambatan pertumbuhan DPK. Pertumbuhan
kredit perbankan pada 2024 berada dalam kisaran
proyeksi Bank Indonesia, didukung oleh permintaan
pembiayaandarilndustri Keuangan Non-Bank melalui
Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, Fintech Lending,
dan Lembaga Keuangan Mikro.

Sepanjang tahun 2024, Bank Indonesia terus
menjalankan bauran kebijakan untuk menjaga
stabilitas makroekonomi melalui kebijakan
moneter pro-market dan mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem
pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta
ekonomi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan makroprudensial longgar tetap diterapkan
untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus
keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif
Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta optimalisasi
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pinjaman luar negeri bank berbasis risiko melalui
kebijakan Rasio Pendanaan Luar NegeriBank (RPLN).
Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan
Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV), Rasio
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM),
rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB), serta
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Untuk
menjaga ketahanan sistem keuangan, kebijakan
rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial
(PLM) tetap dipertahankan, termasuk fleksibilitas
repurchase agreement (repo) dalam PLM. Kebijakan
Makroprudensial berupa KLM juga diarahkan untuk
bersinergi dengan kebijakan Kementerian/Lembaga
terkait pada sektor-sektor prioritas, khususnya
dalam mendukung program Asta Cita Pemerintah.
Penguatan koordinasi kebijakan dengan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),
serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus

ditingkatkan guna memitigasirisiko dan memperkuat
peranintermediasi dalam mendukung perekonomian
nasional.

Ke depan, prospek intermediasi perbankan
diperkirakan tetap solid dan tumbuh, didukung
ketahanan sistem keuangan. Dalam kerangka bauran
kebijakan Bank Indonesia tahun 2025, kebijakan
makroprudensial akanterus diarahkan longgar untuk
mendukung pertumbuhanekonomiyangberkelanjutan
dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.

Kami berharap Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 ini
dapat memberikan wawasan mengenaiperkembangan
terkini dan prospek sistem keuangan serta menjadi
referensi penting bagi pengambil kebijakan dalam
menjaga ketahanan sistem keuangan nasional dan
pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global
yangdinamis.

Jakarta, Februari 2025

Gubernur Bank Indonesia
Perry Warijiyo
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Stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia tetap
terjaga pada 2024, di tengah ketidakpastian global
yang meningkat. Ekonomiglobal diprakirakan tumbuh
melambat pada 2024, dengandivergensi pertumbuhan
antarnegarayang meningkat. Ekonomi Amerika Serikat
(AS) diprakirakan tumbuh kuat, di tengah pemulihan
Tiongkok dan kawasan Eropa yang tertahan, serta
negara berkembang yang masih baik. Ketidakpastian
pasar keuangan global kembali meningkat pada
akhir 2024, didorong kekhawatiran atas dampak
arah kebijakan AS terhadap prospek ekonomi dan
keuangan global ke depan. Tertahannya penurunan
inflasi (disinflasi) global memengaruhi arah kebijakan
moneter negara maju, terutama AS. Ekspektasi
penurunan Federal Funds Rate (FFR) menjadi lebih
terbatas dan defisit fiskal AS berpotensi meningkat
sehingga memicu kenaikan yield US Treasury dan
aliran masuk investasi portofolio asing ke AS. Kondisi
ini selanjutnya menaikkan premi risiko obligasi
pemerintah dan pelemahan nilai tukar di negara
berkembang.

Di tengah tantangan ketidakpastian global, kinerja
ekonomi Indonesia tetap baik didukung terjaganya
ketahanan SSK. Pemulihanekonominasional berlanjut,
tumbuh sebesar 5,03% pada 2024, dengan inflasi
yangterjagarendah. Ketahanan eksternal mendukung
terjaganyastabilitas nilai tukar Rupiah. Ketidakpastian
global menyebabkan Rupiah terdepresiasi sebesar
4,34% (point-to-point) dibandingkan 2023, namun
lebih baik darimatauangnegaraberkembanglainnya.
Kinerjaekonominasional yang tetap baik ini didukung
SSK yang terjaga, dengan Indeks Stabilitas Sistem
Keuangan (ISSK) berada padazonaNormal. Ketahanan
SSK dikontribusikan oleh terjaganya kemampuan
bayar korporasi dan ketahanan perbankan. Kuatnya
ketahanan perbankan tecermin pada intermediasi
yang tumbuh tinggi, kualitas kredit yang membaik
dan permodalan yang tinggi. Intermediasi yang
tumbuh kuat mendukung kecukupan pembiayaan
bagi perekonomian. Namun, intermediasi perbankan
pada 2024 menghadapitantangan berupaterbatasnya
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan belum
pulihnya kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), sehingga menyebabkan divergensi kinerja
antarbank. Di tengah potensi kerentanan dan
guncangan yang dapat memengaruhi SSK Indonesia,
masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaanyang
tinggi terhadap ketahanan SSK Indonesia ke depan.

Intermediasi perbankanterjaga pada 2024, didukung
faktor penawaran berupabaiknya minat penyaluran
kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan. Kredit
perbankan tumbuh tinggi sebesar 10,39%, ditopang

kredit korporasi padajenis kredit investasi,dan kredit
rumah tangga (RT) pada segmen Kredit Pemilikan
Rumah (KPR), di tengah perlambatan kredit UMKM.
Minat penyaluran kredit terjaga, dengan Indeks
Lending Requirement (ILR) longgar pada mayoritas
sektor ekonomi. Terbatasnya pertumbuhan DPK
sebesar 4,48% pada 2024 tidak berdampak negatif
pada kapasitas pembiayaan perbankan, didukung
ketersediaan ruang realokasi aset dan tambahan
likuiditas dari Kebijakan Insentif Likuiditas
Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia. Dari sisi
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), intermediasi
perekonomian didukung pertumbuhan positif dari
Perusahaan Pembiayaan (PP), Pegadaian, Fintech
Lending dan Lembaga Keuangan Mikro.

Tingginya kinerja intermediasi turut didukung oleh
dampak positif kompetisi pada keterjangkauan harga
kredit bagi dunia usaha dan masyarakat. Kenaikan
kompetisidi pasar dana menyebabkan kenaikan suku
bunga DPK selama2024.Sebaliknya, kompetisidipasar
kredit menyebabkan penurunan suku bunga kredit,
didukungstrategi bank untuk mempertahankan suku
bunga kredit pada level yang kompetitif. Strategi ini
bertujuan untuk menjaga dayasaing dan penguasaan
pangsa kredit, utamanya terlihat pada perilaku bank
Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4.
Kendati menghadapi tekanan margin suku bunga,
minat penyaluran kredit tetap tinggi, didukung suku
bunga kredit yang tetap menarik. Perbankan mampu
menjaga dampak penurunan margin suku bunga
pada profitabilitas, didukung optimalisasi imbal hasil
dari aset likuid, diversifikasi pendapatan nonbunga,
keuntungan derivatif, dan efisiensi operasional.

Dari sisi permintaan, sustainabilitas intermediasi
didukung membaiknyakinerjakorporasi, terjaganya
konsumsi RT, serta kemudahan akses pembiayaan
IKNB. Membaiknya penjualan dan pertumbuhan
investasi korporasi mendukungterjaganyapermintaan
kredit. Korporasi juga memiliki preferensi yang lebih
tinggi terhadap kredit perbankan sebagai sumber
pendanaan eksternal, di tengah melambatnya
pertumbuhan dana internal korporasi. Namun perlu
diwaspadai dampak ketidakpastian global terhadap
kinerja korporasi yang memengaruhi permintaan
pembiayaan ke depan. Disisilain, terjaganya daya beli
dan konsumsi RT pada 2024 mendukung meningkatnya
pertumbuhan kredit RT, dengan KPR sebagai
penopang utama. Di tengah suku bunga yang masih
kompetitif, kredit KPR tercatat tumbuh melambat
pada 2024. Namun, sinergi kebijakan kebijakan
pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menahan
pertumbuhan KPR agar tidak melambat lebih dalam.
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Ditengah kecenderungan perilaku kehati-hatian dari
perbankan, pembiayaan IKNB melalui fintech lending
meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagiRT,
termasuk kelas bawah, didukung adopsi digitalisasi
yang meningkatkan kecepatan layanan.

Ketahanan korporasi terjaga didukung kemampuan
bayar yang meningkat. Kemampuan bayar korporasi
meningkat didukung profitabilitas yang tumbuh
positif dan likuiditas yang memadai. Kenaikan margin
laba (profit margin) berkontribusi pada peningkatan
profitabilitas,utamanyapadakorporasieksportir akibat
pemulihan hargakomoditas. Likuiditas korporasijuga
memadai, seiring dengan dampak positif dari kenaikan
penjualan terhadap peningkatan rasio likuiditas
korporasi. Selanjutnya, kondisi ini berkontribusi
pada terkendalinya rasio utang berisiko (debt-at-
risk/DaR), di tengah kecenderungan depresiasi nilai
tukar pada 2024. Ketahanan korporasi tecermin pula
pada rendahnya probability of default (PD). Korporasi
diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu
menyerap dampak kebijakan perdagangan AS, baik
melalui jalur perdagangan dan harga komoditas. Ke
depan, perlu diwaspadai berlanjutnya tren kenaikan
rasio utang berisiko, serta dampak melambatnya
produksi komoditas energi dan pangan terhadap
ketahanan korporasi.

Ketahanan RT terjaga didukung peningkatan
penghasilan, kendati dengan perbedaan laju
pemulihanantarkelas penghasilan. Kemampuanbayar
RT tetapterjagadidukung membaiknyapenghasilanRT.
Ditengah terjaganya kemampuan bayar, risiko kredit
RT meningkat, utamanya pada kelas menengah dan
bawah. Dinamikainidipicu perbedaan laju pemulihan
RT antar kelas pendapatan. Akibatnya, risiko kredit
pada RT kelas atas menurun, sedangkan risiko kredit
pada RT kelas menengah dan bawah meningkat.
Dinamikainiturutdipengaruhitingginyapangsatenaga
kerjainformaldalam struktur tenagakerjalndonesia,
dengan tingkat upah yang lebih rendah dan potensi
kenaikan penghasilan yang lebih terbatas. Ke depan,
perludiwaspadaipotensiberlanjutnyapelemahandaya
beli RT kelas bawah, sertadampak rambatannya pada
kinerja dan ketahanan UMKM dan korporasi.

Ketahanan perbankan terjaga didukung rendahnya
risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta
kuatnya permodalan bank. Risiko kredit perbankan
terjaga rendah, dengan Non-Performing-Loan (NPL)
dan Loan-at-Risk (LaR) menurun selama 2024. Risiko
pasar yang berasal dari suku bunga dan nilai tukar
terjaga rendah didukung penurunan kepemilikan
Surat BerhargaNegara (SBN),rendahnya pangsasurat
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berharga dengan imbal hasil tetap, dan terbatasnya
posisidevisaneto bank. Ketahanan likuiditas memadai,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan
rasio alat likuid terhadap DPK tetap tinggi sebesar
25,59%. Profitabilitas bank terjaga didukung upaya
diversifikasi pendapatan, perbaikan kualitas kredit
yang memicu koreksi cadangan kerugian kredit dan
efisiensi operasional. Tingginya permodalan bank
juga turut mendukung ketahanan perbankan. Hasil
stress test menunjukkan bahwa kondisi permodalan
tergolongkuat danlikuiditas bank tergolong memadai
untuk menyerap potensi kerugiandariskenario shock
makroekonomi.Ketahanan IKNBjugaterjagadidukung
permodalan yang kuat, serta kualitas pembiayaan
dari perusahaan pembiayaan dan fintech lending
yang terjaga kendati sedikit meningkat.Potensi
dampak rambatandarikegagalan IKNB jugaterbatas,
sebagaimana tecermin pada terbatasnya eksposur
interconnectedness antara IKNB dan perbankan, baik
disisi aset maupun kewajiban.

Ketahanankorporasidanperbankanterjagadaririsiko
gagal bayar Utang Luar Negeri (ULN). ULN korporasi
hingga November 2024 tercatat terkontraksi, di
tengah rendahnya pertumbuhan ULN perbankan.
Perkembangan suku bunga dan nilai tukar selama
2024 turut memengaruhidinamika ULN ini. Korporasi
cenderung mengurangi pemanfaatan ULN sebagai
sumber pembiayaan pada periode suku bunga tinggi
dan pelemahan nilai tukar. Risiko ULN korporasi
relatif terjaga didukung karakteristik instrumen,
jangka waktu, dan jenis suku bunga. Di sisi lain, masih
positifnya pertumbuhan ULN perbankandipengaruhi
pemanfaatan ULN untuk kepentingan pengelolaan
likuiditas dan pembiayaan kredit dalam valuta asing
(valas). Ketahanan ULN perbankan tetap terjaga
didukungolehrelatifrendahnyapangsa ULN terhadap
aset bank, dominasi tenor jangkapanjang, sukubunga
yang tetap, dan kecukupan likuiditas.

Pembiayaaninklusif selama 2024 tumbuh melambat
dipengaruhi belum pulihnya kinerja keuangan
UMKM dan strategi perbaikan kualitas kredit oleh
perbankan. Kredit kepada UMKM tumbuh terbatas
pada seluruh segmen debitur, utamanya pada
segmen mikro, dan sektor ekonomi dengan pangsa
kredit UMKM terbesar. Kinerja keuangan UMKM
yang belum pulih pada periode pascapandemi
menyebabkan penurunankemampuanbayar sehingga
menahan permintaan kredit dari UMKM. Sebaliknya,
strategi perbaikan kualitas kredit mendorong bank
untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada
UMKM. Pada IKNB, kondisi serupa turut mendorong
melambatnya pertumbuhan pembiayaandari PP dan
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kontraksi pertumbuhan dari fintech lending. Di sisi
lain, pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM
tumbuh kuat, didukung kualitas pembiayaan yang
membaik. Minat penyaluran kredit UMKM pada
perbankan syariah cenderung kuat pada sektor
dengan ekosistem yang telah terbentuk, termasuk
Islamic Ecosystem.

Kebijakan makroprudensial longgar tetap
dipertahankan selama 2024 untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth)
dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Untuk mendukung kinerja intermediasi optimal,
Bank Indonesia memperkuat instrumen KLM pada
1 Juni 2024 untuk mendukung kinerja intermediasi
optimal dengan memberikan tambahan likuiditas
bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor
ekonomipenopang pertumbuhan. Implementasi Rasio
Pendanaan Luar Negeri (RPLN) pada 1 Agustus 2024
turut memberikan pula ruang fleksibilitas bagi bank
dalam pengelolaan pendanaan luar negeri jangka
pendek guna mendukung kebutuhan pembiayaan
nasional, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-
hatian. Untuk turut menjaga SSK, Bank Indonesia
mempertahankan kebijakan Penyangga Likuiditas
Makroprudensial (PLM), termasuk ruang fleksibilitas
repo guna menjaga ketahanan likuiditas perbankan.
Bank Indonesiajuga mendukungkebijakan Pemerintah
terkait keuangan inklusif dan hijau untuk mendorong
pertumbuhan ekonominasional yang berkualitasdan
merata, melalui optimalisasi Rasio Pembiayaan Inklusif
Makroprudensial (RPIM), KLMuntuk sektorinklusifdan
berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM
hijaumelaluifasilitasimodel bisnis yang berkelanjutan
Sinergidankoordinasikebijakanterusdiperkuatantara
Bank Indonesia dengan Pemerintah, otoritas terkait,
maupun mitra strategis lainnya, termasuk koordinasi
kebijakan nasional dalam rangka menjaga SSK melalui
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun
koordinasi secara bilateral antaranggota KSSK.

Prospek pertumbuhan intermediasi perbankan
diprakirakan lebih tinggi pada 2025, didukung
ketahanan sistem keuangan dan optimisme
pertumbuhan ekonominasional. Tantangan ekonomi
keuangan global pada 2024 diprakirakan berlanjut

dan meningkat pada 2025, namun ekonomi nasional
diprakirakan tetap tumbuh baik pada kisaran 4,7-
5,5%, didukung terjaganya permintaan domestik,
membaiknya kinerja ekspor, terjaganya inflasi dan
terkendalinya nilai tukar Rupiah. Kredit diprakirakan
tumbuh meningkat dalam kisaran 11-13% didukung
terjaganya prospek perekonomian nasional dan
kenaikan hargakomoditas global. Darisisi permintaan,
permintaan kredit dari korporasi diprakirakan
meningkat didukung membaiknya kinerja keuangan,
menurunnya pertumbuhan pendanaan internal,
dan terjaganya preferensi pembiayaan pada kredit
perbankan. Sedangkan, permintaan kredit konsumsi
RT utamanya kelas atas diprakirakan meningkat
seiring membaiknya kemampuan membayar. Dari
sisi penawaran, minat perbankan dalam penyaluran
kredit diprakirakan tetap tinggi didukung lebih
kondusifnya tingkat suku bunga, memadainya kondisi
likuiditas didukunginsentif likuiditas, terjaganyarisiko
kredit dan kuatnya permodalan perbankan. Kendati
demikian, keberlanjutan pertumbuhan kredit pada
2025 dibayangi risiko melemahnya daya beli RT
kelas menengah bawah dan kinerja UMKM, serta
membutuhkan dukungan kecukupan pertumbuhan
pendanaandan likuiditas perbankan, utamanya pada
bank yang merupakan penopang pertumbuhankredit.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan
kebijakanmakroprudensial longgaruntuk mendukung
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap
menjaga SSK. Kebijakan makroprudensial longgar
akan ditempuh untuk mendukung pertumbuhan
yang optimal melalui akselerasi pembiayaan kepada
sektor prioritas yang menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan
tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Siklus
keuangan Indonesia diprakirakan belum mencapai
puncaknya hingga 2028, sehingga membuka ruang
bagi peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut.
Baurankebijakan makroprudensial dilanjutkan melalui
berbagai instrumen kebijakan sesuai dengan sasaran
kredit yangoptimal, ketahanansistem keuangan, serta
keuangan yang inklusif dan hijau. Bank Indonesia
akanterus mengoptimalkan sinergi bauran kebijakan
nasional untuk menjagastabilitas dan turut mendorong
pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan, termasuk
program Asta Cita Pemerintah.
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DAMPAK GEJOLAK GLOBAL

Kinerja ekonomi global pada 2024 diwarnai dinamika
perubahan geopolitik dan peningkatan ketidakpastian
yang berlangsung cepat selama paruh kedua 2024.
Perekonomian global pada 2024 diprakirakan tumbuh
lebih rendah dari 2023, dengan divergensi pola
pertumbuhan antarnegara yang semakin meningkat.
Ekonomi AS tetap kuat, Tiongkok dan Kawasan Eropa
melemah, sementaranegaraberkembang tumbuh moderat.
Ketidakpastian global meningkat pada penghujung 2024
akibat eskalasi geopolitik dan kekhawatiran terhadap
dampak ekonomi dan keuangan dari arah kebijakan AS
yang mengutamakan kepentingan AS (“America First”).
Sejalan dengan hal tersebut, proses disinflasi AS dan global
diprakirakan tertahan sehingga suku bunga kebijakan AS
(FFR) diproyeksikan tetap tinggi. Dampak rambatannya
menyebabkan penguatan dolar AS serta peningkatan yield
US Treasury dan premi risiko obligasi pemerintah yang
kemudian memicu pembalikan arus modal dan pelemahan
nilai tukar negara berkembang pada akhir 2024.

Pemulihan ekonomi domestik berlanjut pada 2024
dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%.
Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi Pemerintah,
investasi, konsumsi rumah tangga, serta ekspor yang tetap
tumbuh ditengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi
LU, pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan
Besar dan Eceran serta Konstruksi tetap baik. Inflasi IHK
tercatat terkendali pada sasaran 2,5 + 1%. SSK tetap
terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
pertumbuhan kredit perbankan 2024 berada dalam
kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 10 - 12%.
Sistem keuangan tetap menghadapi beberapa tantangan
selama 2024, antara lain terbatasnya pertumbuhan
DPK dan pemulihan kinerja UMKM, serta konsentrasi
pertumbuhan kredit pada beberapa bank utama. Kendati
demikian, masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan
yang tinggi terhadap SSK, di tengah berbagai potensi
kerentanan dan guncangan terhadap sistem keuangan.
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Dinamika Geopolitik Berdampak Pada Perkembangan

Ekonomi dan Sistem Keuangan Global

Perekonomian global mengalami fenomena “slower
and divergence growth” akibat dinamika geopolitik
yang berubah cepat. Prospek ekonomi global pada
2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% secara
tahunan, lebihrendahdibandingkan pada2023sebesar
3,3%. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara
semakin meningkat. Ekonomi AS diprakirakan tetap
kuat akibatinsentif fiskal dan kenaikan produktivitas,
sementara perekonomian Tiongkok dan Eropa akan
cenderung melambat akibat lemahnya permintaan
domestik dan dampak kebijakan tarif dagang AS. Di
sisi lain, pertumbuhan sejumlah negara berkembang
masih cukup baik, didukung terjaganya permintaan
domestik. Ketidakpastian global kembali meningkat
pada akhir 2024 akibat eskalasi geopolitik dan
kekhawatiran dampak arah kebijakan “America First”
Presiden AS, terhadap perubahan lanskap geopolitik
dan perekonomian dunia ke depan.

Prosesdisinflasi global yang tertahan mengubah arah
kebijakan moneter negara maju, dengan dampak
negatif padaketidakpastian keuangan global. Inflasi
duniamenurundari6,2% pada 2023 menjadi 5,2% pada
2024.Namun, proses disinflasi negara maju tertahan
oleh persistensi inflasi jasa dan harga pangan yang
masih tinggi. Dinamika inflasi dan eskalasi konflik
geopolitik global mengubah arah kebijakan moneter
banksentral negarautamakhususnyaASdipenghujung
tahun 2024. Ekspektasi penurunan FFR yang lebih
rendah dari prakiraan dan potensi defisit fiskal AS
yang melebar memicu kenaikanyield US Treasury pada
semua tenor, serta terjadinya fenomena “strong US
Dollar” dan “invest in America” yang mendorong aliran
portofolio asing ke AS. Kondisi ini berdampak negatif
pada kenaikan premi risiko obligasi pemerintah dan
pelemahan nilai tukar di negara berkembang.

Ketahanan Ekonomi Domestik Kuat dan Sistem Keuangan

Berdaya Tahan Dalam Memitigasi Dampak Rambatan Global

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang
kuat dalam memitigasi dampak rambatan global.
Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut
pada 2024 dengan pertumbuhan yang tetap baik
sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi didukung
konsumsi Pemerintah, investasi, konsumsi rumah
tangga, serta ekspor yang tetap tumbuh di tengah
perlambatanekonomiglobal. Darisisi LU, pertumbuhan
LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan
Eceran, serta Konstruksi sebagai kontributor utama
tetap baik. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di
hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap terjaga.
Pertumbuhan ekonomi didukung pencapaian inflasi
yang terjaga rendah. Hal tersebut didukung sinergi
kebijakan Bank Indonesiadengan Pemerintah melalui
Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan
TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi
Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Inflasi IHK pada
2024 tercatat 1,57%, lebih rendah dibandingkan
dengan 2023 sebesar 2,61%. Ke depan, Bank Indonesia

memprakirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh
dalamkisaran4,7-5,5% pada 2025, sebelum meningkat
dalam kisaran 4,8-5,6% pada 2026. Bank Indonesia
juga terus berkomitmen memperkuat efektivitas
kebijakan moneter gunamenjagainflasipada2025dan
2026 terkendalidalamsasaran 2,5+ 1% dengantetap
mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomididukungketahananeksternal
danstabilitas nilai tukar Rupiah. NPl tetap sehat dan
diprakirakansurplus pada 2024, didukungrendahnya
defisit transaksi berjalan, dalam kisaran 0,1-0,9%
dari PDB, dan peningkatan surplus neraca transaksi
modal danfinansial. Posisi cadangan devisa Indonesia
pada akhir 2024 tercatat tinggi sebesar 155,7 miliar
dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulanimpor,
atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar
negeri Pemerintah. Terjaganya ketahanan eksternal
dan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia
mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada akhir
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2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095 per dolar
AS, melemah sebesar 4,34% dibandingkan dengan
akhir 2023. Pelemahaninilebih rendah dibandingkan
dengan sejumlah nilai tukar mata uang negara lain
seperti Won Korea, Peso Mexico, Real Brasil, Yen
Jepang,danLiraTurki.BankIndonesiaterus melakukan
penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah dan
optimalisasi instrumen operasi moneter pro-market
melalui penerbitan SRBI sehingga berhasil menjaga
daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik
dan menarik kembali aliran masuk portofolio asing.

SSK mendukung pertumbuhan ekonomi domestik
yangtetap baik pada 2024. Kondisi tersebut tecermin
dari ISSK! yang tetap berada di zona Normal selama
2024 (Grafik 1.2.1). Pertumbuhan kredit tetap kuat
dan berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia
sebesar 10 - 12% sehingga mendukung pembiayaan
perekonomian. Sistem keuangan berdaya tahan
dalam memitigasi dampak rambatan global, kendati
dihadapkan beberapa tantangan antara lain
terbatasnya pertumbuhan DPK dan kinerja UMKM,
sertaketergantungan atau konsentrasi pertumbuhan
kredit pada beberapa bank kontributor utama.

6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
2019 2020 = 2021 @ 2022 2023 2024

Normal mm Ditengarai Krisis —|SSK

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan merupakan suatu indeks
yang mencerminkan kondisi kestabilan sistem keuangan.
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Intermediasi perbankan yang tetap kuat mendukung
pembiayaan perekonomian. Pertumbuhan kredit
perbankan tercatat sebesar 10,39% pada 2024,
terutamadidorong segmen debitur korporasidanjenis
kreditinvestasi. Darisisi penawaran, minat perbankan
untuk menyalurkan kredit tetap terjaga. Tantangan
berupa terbatasnya pertumbuhan DPK direspons
perbankandengan melanjutkanrealokasiaset likuid ke
kreditdan penerbitaninstrumen pendanaannon-DPK,
antara lain surat berharga dan pinjaman luar negeri.
KLM dari Bank Indonesia turut mendukung proses
realokasi aset dimaksud dan memastikan kecukupan
pendanaan bagi penyalurankredit, khususnya kepada
debitur pada sektor ekonomi yang memiliki daya
ungkit tinggi bagi perekonomian. Dari sisi permintaan,
pertumbuhan kredit didorong oleh kinerja korporasi
yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang
tumbuh terbatas.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik, didukung
ketahanan perbankan yang kuat dan kemampuan
bayar korporasi yang terjaga. Ketahanan perbankan
tecermin dari risiko kredit yang rendah, permodalan
yang kuat, dan likuiditas yang memadai dalam
menopang pertumbuhan kredit. Perbankan
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
kredit, tecermindariberlanjutnyatren penurunanrasio
NPL dan LaR, masing-masing menjadi sebesar 2,08%
dan 9,28% pada Desember 2024. Ketahanan likuiditas
terjaga dan permodalan perbankan tetap tinggi,
tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak
Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59% dan CAR sebesar
26,87%.Ketahanan perbankan tersebut didukungoleh
kemampuan bayar korporasi yang terjaga, tecermin
dari ICR sebesar 2,09, serta konsumsi rumah tangga
yang terjaga baik. Pertumbuhan pembiayaan inklusif
melambat, sejalan dengan masih berlangsungnya
pemulihan kinerja keuangan debitur UMKM dan
strategiperbaikan kualitas kredit oleh perbankandan
IKNB. Di tengah potensi rambatan ketidakpastian
global yang masih tinggi kepada perekonomian
domestik, beberapakerentanan danguncangan perlu
diwaspadai dampaknya terhadap kinerja perbankan,
korporasi,dan rumah tangga.
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Persepsi Sumber Kerentanan dan Guncangan Sistem

Keuangan Indonesia pada Semester 11 20242

10

SSK terjaga di tengah kerentanan (vulnerabilities)?
dan guncangan (shocks)* yang bersumber dari
dinamika global dan domestik. Hasil survei persepsi
masyarakat atas sumber risiko sistemik pada semester
112024 memperlihatkan lima hal yang dipersepsikan
sebagaisumber kerentananutama. Pertama,dominasi
bank besar dalam sistem keuangan. Pertumbuhan
kredit utamanya dikontribusikan oleh bank besar
yang tergolong KBMI 3 dan 4°, dengan peran
yang lebih terbatas pada kelompok bank lainnya.
Akibatnya, dinamika kapasitas intermediasi dan
minat penyaluran kredit pada bank KBMI 3 dan 4 ke
depan berpotensi memengaruhiprospek kredit kepada
dunia usaha dan masyarakat. Kedua, penyaluran
kredit perbankan yang terkonsentrasi pada debitur
besar. Penurunan kemampuan bayar debitur besar,
tentunya akan memiliki dampak peningkatan risiko
kredit bagi perbankan. Ketiga, pendanaan perbankan
yang terkonsentrasi pada deposan inti. Kondisi ini
mencerminkan tingginya daya tawar deposan inti
sehingga berpotensi menyebabkan tingginya biaya
dana perbankan. Keempat, sumber pertumbuhan
ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor tertentu.
Kelima, literasi keuangan yang tersegmentasi dan
tidak meratasehingga berpotensi turut menghambat
pengembangan sektor keuangan.

2 Berdasarkan RAM yang disusun dari hasil Survei Risiko Sistemik
Semester 1 2024 (154 responden dari institusi keuangan,
korporasi, pengamat ekonomi, dan akademisi, data per 9
Oktober 2024).

3 Kerentanan atau vulnerabilities adalah kondisi sistem keuangan
saat ini yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran
shock.

4 Guncangan atau Shocks adalah peristiwa tertentu yang memicu
atau membarengi terjadinya krisis. Risiko termaterialisasi
ketika shock berinteraksi dengan vulnerability dan akan memiliki
dampak sistemik apabila tidak diimbangi ketahanan sistem
keuangan yang memadai.

5 Pengelompokan bank berdasarkan modal inti sebagaimana
diatur pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.12/
POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Hasil survei juga menunjukkan lima guncangan
(shocks) utamayang dapat mengganggu SSK. Pertama,
perilakuwait-and-see daridunia usahaditengah proses
transisi Pemerintah. Perilaku ini dapat memengaruhi
realisasi ekspansi usaha debitur dan penyaluran
kredit perbankan. Kedua, potensi melambatnya
perekonomian global, khususnya pada negara mitra
dagangIndonesiayangdapat menyebabkan penurunan
kinerja korporasi eksportir. Ketiga, peningkatan
volatilitas harga beberapa komoditas utama ekspor
Indonesiayang dapat memperburukkinerjakorporasi
eksportir. Keempat, perlambatan ekonomi nasional
yangdisebabkan konsumsidomestik yang belum kuat.
Kelima,dampak ketidakpastian pasar keuangan global
terhadap volatilitas nilai tukar rupiah dan potensialiran
modal keluar dari Indonesia.

Di tengah kerentanan dan potensi guncangan
tersebut, masyarakat tetap memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi terhadap ketahanan
sektor keuangan Indonesia. Mayoritas responden
survei meyakini SSK tetap kuat dalam menghadapi
berbagai potensi risiko sistemik. Kondisi tersebut
didukungolehsinergibaurankebijakan nasional antara
Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi dan
nilai tukar, serta mengurangi dampak ketidakpastian
global pada perekonomian.
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Boks

Tantangan Kebijakan “America First” Terhadap

11 Stabilitas Sistem Keuangan

Kebijakan America First Presiden AS, diprakirakan
membawadampaksignifikan padaaspek ekonomi,
perdagangan, investasi, dan harga komoditas
global. Kebijakan perdagangan menjadi salah
satu prioritas utama tujuan memperbaiki kinerja
perdagangan AS melalui pemberlakuan tarif tinggi
terhadap negara dengan surplus perdagangan
yang besar terhadap AS. Tiongkok, Kanada,
Meksiko, Eropa, Jepang dan Vietnam merupakan
negara-negara yang berpotensi terdampak dari
kebijakan ini. Dampaknya akan dirasakan produk
Tiongkok berupa mesin, elektronik dan kimia,
ataupun produk Uni Eropa dan Inggris berupa
besi,alumunium,dankendaraan bermotor. Dengan
cakupan pemberlakuan yang luas, arah kebijakan
perdagangan AS ini berpotensi menimbulkan
tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan
menahan penurunaninflasi global. Perang dagang
dan fragmentasi perdagangan akan mendorong
perlambatan ekonomi global akibat pelemahan
kinerja ekspor berbagai negara.

Pemerintahan AS berencana memberikaninsentif
kebijakan fiskal berupa pemotongan pajak bagi
perorangandanduniausaha. Dalamjangkapendek,
kebijakanini berdampak positif pada pertumbuhan
ekonomi, akibat kenaikan daya beli masyarakat
dan investasi dunia usaha. Namun dalam jangka
panjang, kebijakaniniakan meningkatkan tekanan
signifikan padabeban fiskal danutang pemerintah
AS. Kebijakan imigrasi untuk membatasi tenaga
kerja asing juga dikhawatirkan menimbulkan
keketatan di pasar tenaga kerja. Dampaknya
akan terlihat pada inflasi yang meningkat dan
memengaruhitertahannya ekspektasi penurunan
FFR dan kenaikan yield US Treasury. Selain itu,
keputusan Presiden AS untuk menarik diri dari
komitmen transisi hijau “Paris Agreement” akan
memengaruhi perkembangan harga komoditas
dan energi global. Terlebih, jika arah kebijakan
luar negeri AS terutama terhadap North Atlantic
Treaty Organization, Rusia-Ukraina, dan Timur
Tengah berdampak pada meningkatnya eskalasi

Tarif tinggi bagi beberapa Dampak ke Ekspor

negara dan trade war

Second round Effect

Trade Channel

Harga Komoditas
Global (nonminyak)

\

Disrupsi rantai pasok: A.
Ekspor Produk
Indonesia ke AS

Potensi

B. Risiko: Realokasi Potensi
Ekspor Tiongkok ke

Commodity Channel Non-AS

Kemampuan

Penjualan Kinerja ] Bayar Utang

Korporasi

Potensi Penurunan
Kinerja Eksportir
Komoditas

Amplifying Risk

Kompetisi produk Indonesi

DAMPAK AMERICA FIRST

Financial Channel

Kebijakan Fiskal
Ekspansif:
pembengkakan defisit
fiskal dan utang AS;
prospek economic
growth AS membaik

Higher AS interest
rate; penurunan
FFR lebih rendah;

yield UST naik

Preferensi invest
in AS oleh
investors

Outflow dari EM

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B1.1.1. Transmisi Kebijak
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konflik yang merambat kepada sektor keuangan.
Hasil pemilihan umum AS ini telah berdampak
negatif terhadap kondisi pasar keuangan global
padatriwulanV 2024, akibat ketidakpastianyang
meningkat. Ke depan, kebijakan America First ini
diprakirakan akan memengaruhi pertumbuhan
ekonomi global, fragmentasi perdagangan, dan
perilakuinvestor global untuk lebih selektif dalam
alokasi modal khususnya ke negara berkembang.

Ketidakpastianglobal dapat memengaruhi kondisi
SSK Indonesia melalui dua jalur transmisi yaitu
jalur perdagangan dan jalur keuangan. Dari jalur
perdagangan (trade channel), kebijakan America
First berpotensi berdampak padakinerja korporasi
eksportir Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini
membuka peluang ekspor ke AS bagi negarayang
tidak dikenakan tarif tinggi seperti Indonesia,
menggantikan pangsaekspor negarayangterkena
tarif tinggi. Namun, peluang ekspor produk
Indonesia akan menghadapi persaingan yang
kuat dari produk serupa dari negara berkembang
lainnya. Di sisi lain, korporasi Indonesia juga akan
menghadapi tantangan dari potensi realokasi
produk Tiongkok akibat pembatasan ekspor ke
AS. Selanjutnya kebijakan ini juga berpotensi
memiliki second round effect melalui jalur harga
komoditas (commodity channel). Fluktuasi harga
komoditas, utamanya non-migas, berpengaruh
terhadap permintaanglobal. Berbagaihal tersebut
tentunya akan memengaruhi kinerja penjualan

dan kemampuan bayar korporasi Indonesia.
Asesmen Bank Indonesia memperlihatkan
ketahanan korporasi terjaga dari dampak negatif
kebijakan ASdarijalur perdagangan, termasukjalur
harga komoditas.

Dari jalur keuangan (financial channel), arah
kebijakan America First akan menyebabkan
terjadinya fragmentasi investasi dan keketatan
pasar keuangan global. Prospek pertumbuhan
ekonomi AS yang lebih tinggi akan mendorong
pembalikan aliran modal investasi global ke AS.
Selainitu, tingginya kebutuhanutang Pemerintah
AS akan mendorong kenaikan yield US Treasury
dan berdampak padatingginya suku bungaglobal.
Kondisi ini, dapat memicu investor global untuk
meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi atas
kepemilikan pada obligasi pemerintah negara
berkembang, termasuk SBN Pemerintah Indonesia.
Risiko terjadinyaaliran keluar portofolio asing dari
Indonesiainidapat memberikan tekananterhadap
nilai tukar Rupiah. Kenaikan yield SBN dapat
menimbulkan kerugianrisiko pasar dari eksposur
kepemilikan trading book perbankan. Selain itu,
pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi menekan
pendapatan bank yang memiliki posisi devisa neto
shortsertadebitur dengan hutangvalasyangbesar.
Kendatidemikian, hasil stress-test Bank Indonesia
menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat
dalam menghadapi berbagai risiko dampak
kebijakan AS darijalur keuangan.
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INTERMEDIASI KEUANGAN

TERJAGA

Sustainabilitas intermediasi keuangan terjaga, didukung
tetap baiknya minat dan kapasitas pembiayaan
perbankan dan IKNB dari sisi penawaran. Kredit bank
pada 2024 tumbuh kuat mencapai 10,39%, terutama
dikontribusikan kredit korporasi. Kuatnya pertumbuhan
kredit dipengaruhi terjaganya minat penyaluran kredit
perbankan, dengan ILR cenderung longgar pada mayoritas
sektor ekonomi. Penyaluran kredit juga ditopang DPK
yang tumbuh meningkat menjadi 4,48% pada 2024
dan pengelolaan likuiditas yang baik, didukung dampak
positif KLM. Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan
kredit perbankan menghadapi tantangan divergensi
kinerja antarbank akibat terbatasnya pertumbuhan DPK
dan belum pulihnya kinerja UMKM. Dari sisi nonbank,
penyaluran kredit ditopang oleh PP, Pegadaian, Fintech
Lending, dan Lembaga Keuangan Mikro, yang mencatatkan
pertumbuhan kredit positif.

Kinerja intermediasi turut dipengaruhi kompetisi yang
kondusif di pasar kredit dan pasar dana, sehingga
berdampak positif bagi keterjangkauan harga kredit bagi
dunia usaha dan masyarakat. Selama 2024, suku bunga
kredit menurun sebesar 5 bps, sementara suku bunga
DPK naik sebesar 10 bps. Di pasar dana, kenaikan suku
bunga DPK didorong kompetisi bank untuk mendapatkan
pendanaan di tengah terbatasnya pertumbuhan DPK. Di
pasar kredit, bank mempertahankan suku bunga kredit
di level yang kompetitif untuk menjaga daya saing dan
penguasaan pangsa kredit. Minat pembiayaan bank tetap
tinggi, didorong tingkat suku bunga kredit yang masih
lebih menarik dibandingkan tingkat pengembalian surat

berharga. Kompetisi dalam penghimpunan dana dan
tekanan margin suku bunga mendorong bank melanjutkan
realokasi aset likuid ke kredit, sebagai strategi optimalisasi
tingkat pendapatan dengan mengurangi alokasi aset
dengan imbal hasil rendah.

Dari sisi permintaan, sustainabilitas intermediasi
didukung perbaikan kinerja korporasi, terjaganya
konsumsi RT, serta kemudahan akses pembiayaan
nonbank. Kinerja korporasi meningkat didukung
pertumbuhan penjualan dan investasi korporasi, sehingga
mendorong penguatan permintaan pembiayaan KMK
dan Kl korporasi. Permintaan kredit juga didukung
tetap tingginya preferensi korporasi pada pembiayaan
perbankan, di tengah perlambatan pertumbuhan dana
internal korporasi. Meski demikian, perlu diwaspadai
tantangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi
kinerja korporasi dan permintaan pembiayaan ke depan.
Sementara itu, terjaganya konsumsi RT mendorong
meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi RT,
terutama kelas atas. Kredit konsumsi RT tetap ditopang
KPR yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Meski
demikian, suku bunga KPR yang masih kompetitif, insentif
pemerintah berupa PPN DTP dan kebijakan LTV Bank
Indonesia, berhasil menahan perlambatan pertumbuhan
yang lebih dalam sehingga KPR masih tumbuh tinggi pada
2024. Pembiayaan nonbank melalui fintech lending
meningkatkan akses pembiayaan bagi RT, termasuk kelas
bawah, didukung adopsi digitalisasi yang mengedepankan
kemudahan dan kecepatan layanan.
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Kapasitas Pembiayaan dan Minat Penyaluran Kredit

Mendukung Keberlanjutan Intermediasi
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Intermediasi perbankan pada 2024 terjaga,
pertumbuhan kredit tetap kuat. Kredit perbankan
tumbuh sebesar 10,39%, relatif stabil dibandingkan
dengantahunsebelumnyasebesar 10,38%. Kelompok
KBMI 4 berkontribusi besar terhadap pencapaian
kredit, dengan pertumbuhan sebesar 13,01%.
Sementara itu dari sisi segmen kredit, pertumbuhan
kredit ditopang oleh kredit korporasi yang tumbuh
mencapai 15,59%. Penyaluran kredit kepada korporasi
mendorong peningkatan pertumbuhanKl, khususnya
sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Kontruksi,
Pengangkutan, sertaLGA, sehingga turut mendukung
penguatan kapasitas perekonomian nasional (Tabel
2.1.1). Meski penyaluran kredit modal kerja kepada
korporasijugamasihtinggi, perlambatan kredit UMKM
menahan KMK sehingga tumbuh melambat. Belum
pulihnya kredit UMKM turut dipengaruhi strategi
beberapa bank dengan pangsa kredit UMKM tinggi
yang berfokus pada upaya perbaikan kualitas kredit
setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit
Covid-19.

Sustainabilitas intermediasi didukung minat
penyaluran kredit perbankan yang tetap baik. Hal
tersebut tecermindarilLS yangrelatif stabil sejak 2022
(Grafik 2.1.1), dengan kebijakan penyaluran kredit
yangcenderunglonggar pada aspek suku bungakredit
dan biaya persetujuan kredit. Sejalan dengan ILS, ILR
terindikasi masih tetap longgar pada mayoritas sektor

ekonomi, termasuk sektor yang berkontribusi besar
terhadap pertumbuhan kredit (Grafik 2.1.2). Relatif
longgarnya ILR mengindikasikan masih tetap tingginya
minat perbankan dalam menyalurkan kredit.

Strategi realokasi aset dan pengelolaan likuiditas
yang baik mampu mendukung intermediasi
perbankan, ditengah terbatasnyapertumbuhan DPK.
Akselerasi penyalurankredit bank sebesar 10,39% di
tengah moderatnya pertumbuhan DPK sebesar 4,48%
mendorong berlanjutnya realokasi aset pada 2024,
terutama pada kelompok bank BUMN.
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Grafik 2.1.1. Indeks Lending Standard

Tabel 2.1.1. Kredit Total, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi

Pertumbuhan |Kontribusi| Pangsa | Pertumbuhan |Kontribusi| Pangsa | Pertumbuhal Kontribusi
(%, yoy) (yoy) (% (%,yoy) (yoy) (%) (% yoy) (yoy) (%)

Pangsa

Des-24 |Des-23[Des-24) Des-24 | Des-24 |Des-23|Des-24| _Des-24 | Des-24 |

1. Pertanian 845 484 0,35 6,94 11,60

2. Pertambangan 22,36 28,59 1,17 4,77 18,83

3. Industri 4,72 9,56 151 1564 3,64
Pengolahan

4. Listrik, Gas, Air 13,33 19,75 0,51 281 8,03

5. Konstruksi -0,37 0,02 0,00 505 4,18

6. Perdagangan 8,77 427 0,77 16,92 7,23
7.Pengangkutan 19,28 19,16 1,01 569 19,56
8.Jasa Dunia Usaha 16,98 13,09 1,34 10,49 20,38
9. Jasa Sosial 3506 21,15 0,84 4,37 30,15
10. Lain-lain (Konsumsi) 9,10 1061 2,89 27,32

10,39

Sumber: Bank Indonesia, diolah

1,05 0,08 7,18 569 835 1,17 13,37
33,03 1,51 561 26,24 2398 1,78 8,10
8,92 2,19 2466 745 11,13 1,87 16,47
-11,42 -0,12 0,83 14,54 26,50 2,09 8,77
-8,27 -0,62 6,36 -6,89 13,28 1,05 7,89
2,79 0,86 29,33 1492 976 1,37 13,56
19,90 0,78 436 18,70 19,22 2,45 13,39
16,64 2,54 16,46 10,33 5,48 0,66 11,16
24,94 1,13 520 40,75 17,07 1,21 7,30

13,62
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Grafik 2.1.2. Indeks Lending Requirement (ILR)
per Sektor Ekonomi

Bank mengurangi penempatan alat likuid untuk
mendukung penyalurankredityanglebih ekspansifdan
hal ini menjadi salah satu strategi untuk optimalisasi
pendapatan melalui pengurangan porsi aset likuid
dengan imbal hasil rendah (Grafik 2.1.3). Akselerasi
kredit ditengah moderasi pertumbuhan DPK ini
mengakibatkan kapasitas penyaluran kredit (lending
capacity) pada kelompok bank BUMN menjadi semakin
terbatas, dengan rasio AL/DPK telah kembali ke
level prapandemi. Meski demikian, kelompok bank
BUMN juga memiliki akses yang lebih baik terhadap
sumber pendanaannon-DPK¢untuk mendukungtarget
penyaluran kreditnya. Pada kelompok bank lainnya,
rasio lending capacity berada di atas level industri dan
mengindikasikan masih tingginya potensi penyaluran
kredit ke depan. KLM turut mendukung proses
realokasi aset ke kredit dan kecukupan pendanaan
bagi penyaluran kredit.
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Keberlanjutan pertumbuhan kredit perbankan
menghadapi tantangan divergensi kinerja
antarbank. Perbedaan laju pertumbuhanintermediasi
antarkelompok bank berdampak pada keberagaman
kinerja profitabilitas. Dengan pertumbuhan kredit
yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,
KBMI 4 dan KBMI 1 mencatatkan level profitabilitas
(NIM)yanglebih tinggidibandingkankinerja terlemah
industrisecarahistoris. Sementaraitu, KBMI 3dengan
tantangan perlambatan kredit mencatatkan NIM
yang lebih rendah. Di sisi lain, dukungan pendapatan
bunga nonkredit dan keuntungan transaksi derivatif
dapat menopang profitabilitas bank KBMI 2 ditengah
lemahnya pertumbuhan kredit (Grafik 2.1.4).

55
5z
<
50 ‘:% >
e
xX&
4,5 *
o4z
<
4,0 8 Z
=
2g
35 N
X3
>
3,0
-1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0
Pertumbuhan Kredit (yoy) Pertumbuhan Kredit (yoy)

2024<2023 2024>2023

Keterangan: Through adalah rerata level minimum industri pada fase ekonomi
kontraksi selama 15 tahun terakhir (2010-2024). Ukuran bubble merepresentasikan
buffer antara rasio CAR bank (%) terhadap rasio CAR minimum (8%).

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.4. Kuadran Kredit dan NIM bank
per KBMI
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Grafik 2.1.3. Perkembangan Rasio Alat Likuid dan Lending Capacity Perbankan

6 Pinjaman dan penerbitan surat berharga
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Pembiayaan IKNB turut mendukung intermediasi
keuangan, didorong positifnya pertumbuhan PP,
Pegadaian, Fintech Lending, dan Lembaga Keuangan
Mikro.Sampaidengan September 2024, pembiayaan
PP tumbuh sebesar 9,39% dan masih mendominasi
penyaluran pembiayaan IKNB dengan pangsa
54,59%. Fintech lending mencatatkan pertumbuhan
tinggi sebesar 33,73%, tertinggi dibandingkan IKNB
lainnya. Adopsi digitalisasi, persyaratan pengajuan

pinjaman yang mudah dan proses pencairan yang
cepat terindikasi menjadi faktor pendorong bagi
peningkatan pertumbuhan pembiayaan oleh fintech
lending. Sementara itu, Pegadaian dan Lembaga
Keuangan Mikro mencatatkan pertumbuhan masing-
masing sebesar 26,53% dan 2,80%. Di sisi lain,
kontraksi pertumbuhan Lembaga Keuangan Khusus,
PP Infrastruktur, dan modal ventura menahan laju
pertumbuhan intermediasi IKNB (Tabel 2.1.2).

Tabel 2.1.2. Pembiayaan oleh IKNB

Total Pembiayaan (Miliar Rp) Pertumbuhan (%, yoy) Share
2021 2022 2024 plopZs 2024
Des Des

Perusahaan Pem- 364.232 415864 458.703 470.863 501.784 14,18% 13,23% 9,39% 54,59%
biayaan
Lembaga Keuangan 138.919  149.221 240.478 239.982 230.883 7.42% 60,82% -3,99% 25,12%
Khusus**
Pegadaian 52.420 59.053 67.415 69.491 85.301 12,65% 17,68% 26,53% 9,28%
Fintech Lending 29.880 51.123 55.697 59.644 74.484 71,09% 16,67% 33,73% 8,10%
Modal Ventura 15.330 17.325 17.684 17.343 16.252 13,02% 0,10% -8,10% 1,77%
PP Infrastruktur** 86.510 97.388 10.795 11.556 10.550 12,57%  -88,13% -2,27% 1,15%
Lembaga Keuangan 836 946 1.002 1.008 1.030 13,09% 6,57% 2,80% 0,11%

Mikro™**

Total Pembiayaan 688.126 790.920 851.774

869.888

919.254

14,94% 9,98% 7,92%

Keterangan:
*Total Pembiayaan Netto.

**Sejak Agustus 2023 PT SMI tidak dikategorikan sebagai PP Infrastruktur dan dikategorikan menjadi Lembaga Keuangan Kecil.
***Total Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro posisi September 2023 dan 2024 merupakan posisi Agustus 2023 dan 2024

Perilaku Kompetisi dan Strategi

Pricing Perbankan

Kinerja intermediasi turut dipengaruhi kompetisi
yang kondusif di pasar kredit dan pasar dana,
sehingga berdampak positif bagi keterjangkauan
hargakredit bagi duniausahadan masyarakat. Bank
merespons perubahan Bl Rate selama 2024 dengan
menyesuaikan sukubungakredit dan sukubunga DPK
secara bertahap dengan besaran penyesuaian yang
berbeda. Suku bunga kredit menurun sebesar 5 bps
selama 2024, sementarasuku bunga DPK naik sebesar
10 bps (Grafik 2.2.1). Hal tersebut menunjukkan
respons suku bunga DPK terhadap kenaikan Bl Rate
yang lebih cepat dibandingkan suku bunga kredit dan
masih kondusifnya kompetisi di pasar kredit dan pasar
dana.Ditengahtekananterhadap margin, profitabilitas
bank masih terjaga. Terjaganya profitabilitas turut
didukung oleh strategi bank untuk mengoptimalkan
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- Bl Rate = Suku Bunga Kredit Rp
Spread Suku Bunga Kredit - Suku Bunga DPK

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.1. Perkembangan Suku Bunga Kredit
dan DPK
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pendapatan nonkredit, terutama fee-based income,
pendapatan bunga nonkredit, keuntungan transaksi
derivatif, dan efisiensi operasional.

Kenaikan suku bunga DPK didorong oleh kompetisi
antarbank untuk mendapatkan pendanaanditengah
terbatasnya pertumbuhan DPK. Berlanjutnya
peningkatan suku bunga DPK Rupiah pada 2024
lebih didorongoleh kenaikan biayadanapadasegmen
nominal besar (di atas Rp2 miliar), sejalan dengan
tingginya pangsa DPK nominal besar dalam struktur
pendanaan bank. Kenaikan suku bunga DPK nominal
besar kemudian berdampak pada peningkatan biaya
danasebesar 44 bpsselama 2024 (Grafik 2.2.2). Meski
demikian, kenaikan suku bunga DPK pada 2024 masih
lebih rendah dibandingkan periode suku bungatinggi
sebelumnya pada2018 - 2019.

Kompetisi penghimpunan pendanaan selama 2024
mendorong bank melanjutkan realokasi aset likuid
untuk menutup funding gap’. Akselerasi penyaluran
kredit mendorong melebarnya funding gap perbankan
pada 2024, terutamapada KBMI 4 yang menjadi motor
pertumbuhan kredit (Grafik 2.2.3). Untuk membatasi
ketergantungan pada dana mahal, bank melakukan
realokasi aset likuid sebagai strategi bank untuk
melakukan optimalisasi imbal hasil dari efisiensi
likuiditas dengan mengurangi porsi aset
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Grafik 2.2.3. Perkembangan Funding Gap
Perbankan

denganimbal hasil rendah. Kendatidinamika tersebut
menyebabkan penurunan alat likuid, namunrasio
likuiditas AL/DPK masih memadaipadalevel 25,59%.
Selain itu, insentif likuiditas melalui KLM Bank
Indonesia berdampak positif pada proses realokasi
aset ke kredit dan memastikan kecukupan pendanaan
bagi penyaluran kredit.

Terjaganya minat pembiayaan mendorong bank
mempertahankan suku bunga kredit di level
yang kompetitif, terutama KBMI 4. Respons ini

%

mDPK >2M

BDPK <2M mSSB

¥ Pinjaman

Grafik 2.2.2. Perkembangan Biaya Dana dan Pangsa Pendanaan Bank

7 Funding gap terjadi ketika kenaikan DPK pada suatu bank
selama satu tahun masih lebih rendah dibandingkan kenaikan
penyaluran kreditnya. Sementara itu, kondisi funding surplus
terjadi ketika kenaikan DPK dalam satu tahun lebih tinggi
dibandingkan kenaikan penyaluran kreditnya.
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menunjukkan upaya bank dalam menjaga daya saing
dan penguasaan pangsa kredit, sehingga menopang
akselerasi pertumbuhan kredit. Meskipun suku bunga
kredit turun, bank tetap memilikiinsentif untuk terus
meningkatkan penyaluran kredit, didorong oleh
tingkat suku bungakredit (setelah memperhitungkan

%
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B Rerata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rp (%)*

Keterangan: *Sudah disesuaikan dengan
tingkat risiko kredit (NPL)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.4. Perbandingan Suku Bunga Kredit
dengan Yield Surat Berharga

risiko) yang masih lebih menarik dibandingkan tingkat
pengembalian surat berharga (Grafik 2.2.4). Disisilain,
kompetisi pasar kredit menyebabkan KBMI 1,2,dan 3
mengalami penurunan pangsakredit, terindikasi akibat
suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan
KBMI 4 (Grafik 2.2.5).
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Grafik 2.2.5. Perkembangan Pangsa Kredit
Kelompok Bank terhadap Suku Bunga Kredit

Permintaan Pembiayaan Didukung Kinerja Korporasi,

Konsumsi Rumah Tangga, Insentif Sektor Properti,
serta Kemudahan Akses Pembiayaan IKNB

Permintaan kredit korporasi terjaga didukung
perbaikan kinerja penjualan dan pertumbuhan
investasi. Penjualan korporasi tumbuh positif sebesar
0,55% padatriwulan 111 2024, meningkat dibandingkan
dengan 2023 yang mengalami kontraksi. Perbaikan
kinerjapenjualanterutamadikontribusikanoleh sektor
Pertanian, Industri Pengolahan,LGA, Perdagangan,dan
Jasa Sosial, sejalan dengan masih tingginya konsumsi
domestik. Sementara perbaikan harga komoditas
belum mampu mendorong pemulihan penjualan sektor
Pertambangan, yang masih mengalami kontraksi
pada triwulan 11l 2024. Perbaikan kinerja penjualan
mendukungterjaganya profitabilitas korporasidengan
ROE tercatat sebesar 9,86% pada triwulan 111 2024,
relatif stabil sejak 2023. Investasi korporasi juga
masih tumbuh, tecermin pada pertumbuhan belanja
modal (Capital Expenditure/Capex) pada triwulan I1I
2024 sebesar 7,47%. Pertumbuhan belanja modal
didorong sektor Pertanian, Pertambangan, Industri
Pengolahan, Perdagangan,dan Jasa DuniaUsaha,yang
masih mencatatkan pertumbuhan positif (Tabel 2.3.1).

Sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi,
permintaan terhadap pembiayaan produktif
berupa KMK dan Kl menguat. Permintaan KMK dan
KI korporasi tumbuh tinggi sejalan dengan upaya
korporasi untuk memenuhikebutuhan operasional dan
ekspansi bisnis. Pada segmen korporasi, kredit KMK
dan Kl masing-masing tumbuh sebesar 15,69% dan
15,48% pada 2024, meningkat dibandingkan dengan
tahunsebelumnya (Grafik 2.3.1dan Grafik 2.3.2). Meski
demikian, perlu diwaspadai sejumlah tantanganyang
dapat memengaruhikinerjakorporasidan permintaan
pembiayaan ke depan, antara lain ketidakpastian
global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan
geopolitik, serta pelemahan daya beli RT, khususnya
kelas menengah ke bawah.

Terjaganya permintaan kredit turut pula didukung
tetaptingginya preferensikorporasipadapembiayaan
bank dan perlambatan pertumbuhan dana internal
korporasi. Perbankan masih menjadi sumber utama
pembiayaan eksternal korporasi,didukung ekspektasi
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Tabel 2.3.1. Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. per Sektor

Pertumbuhan Penjualan
(%, yoy)

Return on Equity Pertumbuhan Capex

(%, yoy)

Sektor

w S
38
2%
= 3 e
8o
cc<
G
¥ a

o

Pertanian 37,88 17,00 -9,52 -1,74 2,40 0,11 N 9,88 14,76 393 6,46 6,98 - 90,4 31,72 10,92 1,99 1,42 /[
Pertambangan 44,96 67,53 -9,00-16,64 -6,88 1,14 "\ 22,67 36,84 19,51 15,56 16,46 - 30,24 57,69 21,91 12,54 1824 \
Industri Pengolahan 18,42 12,12 -0,47 -1,05 0,17 007 \. 866 940 9,14 884 845 ~ 2,78 1531 2350 32,26 21,96 o«
LGA 4,47 19,32 6,98 588 6,07 012 /\— 941 949 869 933 10,19 ~/ 7,23 -39,54 1,17 -2,28 -6,29 "
Konstruksi 8,94 14,74 10,45 9,24 7,86 044 /N, 197 1,98 149 610 560 A 59,19 -26,27 18,54 4,88 -4,39 \~
Perdagangan 17,72 26,37 526 1,94 3,33 0,57 - 10,89 18,68 15,34 14,35 15,01 = -11,26 57,33 67,48 19,30 0,35 VAN
Pengangkutan 525 20,04 801 645 6,05 0,58 e -14,93 37,72 14,92 14,68 14,89 Vo 3,95 -1,64 -0,82 -815 -385 7V
Jasa Dunia Usaha 19,67 17,94 094 -1,42 -3,09 -0,06 \, 048 69 1,71 135 247 I -5,14 30,00 28,79 2897 2,90 / \
Jasa Sosial 19,31 -2,52 -9,56 -2,98 2,08 0,05 o~ 915 575 0,18 0,57 1,00 N 412,22 12,20 3,88 -557 -4,48 /-
Agregat | 20,05 2272 .0.38] 2,31 0555| 0,55 IAN 7.75 115,58 9,93| o.85| 0.5 A A

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah
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Grafik 2.3.1. Perkembangan Pertumbuhan
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Grafik 2.3.2. Perkembangan Pertumbuhan Capex
dan Kl Korporasi
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suku bunga kredit yang lebih rendah serta proses
pengajuan kredit yang tidak sekompleks pembiayaan
nonkredit, seperti penerbitan surat berharga dan
saham. Kontribusi kredit perbankan terhadap total
pembiayaan eksternal korporasi mencapai 55%,
dengan pertumbuhan yang meningkat di tengah
kontribusi pembiayaan nonkredit yang stabil (Grafik
2.3.4 dan Grafik 2.3.5). Sementara itu pertumbuhan
dana internal korporasi relatif melambat, tecermin
dari pertumbuhan laba ditahan pada triwulan IlI
2024 sebesar 6,80%, lebih rendah dibandingkan
dengan 2023. Kondisi tersebut berkontribusi pada
peningkatan pertumbuhan kredit korporasi dari
perbankan yang mencapai 15,32% pada triwulan |1
2024 (Grafik 2.3.3).
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Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.3.3. Pertumbuhan Retained Earnings
Korporasi
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Grafik 2.3.4. Pertumbuhan Pembiayaan UDN &

ULN Korporasi
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Grafik 2.3.5. Pertumbuhan Pembiayaan
Saham Korporasi

Konsumsi RT terjaga, didukung segmen kelas atas.
Konsumsi RT tumbuh 4,94% pada 2024, lebih tinggi dari
2023 sebesar 4,82%, ditopang oleh konsumsi RT kelas
atas.Halinitecerminpadaindeks penghasilankelas atas
yang masih lebih tinggi dibandingkan RT kelas lainnya,
dengan konsumsi barang/jasa tersier yang masih kuat.
Pertumbuhan konsumsi RT dikontribusikan kelompok
pengeluaran berupatransportasidan komunikasi,serta
makanan dan minuman selain restoran (Grafik 2.3.6).
Kendati meningkat, namun pertumbuhan konsumsi RT
masih lebih rendah dibandingkan periode prapandemi
yang lebih tinggi dari 5%. Di tengah peningkatan
penghasilan konsumen, indeks ketersediaan lapangan
kerjadan pembelian barangtahanlamarelatif menurun
dibandingkan dengan 2023 (Grafik 2.3.7). Perbaikan
konsumsi ke depan masih tertahan tingginya pangsa
tenaga kerja informal dalam struktur tenaga kerja
nasional dengan upah yang lebih rendah dan jaminan
sosial yang terbatas.
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Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.3.6. Perkembangan Konsumsi RT
Berdasarkan Sektor
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Grafik 2.3.7. Perkembangan Indeks
Keyakinan Konsumen

Perbaikan konsumsi RT mendorong tetap kuatnya
pertumbuhan kredit konsumsi RT. Kredit konsumsi
RT tumbuh sebesar 10,46% pada 2024, meningkat
dibandingkan dengantahunsebelumnya. Peningkatan
terutama dikontribusikan RT kelas atas, dengan
kontribusi pertumbuhan sebesar 5,03% (Grafik
2.3.8).Berdasarkanjenisnya, kredit konsumsi RT tetap
ditopang KPR meski mengalami tren perlambatan
pertumbuhan sejak semester |1 2024 (Grafik 2.3.9).
Namun demikian, suku bunga KPR yang masih
kompetitif, insentif pemerintah berupa PPN DTP,
dan kebijakan LTV Bank Indonesia berhasil menahan
perlambatan pertumbuhanyanglebih dalam, sehingga
KPR masih tumbuh kuat sebesar 10,15% di akhir
2024 (Grafik 2.3.10).
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Grafik 2.3.8. Andil Pertumbuhan KK RT menurut
Kelas Pendapatan
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Grafik 2.3.9. Andil Pertumbuhan KK RT menurut
Jenis Kredit
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Grafik 2.3.10. Andil Pertumbuhan KPR
Berdasarkan Jenis KPR

Ditengah kecenderungan perilakuyang lebih berhati-
hati (selective lending) oleh perbankan, permintaan RT
terhadap pembiayaan turut didukung pembiayaan
nonbank, terutama melalui fintech lending. Kredit
bank kepada RT kelas bawah tetap terbatas, dengan
kontribusi pertumbuhan pada 2024 sebesar 3,16%,
lebihrendah dibandingkan dengantahun 2023 sebesar
3,88%.Pembiayaannonbank, khususnyamelaluifintech
lending, meningkatkan akses pembiayaan bagi RT,
termasuk kelas bawah, didukung adopsi digitalisasi
yang mengedepankan kemudahan dan kecepatan
layanan. Penyaluran kredit fintech lending kepada
debitur perorangan tumbuh tinggi sebesar 31,77%
pada2024,dengan pangsaterhadap total penyaluran
kredit fintech lending mencapai 93,34%.
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Boks Demand Constraint Beberapa Sektor Kredit

21 Berdasarkan Disequilibrium Model

Asesmen kinerja kredit bank dapat dilihat dari
perspektif penawaran (supply) dan permintaan
(demand). Pendekatan ekuilibrium Maddala (1986)
membantu dalam melakukan dekomposisi data
realisasi kredit menjadi estimasi supply dan demand
yang membentuknya. Dalam perkembangan
selanjutnya, pendekatan Karpanagiotis (2024)
mampu menambahkan aspek penyesuaian harga
dalam modelnya berdasarkan tingkat sensitivitas
agen supply dan demand terhadap perubahan
harga. Model dimaksud terdiri atas 3 (tiga)
alternatif, di antaranya: (i) model basic, model
tanpapenyesuaian hargayangterjadipadaperiode
credit crunch; (ii) model directional, model dengan
penyesuaian harga pada salah satu agen, yaitu
supply atau demand; dan (iii) model deterministic,
model dengan penyesuaian harga padakeduaagen,
baik supply maupun demand. Model directional
terjadi pada kondisi supply atau demand dominant.
Sementara itu, model deterministic terjadi pada
kondisi pasar kredit yang kompetitif dan terbuka,
dimana tidak terdapat information asymmetry
antara agen supply dan demand.

Kecukupan sisi penawaran kredit dipengaruhi
oleh kapasitas likuiditas dalam perekonomian,
sebagaimana tecermin pada pertumbuhan uang
dalamartiluas (M2). Pertumbuhan M2 yangsejalan
dengan pertumbuhan ekonomi(PDB) menunjukkan
adanya kecukupan likuiditas untuk bertransaksi
dan berinvestasi, sehingga mendorong aktivitas
ekonomi (Grafik B2.1.1a). Pada perekonomian

%, yoy

Periode
Pandemi 15

369123691236 91236 91236 912369
2019 2020 2021 @ 2022 2023 2024
e Pertumbuhan M2 «Pertumbuhan Kredit
«Pertumbuhan PDB Nominal
(a)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

yang bergantung pada bank sebagai sumber
pembiayaan dan investasi (bank-based economy),
pertumbuhan M2 berkaitan erat dengan kredit
bank sebagai sumber utama pembiayaan ekonomi
nasional. Saat ini, penciptaan likuiditas domestik
Indonesia ditopang oleh tagihan bersih kepada
sektor swasta (Net Claims on Private Sectors),
dengan kontribusi faktor eksternal (Net Foreign
Assets) yang menurun terhadap penciptaan uang
seiring dengan penurunan arus modal asing dan
meningkatnya peran pelaku pasar domestik di
pasar keuangan (Grafik B2.1.1b).

Modeldisekuilibriummengindikasikankecukupan
supply kredit perbankan dapat memenuhiseluruh
kebutuhan demand kredit dari pelaku ekonomi
industri (kondisi demand constraint). Hasil estimasi
menggunakan model directional dan deterministic
dengan data selama 15 tahun terakhir (2010 -
2024) menunjukkan kondisi demand constraint
pada pasar kredit Indonesia, utamanya pada
periode recovery pascapandemi (2022 - 2024)
(Grafik B2.1.2). Kondisiini terjadi khususnya pada
beberapa sektor ekonomiutamayang mengalami
pertumbuhan PDB lebih lambat dibandingkan
pertumbuhan PDB secara agregat di tahun 2024,
yaitu pada sektor Pertanian, Perdagangan, dan
Industri Pengolahan (Grafik B2.1.3). Gejalademand
constraint pada ketiga sektor utamaini terlihat dari
demand kredit yang lebih tidak elastis terhadap
perubahan suku bunga kredit dibandingkan supply,
walaupun dengan suku bunga tren menurun atau

%, yoy
14

10

N

-2
36 9123 6 9123 6 9123 6 9123 6 9
2020 2021 2022 2023 2024

= Net Foreign Assets (NFA) Net Domestic Assets (NDA)
«=Pertumbuhan M2
(b)

Grafik B2.1.1. Perkembangan Pertumbuhan M2, PDB, dan Pertumbuhan Kredit (a) serta Kontribusi
Faktor Pertumbuhan M2 di Indonesia (b)
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Grafik B2.1.2. Hasil Simulasi Model Equilibrium Directional (a) dan Deterministic (b)

relatif lebih rendah pada ketiga sektor tersebut.
Meski demikian, sektor-sektor tersebut masih
memiliki prospek peningkatan kredit ke depan,
sebagaimana ditunjukkan dengan alokasi
undisbursed loan committed yangrelatif lebih tinggi
dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Ke depan, sustainabilitas pertumbuhan kredit
ditopang oleh pertumbuhan perekonomian
nasional dan dapat ditingkatkan dengan upaya
pendalaman sektor keuangan di Indonesia.
Gejala demand constraint yang terjadi pada pasar

kredit di Indonesia terindikasi disebabkan oleh
pertumbuhan PDB yang melambat sejak tahun
2023, baik PDB secarakeseluruhan maupun PDB
sektoral. Rendahnya efisiensi investasi nasional,
sebagaimana terlihat dari tingginya rasio ICOR,
jugadapat memperlambat peningkatan kapasitas
produksi domestik. Oleh karena itu, upaya
pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat
memengaruhiperkembangan likuiditas domestik
yang kemudiandapat meningkatkan sustainabilitas
pertumbuhan kredit ke depan.

A. Pertanian B. Perdagangan C. Industri
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Grafik B2.1.3. Hasil Estimasi Disekuilibrium Kredit untuk Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri
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KEUANGAN MENDUKUNG

KINERJA INTERMEDIASI

Ketahanan sisi permintaan pembiayaan pada 2024
terjaga, didukung oleh tetap baiknya kemampuan bayar
korporasi dan rumah tangga, di tengah peningkatan
risiko kredit rumah tangga. Kemampuan bayar korporasi
tetap terjaga dengan rasio utang berisiko (DaR) yang
tetap terkendali. Profitabilitas korporasi yang masih
tumbuh positif, likuiditas yang memadai, serta PD yang
rendah menunjukkan ketahanan korporasi yang masih
solid. Namun, pemberlakuan kebijakan proteksionisme
perdagangan Amerika Serikat diperkirakan dapat
berdampak negatif pada kinerja korporasi Indonesia
melalui jalur perdagangan dan harga komoditas.
Sementara itu, penghasilan rumah tangga menunjukkan
perbaikan, terutama pada kelas atas dan menengah.
Di tengah relatif terjaganya kemampuan bayar rumah
tangga, terjadi peningkatan risiko kredit terutama pada
kelas menengah dan bawah yang lebih rentan terhadap
tekanan ekonomi.

Ketahanan sisi penawaran pembiayaan juga masih
solid, didukung likuditas yang memadai, profitabilitas
yang terjaga dan permodalan yang kuat. Risiko kredit

perbankan masih terjaga, tecermindariNPL dan LaR yang
menurun. Risiko pasar juga terjaga, seiring kepemilikan
SBN yang menurun dan eksposur valas yang terbatas.
Likuiditas perbankan tetap memadai untuk mendukung
pertumbuhan kredit seiring dengan rasio kecukupan
likuiditas jangka pendek dan panjang yang berada di
atas batasan minimum yang ditetapkan otoritas. Di
tengah moderasi NIM, profitabilitas perbankan tetap
terjaga didukung oleh diversifikasi pendapatan bank dan
perbaikan kualitas kredit (koreksi Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai/CKPN). Kendati demikian, perbankan
tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui
pembentukan CKPN, serta menjaga tingkat permodalan
yang mampu mendukung ketahanan sektor keuangan.
Risiko kredit dari PP dan fintech lending juga tetap terjaga
meskipun sedikit meningkat. Risiko interkoneksi antara
IKNB dan perbankan juga masih terbatas karena eksposur
yang rendah. Sementara itu, risiko kepemilikan ULN pada
perbankan dan korporasi relatif terjaga, didukung oleh
kecukupan likuiditas, serta tingginya dominasi loan
agreement dan tenor jangka panjang dalam komposisi ULN.
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Risiko dan Kemampuan Bayar Korporasi Terjaga

di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah dinamika geopolitik global, kinerja
korporasi meningkat terbatas, mendukung
kenaikan penjualan dan margin laba (profit margin).
Profit margin korporasi tercatat sebesar 7,69% pada
triwulan I11 2024, meningkat dibandingkan dengan
akhir 2023 sebesar 7,64%. Beberapa sektor utama
dengan kenaikan profit margin, tertinggi yaitu sektor
Pertambangan, Konstruksi,dan Pengangkutan. Selain
itu, korporasi dengan orientasi ekspor cenderung
memiliki profit margin yang lebih tinggi dibandingkan
agregat (Grafik 3.1.1). Peningkatan tersebut salah
satunyadidukungoleh membaiknya hargakomoditas.

Kemampuan bayar korporasi tetap terjaga dengan
rasio utang berisiko yang terkendali, di tengah nilai
tukar yang cenderung terdepresiasi dan harga
komoditas yang tumbuh positif. Kemampuan bayar
korporasi terjaga sebagaimana tecermin dari rasio
ICR agregat sebesar 2,09 padatriwulan 1112024 yang
meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar
2,08 (Grafik 3.1.2). Berdasarkan orientasi penjualan,
ICR korporasi eksportir dan noneksportir juga masih
terjaga di atas ambang batas aman, masing-masing
sebesar 4,18 dan 1,65 pada triwulan 11 2024. Hal ini
didorong utamanya oleh kenaikan harga jual Crude
Palm Oil (CPO), yang tecermin dari peningkatan
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI)

8
769 6
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Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah
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Grafik 3.1.1. Perkembangan Net Profit Margin
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Grafik 3.1.2. Perkembangan Interest Coverage Ratio

CPO sepanjang 2024. Rasio utangberisiko (DaR) juga
masih terjaga, namun perlu diwaspadai karenadalam
tren meningkat (Grafik 3.1.3). Peningkatanini sejalan
dengan pendapatankorporasiyangterbatas ditengah
kondisi nilai tukar yang cenderung terdepresiasi.

Kecukupan likuiditas korporasi mendukung
terjaganya kemampuan bayar. Likuiditas korporasi
secara agregat meningkat, tecermin dari kenaikan
current ratio dan cash ratio pada triwulan Il 2024
berturut-turut sebesar 1,46 kali dan 0,43 kali, lebih
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Grafik 3.1.3. Perkembangan Debt at Risk
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tinggi dibandingkan dengan akhir 2023 (Grafik 3.1.4 Kali 07
dan Grafik 3.1.5). Peningkatan likuiditas korporasi 08
didukung oleh meningkatnya penjualan. 0,55 0:6
Rendahnya PD korporasi pada akhir 2024 05
menunjukkan ketahanan korporasi yang masih 043105
terjaga.Secaraumum, PD korporasiterjagakarena PD 04
fundamental® dan PD market signal® agregat korporasi N 04
padaakhir 2024 beradadibawahrata-ratahistorisnya 03
(periode 2008 - 2024). PD fundamental tercatat sebesar 03
3,18%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rnmed v omed v AT 02
historis sebesar 4,59%. Sementara, PD market signal 2020 2021 2022 2023 2024
tercatat sebesar 4,48%, lebih rendah dibandingkan ——Eksportir ——Noneksportir ——Agregat
denganrata-ratahistoris sebesar 5,71% (Grafik 3.1.6). Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Selainitu, keduaindikator PD juga menunjukkantren Grafik 3.1.5. Perkembangan Cash Ratio

8 PD fundamental merupakan PD korporasi berdasarkan penurunan sejak periode pascapandemi. Rendahnya
indikator laporan keuangan risiko default korporasi mendukung ekspansi usaha
9 PD market signal merupakan PD korporasi berdasarkan yang selanjutnya dapat meningkatkan permintaan

indikator pasar pembiayaan korporasi.

Kali 18 Penerapan kebijakan proteksi perdagangan AS

168 berpotensi memengaruhikinerjakorporasiIndonesia
o017 .. .
melalui jalur perdagangan (trade channel) dan jalur

16 harga komoditas (commodity channel). Proteksi
146 15 perdagangan menekankan padakebijakan penetapan
14 tarif tinggi dan renegosiasi perjanjian dagang dengan
129 13 negara mitra. Kebijakan ini memengaruhi ekspor
12 dan impor, menciptakan ketidakpastian pasar, serta
11 berpotensi merugikan sektor-sektor yangbergantung
10 pada rantai pasokan global. Dari jalur perdagangan,
IR AR R AN NI A proteksi perdagangan AS dapat memengaruhi
2020 2021 2022 2023 2024 kinerja korporasi Indonesia melalui dampaknya pada
——Eksportir  ===Noneksportir ~ ==Agregat terbukanya peluang pasar ekspor yang lebih luas ke
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah AS untuk menggantikan Tiongkok yang akan terkena
Grafik 3.1.4. Perkembangan Current Ratio tarif ekspor lebih tinggi. Selainitu, melalui dampaknya
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Grafik 3.1.6. ICR, PD Market Signal dan PD Fundamental Korporasi
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pada potensi realokasi produk ekspor Tiongkok ke
pasar internasional selain AS. Selanjutnya, kebijakan
ini juga berpotensi memiliki second round effect
melalui jalur harga komoditas, yaitu adanya potensi
perlambatan permintaan beberapakomoditasenergi
seperti batubara sebagai akibat dari perlambatan
ekonomi Tiongkok.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perluasan pasar
ekspor Indonesia di AS berpotensi meningkatkan
kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi.
Berdasarkan analisis Product Similarity Index (PSI)*
dan Revealed Comparative Advantage (RCA)'* produk
Indonesia dan Tiongkok (Grafik 3.1.7), Indonesia
memiliki setidaknya 14 produk ekspor dengan
keunggulan dan berpotensi menggantikan produk
Tiongkok di pasar AS. Beberapa di antaranya adalah
komoditas alas kaki, gas alam, tembakau, perikanan,
dan hasil olahan kayu. Meningkatnya pangsa ekspor
Indonesiaberpotensi mendorong pertumbuhan ekspor
dan penjualan korporasi sehingga meningkatkan
kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi.
Hasil simulasi*? menunjukkan bahwa dampaknya
terhadap kenaikan penjualan korporasi diperkirakan
sebesar 0,1%.

Realokasi produk ekspor Tiongkok di pasar
internasional akibat pembatasan ekspor ke AS
berdampak terbatas pada ketahanan korporasi.
Pembatasan ekspor Tiongkok ke AS berpotensi

10 Indeks PSI adalah indeks yang menunjukkan derajat kesamaan

produk di antara dua negara.

11 Indeks RCA adalah indeks yang menunjukkan keunggulan
produk di antara dua negara.

12 Simulasi peningkatan penjualan dilakukan pada sektor yang
berpotensi menggantikan produk Tiongkok di pasar AS.
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Grafik 3.1.7. Persebaran Produk berdasarkan Kesamaan
dan Keunggulan terhadap Produk Tiongkok

mendorong terjadinyaoversupply dan menjadi pesaing
produk ekspor korporasi Indonesia yang sejenis di
pasar internasional. Beberapa produk ekspor utama
Tiongkok ke AS yang memiliki kemiripan dengan
Indonesia, antara lain bahan kimia organik, logam
non-ferrous, serta sereal dan olahan. Namun, hasil
simulasi*®* menunjukkan realokasitersebut berdampak
terbatas bagi ketahanan korporasi dengan ekspor
sejenis, sebagaimana tecermin dari ICR dan DaR
pada Grafik 3.1.8.

Dampak melalui jalur harga komoditas terhadap
ketahanan dan risiko kredit korporasi juga
diprakirakan relatif terbatas. Berdasarkan analisis
historis terhadap dampak kebijakan proteksi
perdagangan AS pada periode 2018 sampai dengan

13 Simulasi dilakukan pada sektor dengan produk yang sama

dengan produk ekspor utama Tiongkok ke AS.
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Grafik 3.1.8. Dampak Terbatas Oversupply Produk Tiongkok terhadap Ketahanan Korporasi
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Grafik 3.1.9. Kinerja Korporasi Agregat

2020, penjualan korporasi khususnya komoditas
sepertibatubara, nikel,dan CPO cenderung menurun
sebagai akibat penurunan harga. Namun demikian,
profit margin masih relatif terjaga (Grafik 3.1.9).
Ke depan, beberapa downside risk bagi ketahanan
korporasiyang perludiwaspadaiadalah melambatnya
produksi batubara akibat penurunan permintaan
mitra dagang, serta melambatnya produksi CPO
seiring berlanjutnyadampakdari EI Nino. Risiko kredit
korporasi komoditas diperkirakanrelatif tetap terjaga
karena cenderung menggunakan dana internal, yang
ditunjukkan oleh tren Debt to Equity Ratio (DER) yang
menurun (Grafik 3.1.10), dan NPL yang rendah pada
triwulan 1112024 (Grafik 3.1.11).
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Grafik 3.1.10. Perkembangan DER Korporasi
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Grafik 3.1.11. Perkembangan NPL Korporasi
Berbasis Komoditas

Risiko dan Kemampuan Bayar Rumah Tangga

Terjaga

Dinamika pertumbuhan tenaga kerja (TK) formal
dan informal memengaruhi penghasilan RT. TK
mengalami peningkatan sebesar 3,43% padasemester
112024, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I
2023 sebesar 3,36% (Grafik 3.2.1). Pertumbuhan TK
terutamadidorongoleh sektor formal yang pangsanya
meningkat dari40,89% padasemester 112023 menjadi
42,05% pada semester || 2024, sementara sektor
informal mengalami penurunan pangsa menjadi
57,96% pada 2024 dari total TK. Namun demikian,
pangsa TK formal Indonesia belum kembali kepada
level prapandemi, yaitu sebesar 44%. Selain itu, TK
informal memiliki tingkat upah yang lebih rendah
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dengan tren kenaikan upah yang cenderung lebih
terbatas dibandingkan kenaikanupah pada TK formal
(Grafik 3.2.2). Dinamika TK formal dan informal pada
sektor labor intensive dalam hubungannya dengan
ketahanan rumah tangga akan dibahas lebih lanjut
padaboks 3.1.

Penghasilan RT menunjukkan perbaikan, meskipun
terdapat perbedaan tren pemulihan antar kelas
penghasilan. Indeks penghasilan RT meningkat menjadi
121,24 pada akhir 2024, lebih tinggi dibandingkan
dengan akhir 2023 sebesar 115,74. Berdasarkan
kelas penghasilannya, indeks penghasilan RT kelas
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Grafik 3.2.1. Perkembangan TK Formal
dan Informal

atas dan menengah telah meningkat dibandingkan
dengan periode prapandemi, namun indeks
penghasilan kelas bawah masih lebih rendah (Grafik
3.2.3). Pemulihan upah yang cenderung terbatas
padakelas bawah terutamadisebabkanoleh struktur
TK di Indonesia yang masih didominasi oleh TK
informal dan realisasi anggaran bantuan sosial yang
cenderung menurun setiap tahunnya pada periode
pascapandemi(Grafik 3.2.4).

Penghasilan yang membaik mendukung terjaganya
kemampuanbayar, namunrisiko kredit RT cenderung
mengalami peningkatan. Seiringdengan melambatnya
pertumbuhankredit, risiko kredit RT pada akhir 2024
tetap terjaga meskipun menunjukkan peningkatan
dibandingkan dengan 2023 (Grafik 3.2.5). Rasio
NPL RT tercatat sebesar 2,02% pada akhir 2024,
meningkat dibandingkandengan 2023 sebesar 1,80%.
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Grafik 3.2.2. Perkembangan Upah TK Formal
dan Informal
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Grafik 3.2.3. Perkembangan Indeks Penghasilan RT

Berdasarkan jenisnya, KPR memiliki NPL tertinggi
sebesar 2,61%, diikuti KKB sebesar 2,26%, dan Kredit
Multiguna (KMG) sebesar 1,43% pada akhir 2024.

Segmen RT kelas atas mengalami penurunan risiko
kredit. NPL pada segmen RT kelas atas menurun
menjadisebesar 2,19% pada akhir 2024 dibandingkan
dengan 2,24% pada akhir 2023 (Grafik 3.2.6).
Penurunanrisiko kredit terutama terjadi pada kredit
jenis KPR, tecermin dari NPL KPR yang mengalami
penurunan menjadi sebesar 2,60% pada akhir tahun
2024 dibandingkan dengan 2,70% pada akhir tahun
2023. Sejalan dengan penurunan NPL, DSR segmen
RT kelas atas juga mengalami peningkatan menjadi
sebesar 28,28% pada akhir 2024 dibandingkan dengan
28,20% pada akhir 2023 (Grafik 3.2.7). Penurunan
NPL dan peningkatan DSR padasegmen RT kelas atas
mencerminkan kondisi keuangan yang lebih kuat dan
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Grafik 3.2.4. Perkembangan Realisasi
Bantuan Sosial
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Grafik 3.2.5. Perkembangan NPL RT

stabil dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi,
serta memiliki kemampuan diversifikasi sumber
pendapatan melalui pengelolaan aset keuangan.

Sementara itu, segmen RT kelas menengah dan
bawahyanglebihrentanterhadap tekanan ekonomi
mengalami peningkatan risiko kredit. NPL RT
tangga kelas menengah dan bawah masing-masing
mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,82% dan
1,98% pada akhir 2024 dibandingkan dengan 1,40%
dan 1,67% pada akhir tahun 2023. Peningkatanrisiko
kredit dikontribusikan oleh NPL dari KPR pada RT
kelas menengah dan bawah yang masing-masing
meningkat menjadi sebesar 1,82% dan 1,98% di
akhir 2024, dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar
1,40% dan 1,67%. Sejalan dengan peningkatan NPL,
DSR kelas menengah dan bawah masing-masing
mengalami penurunan menjadi sebesar 24,86%
dan 24,12% pada akhir tahun 2024 dibandingkan
dengan 25,32% dan 24,16% pada akhir tahun 2023.
Kondisi ini menyebabkan keterbatasan kemampuan
RT kelas bawah dan menengah untuk mendapatkan
fasilitas kredit baru maupun memenuhi kewajiban
yangtelah dimiliki.
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Grafik 3.2.6. Perkembangan NPL RT per
Kelas Pendapatan
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Grafik 3.2.7. Perkembangan DSR RT
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Ketahanan Industri Perbankan dan IKNB

Mendukung Intermediasi

Risiko kredit perbankan terjaga, meskipun terjadi %
peningkatan risiko kredit pada segmen UMKM. 6
NPL perbankan terjaga rendah di bawah ambang 5
batas sebesar 5%. Pada Desember 2024, NPL 3,76

tercatat sebesar 2,08%, lebih rendah dibandingkan

2,96
dengan Desember 2023 sebesar 2,19% (Grafik 3
3.3.1). Penurunan NPL terjadi di hampir seluruh 2,08 ,

sektor ekonomi, kecuali pada sektor Pertanian dan

Perdaganganyang mayoritas didominasioleh UMKM 1:;?: 1
(Tabel 3.3.1). Berdasarkan segmen debitur, penurunan o
NPL terutamadikontribusikan oleh segmen korporasi 369123 6 9123 6 9123 6 9123 6 912
yang menurun menjadisebesar 1,13% pada akhir 2024 2020 2021 2022 2023 2024

dari 1,34% pada akhir 2023. Sementara itu, segmen _s‘;/’l‘;‘;;l“s' _?ggf“ia' ——Korporasi

UMKM mengalami peningkatan NPL tertinggi pada Sumber: Bank Indonesia, diolah
akhir 2024 menjadi sebesar 3,76% dari sebelumnya
3,71% pada Desember 2023. Hal ini disebabkan
oleh penyesuaian kualitas kredit UMKM setelah
berakhirnya relaksasirestrukturisasi Covid-19.

Grafik 3.3.1. Perkembangan NPL (bruto)
Berdasarkan Segmen

Tabel 3.3.1. Perkembangan NPL per Sektor Ekonomi

NPL (Triliun Rp) Kredit (Triliun Rp) NPL (%) A Des-24 & Des-23
Nominal | Nominal 1
2,00

Sektor Ekonomi

A. Pertanian 10,37 11,07 518,46 543,57 2,04 0,70 25,11 0,04
B. Pertambangan 3,56 4,09 290,47 373,51 1,23 1,10 0,53 83,04 -0,13
C. Industri Pengolahan 36,38 35,97 111734 122414 3,26 2,94 -0,41 106,80 -0,32
D. Listrik Gas Air 0,66 0,52 183,96 220,29 0,36 0,24 -0,14 36,33 -0,12
E. Konstruksi 14,28 11,74 395,10 395,18 3,62 2,97 -2,54 0,08 -0,64
F. Perdagangan 41,10 42,95 126995 132421 3,24 3,24 1,85 54,26 0,01
G. Pengangkutan 3,77 4,24 373,42 444,98 1,01 0,95 0,46 71,56 -0,06
H. Jasa Dunia Usaha 8,22 8,10 725,74 820,73 1,13 0,99 -0,12 94,99 -0,15
I. Jasa Sosial 3,93 3,68 282,16 341,83 1,39 1,08 -0,25 59,67 -0,32
J. Lain - lain 32,69 40,54 193366 213873 1,69 1,90 7,85 205,07 0,20

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah
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Risiko kredit yang terjaga juga tecermin dari
penurunanLaR.RasioLaRtercatatsebesar 9,28% pada
akhir 2024, terendah dalam lima tahun terakhir dan
telahmendekatilevel prapandemi, yaitu sebesar 9,93%
pada 2019 (Grafik 3.3.2). Tren perbaikan LaR didorong
oleh berkurangnya kredit yangdirestrukturisasipada
semua segmen usaha (Grafik 3.3.3). Hal ini sejalan
dengan membaiknya kemampuan bayar debitur yang
mengikuti program kredit restrukturisasi.

Sementara itu, risiko pasar akibat penurunan
suku bunga dan nilai tukar relatif terbatas, seiring
dengan kepemilikan SBN yang menurun dan posisi
liabilitas valas yang terbatas. Risiko reinvestasi dam
perubahan hargawajar akibat penurunan sukubunga
tergolong terbatas seiring dengan kepemilikan SBN
yang semakin menurun pada perbankan (Grafik 3.3.4).
Risiko pasar perbankan dari pelemahan nilai tukar
jugarelatif terbatas karena eksposur yang minimdan
beradapadalongposition'4. Kondisi tecermin padarasio
Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap modal perbankan
yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 1,41% pada
Desember 2024.

Likuiditas perbankan masih memadai untuk
mendukung pencapaian target pertumbuhan kredit.
Sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit, rasio
AL/DPK mengalamipenurunan, terutamapada KBMI
4 sebagai penopang pertumbuhan kredit (growth
driver). Rasio AL/DPK tercatat sebesar 25,59% pada
Desember 2024, menurun dibandingkan dengan akhir
2023 sebesar 28,73%. Namun demikian, rasio AL/
DPK masih berada di atas ambang batas 10% dan di
atas rata-rata AL/DPK prapandemi, yaitu sebesar
20,66% (Grafik 3.3.5).
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Grafik 3.3.2. Perkembangan Komposisi Loan at Risk
(LaR) Perbankan

14 Long PDN merupakan posisi dimana perbankan memiliki aset
valas yang lebih tinggi dari liabilitas valas.
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Grafik 3.3.3. Perkembangan Kredit Restrukturisasi
Perbankan Berdasarkan Segmen

Ketahananlikuiditas perbankantecerminpadarasio
kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka
panjang yang masih di atas ambang batas yang
diwajibkan otoritas. Liquidity Coverage Ratio (LCR)
perbankan pada September 2024 tercatat sebesar
239,29%, meningkat dibandingkan dengan akhir
2023 sebesar 220,18%. Selain itu, rasio Net Stable
Funding Ratio (NSFR) juga masih relatif tinggi meskipun
mengalami penurunan terbatas dari 131,40% pada
Desember 2023 menjadi 129,50% pada September
2024. Kedua rasio likuiditas tersebut masih berada
di atas ambang batas yang ditetapkan otoritas, yaitu
sebesar 100% (Grafik 3.3.6). Hal ini menunjukkan
kemampuan perbankan dalam mengelolapemenuhan
kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.
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Grafik 3.3.4. Kepemilikan SBN Pada Perbankan



34

Bab 3 - Ketahanan Sistem Keuangan Mendukung Kinerja Intermediasi

%
50

40,12 45

350 40
5,06
35
27,83 30
25
25,59
20

19,18 15
10

36 9123 6 9123 6 9123 6 9123 6 9 12
2020 2021 2022 2023 2024

«=KBM|1 «=KBM|2 «=KBMI3 «=KBMI4 «=Industri
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.5. AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank

Di tengah termoderasinya NIM perbankan,
profitabilitas perbankan tetap terjaga, didukungoleh
diversifikasi pendapatan, koreksi CKPN, dan efisiensi
operasional. Rasio Return on Asset (ROA) perbankan
sedikit menurun sejak akhir 2023 hingga akhir 2024,
ke level 2,69%. Penurunan rasio ROA lebih terbatas
di tengah penurunan NIM yang lebih dalam karena
adanya pendapatandarifee-based income, pendapatan
bungadarisuratberharga,sertaadanyakoreksi CKPN.
Rasio NIM menurun menjadi sebesar 4,60% pada
September 2024 dari sebelumnya 4,81% pada akhir
2023 (Grafik 3.3.7) sejalandengan tekanan spread suku
bunga. Sementara itu, pendapatan fee-based income
dan pendapatan bunga dari surat berharga masing-
masing meningkat menjadi 10,53% dan 48,80% pada
September 2024 dibandingkan dengan akhir 2023.
Pendapatan dari koreksi CKPN juga relatif stabil
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 3.3.8).
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Grafik 3.3.6. Perkembangan LCR dan NSFR
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Grafik 3.3.7. ROA, NIM, dan BOPO Perbankan

—ROA —NIM

Di tengah perbaikan kualitas kredit, perbankan
tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui
pembentukan CKPN untuk mengantisipasirisiko ke
depan. Rasio CKPN terhadap NPL dalam tren yang
menurun, sejalan dengan menurunnya risiko kredit.
Namun, perbankan masih memiliki akumulasi CKPN
yangrelatiftinggi, tecermindarirasio CKPN terhadap
NPL sebesar 192,04% dan rasio CKPN terhadap LaR
sebesar 43,07% pada akhir 2024 (Grafik 3.3.9). Tren
penurunanrasio CKPN terhadap NPLmengindikasikan
optimisme perbankan terhadap perbaikan kualitas
kredit ke depannya, meski tetap berhati-hati dengan
menjaga cadangan kerugian pada level yang masih
relatif tinggi.

Selain itu, tingkat permodalan yang relatif tinggi
turut mendukung ketahanan perbankan. Rasio
permodalan tecermin dari CAR perbankan yang
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

=mm Pendapatan sewa
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Grafik 3.3.8. Perkembangan Pendapatan Bersih
Nonbunga Bank (Disetahunkan)
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Grafik 3.3.9. Perkembangan Coverage CKPN
terhadap Risiko Kredit

terindikasi kuat, yaitu sebesar 26,69% pada Desember
2024 (Grafik 3.3.10). Stabilitas permodalan bank juga
ditunjukkan olehtingginya persentase modalinti, yaitu
sebesar 94,47% pada Desember 2024 (Grafik 3.3.11).
Hal ini menunjukkan kemampuan permodalan bank
yang lebih baik dalam menyerap kerugian jika terjadi
materialisasirisiko kredit.

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan
kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Hasil solvency stress test menunjukkan tingkat NPL
masih dibawah 5% dengan CAR diprakirakan masih
diatas 20%. Tingkat permodalan perbankan yang
tinggi diprakirakan mampu menahan dampak risiko
kredit dan pasar sesuai skenario makroekonomiyang
parah (severe), yaitu kenaikan inflasi yang signifikan,
tekanan pertumbuhan ekonomi, depresiasinilai tukar,
termasuk dampak kebijakan proteksi perdagangan AS.
Lebih lanjut, hasil liquidity stress test juga menunjukkan
ketahanan likuiditas perbankan yang memadai,
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Grafik 3.3.10. Perkembangan Permodalan
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Grafik 3.3.11. Perkembangan Komposisi Modal

tecermin dari nilai counterbalancing capacity industri,
yaitu persediaan aset yang tidak sedang dibebani/
dipinjamkan atau sumber pendanaan lain yang
tersediasertadapat digunakan segerabagibank untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas. Dalam skenario stress
test, ketersediaan counterbalancing capacity industri
perbankan terhadap total DPK diperkirakan masih
beradapadakisaran 32% sampai dengan41% sehingga
dinilai masih cukup memadai dalam menghadapi
potensi penarikan DPK serta penurunan cash inflow
ditengah peningkatanrisiko pasar danrisiko kredit.

Risiko kredit dari PP danfintech lending tetap terjaga,
namun sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu.
Risiko kredit PP dan fintech lending pada Oktober
2024 masih terjaga pada kisaran yang rendah. Risiko
kredit PP tecermindari Non-Performing Financing (NPF)
sebesar 2,60%,sementararisiko kredit fintech lending
tecermindari TWP 90 Agregat sebesar 2,37%.Namun,
terdapat kenaikanrisiko pembiayaan PP sebagaimana
tecermin dari NPF yang lebih tinggi dibandingkan
dengan akhir 2023 sebesar 2,44% (Grafik 3.3.12).
Demikian pula risiko kredit pada fintech lending,
khususnya TWP 90 untuk golongan debitur badan
usaha yang mencapai 9,40% pada Oktober 2024,
meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar
7,60%.Namun pangsa penyalurandana fintech lending
ke golongan debitur badan usaha relatif terbatas,
yaitu hanya sebesar 8,07%, sementara penyaluran
danalebih banyak diberikan kepada golongan debitur
perseorangandengan TWP 90 sebesar 1,75% (Grafik
3.3.13). Darisisi ketahanan permodalan, Gearing Ratio
(GR) PP tercatat sebesar 2,34 kali, mengindikasikan
tingkat permodalan yang memadai.
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Grafik 3.3.12. NPF dan GR Perusahaan
Pembiayaan

Risiko interkoneksi antara IKNB dan perbankan
pada akhir 2024 masih terbatas seiring eksposur
yangrendah. Risiko interkoneksi bank dengan IKNB,
khususnya PP dan fintech lending, timbul akibat
penempatan dana oleh IKNB pada DPK bank dan/
atau pemberian pembiayaan dari bank kepada IKNB.
Risiko interkoneksi antara PP dan fintech lending
ke perbankan melalui penempatan dana pada DPK
masih terjaga karena eksposur yang sangat minim,
yaitu berupa penempatan deposito oleh PP dengan
pangsa hanya sebesar 0,53% terhadap total DPK
(Grafik 3.3.14). Demikian pula dengan rendahnya
risiko interkoneksi dari pendanaan PP dan fintech
lending darikredit perbankan sejalandengan eksposur
yang rendah sebesar 4,26% terhadap total kredit
perbankan (Grafik 3.3.15).
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Grafik 3.3.13. Risiko Pembiayaan Fintech Lending
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Grafik 3.3.14. Eksposur PP pada Total DPK
Perbankan

Sementara itu, risiko operasional berupa risiko siber
dan fraud relatif terjaga, didukung oleh penguatan
pengaturan dan pengawasan keamanan sistem
informasi dan ketahan siber. Pemanfaatan teknologi
informasi pada industri keuangan berpotensi
menimbulkanrisiko siber dan fraud yang dapat menjadi
ancamanterhadap SSK. Oleh kaernaitu, sesuaidengan
mandat UU P2SK, Bank Indonesia mengatur dan
memastikan ketahanan siber di sektor keuangan,
khususnya pada SP melalui penerbitan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan
Informasi dan Ketahanan Siber. Selain itu, Bank
Indonesiajuga melakukan pengukurantingkat maturitas
ketahanan siber untuk menilai tingkat kesiapan PSP.
Selengkapnya terkait ketahanan sistem keuangan dari
risiko siber dan fraud dapat dilihat pada boks 3.2.
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300 .
250 35
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.15. Eksposur PP dan Fintech Lending
pada Total Kredit Perbankan
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Perkembangan Risiko ULN Korporasi dan Perbankan

di Tengah Dinamika Suku Bunga dan Nilai Tukar

Pertumbuhan ULN korporasi dalam fase kontraksi
akibat kenaikan tingkat suku bunga (pricing).
Korporasi memanfaatkan ULN sebagai salah satu
sumber pembiayaan selain kredit perbankan
domestik dan penerbitanobligasi. Pertumbuhan ULN
korporasi terkontraksisebesar 1,7% dengan nominal
USD 156,36 miliar pada November 2024, lebihrendah
dibandingkan kontraksi ULN pada November 2023
sebesar 1,5% dengan nominal USD159,09 miliar.
Pertumbuhan ULN korporasi saat ini lebih rendah
dibandingkandengan pertumbuhankredit perbankan
dan obligasi (Grafik 3.4.1). Kontraksi pertumbuhan
ULN korporasi dipengaruhi oleh pricing ULN yang
cenderung meningkat sejalandengan trensuku bunga
global yang terjaga tinggi.

Dinamika suku bunga dan nilai tukar memengaruhi
keputusan korporasi dalam memanfaatkan ULN
sebagai sumber pembiayaan. Analisis historis
menunjukkan ULN korporasi cenderung tumbuh
positif pada periode suku bunga rendah, contohnya
padaperiode 2009 sampaidengan 2015. Pertumbuhan
ULN tersebut juga dipengaruhi dinamika nilai tukar
Rupiah, yaitu ULN cenderung meningkat pada periode
apresiasi Rupiah (2010 - 2011) dan menurun pada
periode depresiasi Rupiah (2012 - 2015) (Grafik
3.4.2). Pada 2024, pertumbuhan ULN korporasi
terkontraksi yang dipengaruhi oleh tingginya suku
bungadandepresiasinilai tukar. Dinamika perubahan
makroekonomi, termasuk suku bunga dannilai tukar,

ULN  Kredit
36% -DN

-30

36912 36912 36912 36912 36912
2020 2021 2022 2023 2024

e Pertumbuhan Kredit e Pertumbuhan ULN NFC
=== Pertumbuhan SSB (Skala kanan) seee Pertumbuhan Kredit Rp
esee Pertumbuhan Kredit Valas

Sumber: Bank Indonesia, KSEI, diolah

Grafik 3.4.1. Pertumbuhan Pembiayaan UDN dan
ULN serta Pangsa

menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh korporasi
dalam memanfaatkan ULN karena memengaruhi
kinerja keuangan dan prospek usahanya.

Di tengah kontraksi pertumbuhan ULN korporasi,
pertumbuhan ULN pada sektor industri pengolahan
dan sektor perdagangan masih tercatat positif.
Berdasarkan sektoral, outstanding ULN tertinggi
dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan, LGA, dan
Pertambangandengantotal pangsamencapailebihdari
70% (Tabel 3.4.1). Di tengah kontraksi pertumbuhan
ULN korporasi, sektor Industri Pengolahan dan
Perdagangan memiliki pertumbuhanyang masih positif

Tabel 3.4.1. Perkembangan ULN Korporasi Sektoral

Pertumbuhan ULN
iliar) Porsi terhadap Total ertumounan
(yoy)

SEKTOR EKONOMI

1  Pertanian 4,00

2 Pertambangan 33,23 31,04
3 Industri Pengolahan 44,58 48,08
4 LGA 38,18 36,97
5 Bangunan 1,23 1,22
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,81 9,27
7  Pengangkutan dan Telekomunikasi 14,09 14,06
8 Lainnya 14,97 11,98

159,09

156,36

2,5% 2,4% -13,0% -6,4% -0,3% -0,2%
20,9% 19,9% -10,1% -6,6% -2,1% -1,3%
28,0% 30,8% 11,0% 7,8% 3,1% 2,4%
24,0% 23,6% -4,3% -3.2% -1,0% -0,8%

0,8% 0,8% -25,9% -0,3% -0,2% 0,0%

5,5% 5,9% 3.7% 5,3% 0,2% 0,3%

8,9% 9,0% -1,9% -0,3% -0,2% 0,0%

9,4% 7,7% -2,4% -20,0% -0,2% -1,5%

100,0%

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah
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Grafik 3.4.2. Perkembangan ULN pada Periode
Depresiasi & Suku Bunga Tinggi

pada November 2024, masing-masing sebesar 7,8%
dan 5,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspor
yang relatif stabil, sehingga korporasi cenderung
meningkatkan produksi serta memanfaatkan
pembiayaan ULN.

Risiko ULN korporasirelatif terjagakarenadidominasi
oleh loan agreement, tenor jangka panjang dan suku
bunga yang tetap. Komposisi ULN didominasi oleh
loan agreement dengan pangsa mencapai 64% pada
November 2024 (Grafik 3.4.3). Sementaraberdasarkan
tenor dansukubunga, ULN korporasididominasitenor
jangka panjangdengan suku bungatetap (Grafik 3.4.4
dan Grafik 3.4.5). Berdasarkan pola historis tersebut,
risiko ULN tetap terjaga seiring dengan mayoritas
korporasi yang cenderung mengambil ULN bersifat
jangka panjang dengan suku bunga tetap.
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Grafik 3.4.3. Posisi Outstanding ULN Berdasarkan
Jenis ULN
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Grafik 3.4.4. Posisi Outstanding ULN Korporasi
Berdasarkan Jatuh Tempo

Bank juga memanfaatkan ULN untuk pemenuhan
kebutuhanlikuiditas dan pembiayaanvalas. Meskipun
sempat mengalami kontraksi petumbuhan sebesar
10,32% menjadi USD22,69 miliar pada November
2023, ULN perbankan meningkat sebesar 1,60%
pada November 2024 menjadi USD23,05 miliar
(Grafik 3.4.6). Berdasarkan jenisnya, ULN perbankan
didominasi oleh loan agreement sebesar 65,21%,
sedangkan sisanya berupa obligasi dan lainnya
sebesar 34,79% (Grafik 3.4.7). Sementara berdasarkan
jatuh temponya, ULN perbankan didominasi jangka
panjang sebesar 54,19% (Grafik 3.4.8). Preferensi ini
menunjukkan orientasi perbankanterhadap stabilitas
pendanaan, serta mitigasirisiko tekanan likuiditas dan
fluktuasi nilai tukar.
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Sumber: Bank Indonesia, November 2024, diolah

Grafik 3.4.5. Posisi Outstanding ULN Berdasarkan
Suku Bunga
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Grafik 3.4.6. Perkembangan Outstanding ULN Bank

Ketahanan perbankan tetap terjaga meskipun
memanfaatkan ULN karena pangsa ULN terhadap
asetyangrendah, komposisi ULN yang rendahrisiko,
danlikuiditas yang memadai. ULN perbankan memiliki
risiko yang terbatas karena rendahnya pangsa ULN
terhadap aset, yaitu hanya sebesar 3,29% pada akhir
2024. Komposisi ULN juga mendukung risiko ULN
yang terbatas, yaitu dominasi tenor jangka panjang
dan berupa loan agreement. Loan agreement umumnya
lebih stabil dibandingkan obligasi karena memiliki
fleksibilitas dalam penyesuaian persyaratan, jumlah
penarikan, suku bunga, dan tenor pinjaman. Selain
itu,bank jugamemilikilikuiditas yang memadai untuk
memenuhi kewajiban ULN yang tecermin dari rasio
total AL/DPKyangberadadiatas threshold sebesar 10%
padasebagian besar bank yang memiliki eksposur ULN.
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Grafik 3.4.7. Posisi Outstanding ULN Jangka
Panjang Bank Berdasarkan Jenis ULN
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Grafik 3.4.8. Posisi Outstanding ULN Perbankan
Berdasarkan Jatuh Tempo
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Boks Potensi Peningkatan Ketahanan Rumah Tangga melalui

31 Dorongan Sektor Labor Intensive

Sektor padat karya (labor intensive/Ll)"> memiliki
prospek pertumbuhan yang baik. Sektor LI
umumnya menyerap tenaga kerja lebih tinggi
dibandingkan dengan sektor padat modal (capital
intensive/Cl). Berdasarkan data statistik tenaga
kerja per Agustus 2024 yang dirilis oleh BPS,
sektor LI menyerap sekitar 71,16% dari total TK
di Indonesia. Beberapa sektor LI dengan tingkat
penyerapan TK tertinggi antara lain Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,18%,
Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,89%,
serta Konstruksi sebesar 6,55%. Sektor LI
diperkirakan memiliki prospek yangbaik, tecermin
dari pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi
dibanding dengan sektor Cl (Grafik B3.1.1).

Sektor LI berperan dalam meningkatkan
ketahanan RT melalui peningkatan jumlah
tenaga kerja, kenaikan upah, serta tren
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
menurun. Peningkatan pertumbuhan jumlah
TK terutama terjadi pada sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,31%, serta
sektor perdagangan sebesar 2,92%. Sektor LI
juga mengalami pertumbuhan upah sektor riil
sebesar 1,83% pada Agustus 2024 (Tabel B3.1.1).

Sales 12TM (%, yoy)

(R AR R AR R A R TRTAAR
2020 2021 2022 2023 2024

Total e==Labor Intensive  ===Capital Intensive
Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah

Grafik B3.1.1. Penjualan Sektor Labor Intensive
dan Capital Intensive

15 Kilasifikasi sektor LI dan Cl disusun berdasarkan
tabel Input-Output 2016; Sektor merupakan LI jika
perbandingan surplus usaha neto terhadap kompensasi
tenaga kerja <60%.

Peningkatan upah tertinggi terutama terjadi
padasektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
(3,19%), perdagangan dan penjualan eceran
(1,70%), jasa pendidikan (3,59%), dan jasa lainnya
(4,79%). Selain itu, PHK pada sektor LI juga
menunjukkan penurunan signifikan. Beberapa di
antaranya adalah sektor jasa perusahaan, sektor
perdagangan, serta sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial. Pangsa PHK terhadap total TK di
sektor tersebut masing-masing sebesar 0,06%,
0,07%, dan 0,02%, lebih rendah dibandingkan
denganpangsatahunsebelumnyasebesar0,46%,
0,10%,dan 0,16%.

Meskipun menyerap TK lebih banyak, sektor
LI masih dihadapkan pada tantangan tingkat
informalitas yang tinggi dan upah yang lebih
rendah. Sebagian besar pekerja sektor LI
(61,27%) merupakan TK informal, utamanya
pada sektor pertanian, sektor perdagangan,
dan sektor jasa lainnya. Selain itu, TK informal
cenderung memperoleh upah yang lebih rendah
dibandingkan dengan TK formal. Dilihat darikelas
pendapatannya, TK pada sektor informal masih
didominasioleh pekerjakelas bawah (upah < 4juta)
denganpangsapekerjakeluarga/tidak dibayaryang
meningkat (Grafik B3.1.2).
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Grafik B3.1.2. Perkembangan TK Informal
berdasarkan Kelas Pendapatan
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Tabel B3.1.1. Perkembangan Jumlah TK, PHK dan Upah Sektor Labor Intensive

% PHK terhadap Upah Riil

ibusi Jumlah PHK
Jumlah TK (%, yoy) (orang)

Jumlah TK Sektoral

Upah Nominal
(JutaRp)

Sektoral (%, yoy)

Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan

‘ I I ; !
Ll 2818% -.55% .Voi 335
‘

i
i |
4798 | 2.579
i |

i
001% i

‘ . ‘
1,90 .% ilﬂ,ss% |3,19%
‘

i
|
001% |
|

i
i
i
i
i
|
6,55% || 014% ls7%| 016%\ 2499 |
i

i i i i
6402 | 2.0483' 003% i 007% |

;
301 .1% ilos%
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Jasa Lainnya LI
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i
Konstruksi L o,oz%l 279, 304! 2,66%
|
i | i i i } i |
z:;dé’c%;’;ia" Besay Ll 1889% Ioas% Ioz7% .55/0‘ 27564 | 27535 w19344il),11%i 010% | 0,07%| 276 293 304 l iI;,zs% 1,70%
| | | | | |
i i f i i i
pacaicuanzan 002% | 001% | 005% | 3760 3064 ‘ L. ‘ .
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| ‘ i i { : | | i
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i i | | | | |
Administrasi ! } ‘ } }
Pemerintahan, Pertahanan, LI 352% ooz%‘ 0,00% 015%‘ 3234‘ 2105| 1.224( | 007% | 004% | 002%| 385, 397| 416 ;—3,59% ;0,34% 293%
dan Jaminan Sosial Wajib ! ! ! i ! | |
: : ] ] i : i ‘
Jasa Pendidikan Ll 495% | 002% loso% I 017% | 3037 3064, 875[ 005%| 004% | 001%| 266, 267, 281 1068% -214% [359%
i i i | | i i |
Jasa Kesehatan 1 1 i i i i
dan Kegiatan Sosial L 164% 003% ‘ -002% | 012% | 650! 3490, 360, 003% 016%| 002% 858/ 367, 379 |536% :043% | 1,61%
| | i i i |
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementaraitu, beberapasektor Cl yang menyerap
banyak TK juga mendukung ketahanan RT
melalui upah yanglebih baik. Sektor Cl umumnya
menyerap TK lebih sedikit dibandingkan sektor LI.
Namun, terdapat beberapa sektor Clyang mampu
menyerap banyak TK karena jumlah perusahaan
yang banyak, yaitu sektor industri pengolahan
sebesar 13,83%, sektor penyediaan akomodasi,
makanan, dan minuman sebesar 7,79%, serta
sektor transportasi dan pergudangan sebesar
4,29%. Sektor Cl dengan penyerapan TK yang
tinggi turut meningkatkan ketahanan RT karena
umumnya memberikan upah yang lebih tinggi
dibandingkan sektor LI.
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|4,79%

0,79% 1,15% 0,53% 1317% 2,07%

Kedepannya, beberapa program Pemerintah
diharapkan mampu mendorong kinerja sektor
LI yang pada gilirannya dapat meningkatkan
ketahanan RT. Program Asta Cita berpotensi
meningkatkan kinerja beberapa sektor LI terkait,
antara lain pertanian, pengangkutan dan industri
makanan dan minuman. Selain itu, juga terdapat
program peningkatan kualitas TK, diantaranya
kebijakan penempatan angkatan kerja muda
usia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap serta
reformulasi perhitungan Upah Minimum Provinsi,
yang berpotensi mendorong peningkatanlapangan
kerja yang berkualitas dan perbaikan upah TK.
Dengan meningkatnya kinerja korporasi dan
implementasi kebijakan TK yang lebih efektif,
kesejahteraan serta ketahanan ekonomi RT
diharapkan semakin membaik.
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Boks Ketahanan Sistem Keuangan Indonesia dari

3.2 Risiko Siber dan Fraud

Pemanfaatan teknologi informasi pada industri
keuangan berpotensi menimbulkan risiko
siber dan fraud yang dapat menjadi ancaman
terhadap SSK. Pemanfaatan teknologi informasi
pada industri keuangan menimbulkan eksposur
tinggi terhadap keamanan data sensitif yang
rentan terhadap risiko siber dan fraud. Insiden
siber dapat mengganggu ketahanan operasional
institusi keuangan, termasuk Penyedia Sistem
Pembayaran (PSP). Pada gilirannya, insiden
siber dapat mengancam SSK secala luas melalui
tiga key channels'¢, yaitu: (1) loss of confidence
atau hilangnya kepercayaan kepada PSP yang
berpotensi memicuterjadinyarisiko likuiditasdan
permasalahan solvabilitas; (2) lack of substitute,
apabilainsidensiber terjadi padainstitusi keuangan
dan penyelenggara infrastruktur keuangan yang
tidak mudah digantikan; dan (3) interconnectedness
antar institusi keuangan, termasuk PSP, melalui
keterkaitanteknologiatau keterkaitan keuangan.

UU P2SK memberikan mandat bagi Bank
Indonesia untuk mengatur dan memastikan
ketahanan siber di sektor keuangan, khususnya
Sistem Pembayaran (SP). Sesuai dengan mandat
untuk menjaga stabilitas SP dan upaya mitigasi
risiko siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan
dan pengawasan keamanan sistem informasi dan
ketahan siber (disebut KKS) melalui Peraturan
Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber.
PBI tersebut menjadi pedoman bagi PSP dalam
menjagaintegritas, kerahasiaan,dan ketersediaan
data serta sistem informasi yang dikelola untuk
mengurangi potensi dampak negatif terhadap
sistem keuangan. PSP diwajibkan menerapkan
langkah-langkah keamanan secara komprehensif,
termasuk tata kelola, manajemen risiko, deteksi
dan penanganan insiden, serta kolaborasi
antar lembaga.

16 International Monetary Fund, “Global Financial Stability
Report: The Last Mile: Financial Vulnerabilities and Risks”,
April 2024.

Berdasarkan pengukuran tingkat maturitas
ketahanan siber, masih terdapat ruang bagi
PSP untuk memperkuat ketahanannya. Bank
Indonesia melakukan pengukuran tingkat
maturitas setiap tahun yang ditujukan untuk
menilai tingkat kesiapan dan kemampuan
PSP dalam menghadapi risiko siber. Penilaian
maturitas KKS dilakukan dengan mengacu pada
PBI KKS yaitu mencakup tujuh domain penilaian,
yaitu strategi dan kebijakan, audit dan budaya,
identifikasi, proteksi, deteksi, respons, serta
pemulihan. Hasil penilaian maturitas kelompok
PSP menunjukkan maturitas siber industri masih
perlu diperkuat pada aspek pemulihan, proteksi,
respons, identifikasi, strategi dan kebijakan, serta
deteksi yang masih kurang memenuhi standar
(Grafik B3.2.1). Sementara itu, domain audit dan
budaya berada pada level yang baik.

Sementaraitu, ketahananindustri SP ritel masih
terjaga, meskipun tingkat fraud meningkat. Risiko
siber dan fraud juga mengancam masyarakat
sebagai konsumen layanan keuangan, antara
lain card trapping, phishing, skimming, pengambil

Strategi dan Kebijakan

Pemulihan Audit dan Budaya

Respons Identifikasi

Deteksi Proteksi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.1. Pemetaan Tingkat Maturitas
Siber PUSK
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alihan subscriber identity module,dan penipuan mule
account. Berdasarkan data pengaduan konsumen
ke Bank Indonesiatahun 2024, terjadi peningkatan
fraud sebesar 82,22% (Grafik B.3.2.2). Namun
demikian, tingkat fraud yang terjadidalamindustri
SPritel masihterjaga, tecermindarirasionominal
fraudterhadap total transaksi SP ritel yang masih di
bawah 0,01% (Grafik B.3.2.3). Bank Indonesiajuga
bekerjasamadengan Asosiasi Sistem Pembayaran
(ASPI) melalui penerbitan Ketentuan ASPI Nomor
ASPI/K-11/003/X/2024 tentang Penanganan
Transaksi Transfer Dana Antar Penyelenggara
Sistem Pembayaran terhadap Rekening/Akun
Pengguna Jasa yang Terindikasi Fraud (KASPI
Fraud), serta pelaksanaan pilot project money trail.
Ketentuan dan inisiatif tersebut bertujuan untuk
mendefinisikanjenis-jenis fraud yang sering terjadi
dan merugikan konsumen, serta membentuk

Jumlah Pengaduan Konsumen
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.2. Tren Pengaduan Konsumen ke
Bank Indonesia perihal Fraud
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mekanisme penanganan transaksi transfer dana
antar PSP terhadaprekening atau akunkonsumen
yang terindikasi fraud, termasuk melakukan tracing
aliran dana fraud.

Kedepannya, Bank Indonesia akan terus
berupaya mendorong institusi keuangan untuk
memperkuat KKS. PSP masih memerlukan
penguatan pada berbagai aspek/domain KKS agar
mampu mencegahrisiko siber termaterialisasidan
teramplifikasi ke dalam ekosistemsistem keuangan.
Selain penguatan yang harus dilakukan oleh
industri, diperlukan upaya kolaborasi dan sinergi
antar otoritas danlembaga pengatur dan pengawas
disektor keuangan untuk membangun KKS melalui
harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi,
serta pengawasan yang lebih preemptive.

% %
0,0007 0,014
0,0006 0,012
0,00825

0,0005 0010
0,0004

0,008
0,0003 0,00024

0,006
0,0002

0,004
0,0001 0,00003
0,0000 0,002
-0,0001 0,000

2022 2023 2024
=Kartu ATM/Debit

==Uang Elektronik =—Kartu Kredit

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.3. Tren Rasio Frekuensi Fraud
terhadap Volume Transaksi SP Ritel
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Pembiayaan kepada UMKM pada 2024 tumbuh
melambat dipengaruhi oleh belum pulihnya kinerja
keuangan UMKM serta masih berlanjutnya upaya
perbaikan kualitas kredit oleh perbankan. Kredit
UMKM tumbuh 3,37% dengan kontribusi perlambatan
terutama pada segmen mikro dan kelompok bank BUMN.
Pertumbuhan pembiayaan alternatif UMKM melalui IKNB,
baik pada PP maupun fintech lending, turut melambat.
Penjualan dan kinerja keuangan UMKM yang belum
sepenuhnya pulih pascapandemi menjadi salah satu
penyebab utama terbatasnya pertumbuhan pembiayaan.
Perbankan dan IKNBjuga cenderung meningkatkan kehati-
hatian dalam penyaluran kredit, di tengah peningkatan
risiko kredit UMKM. Namun di sisilain, perbankan syariah
menunjukkan pertumbuhan pembiayaan inklusif yang
kuat dengan kualitas aset yang terjaga. Pembiayaan
perbankan syariah pada sektor unggulan ekonomisyariah
juga menunjukkan kinerja yang baik. Pembiayaan hijau
juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, didukung
oleh pengembangan ekosistem hijau.

Pemerintah dan Bank Indonesia melanjutkan strategi
dan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan inklusif
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan merata. Pemerintah berupaya untuk
mendorong penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR),
penyusunan skema penyaluran kredit inklusif yang
inovatif, serta penerapan kebijakan hapus tagih untuk
memberi kesempatan bagi UMKM dalam mendapatkan
kembali akses pembiayaan. Bank Indonesia juga terus
mendorong kebijakan makroprudensial yang akomodatif
dan memperkuat program pengembangan ekonomi-
keuangan inklusif dan hijau. Langkah-langkah ini termasuk
optimalisasi RPIM, KLM untuk sektor-sektor inklusif dan
berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM
hijau melalui fasilitasi model bisnis yang berkelanjutan.
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Kinerja UMKM dan Perbaikan Kualitas Aset Kredit Masih

Membayangi Pertumbuhan Pembiayaan Inklusif

Pertumbuhan pembiayaan inklusif pada 2024
cenderung melambat pada seluruh segmen,
dikontribusikan oleh sektor ekonomi dengan pangsa
kredit UMKM terbesar. Kredit UMKM tumbuh
sebesar 3,37% pada 2024, lebih rendah dari tahun
lalu sebesar 8,03%. Moderasi pertumbuhan kredit
UMKM terutama disumbang oleh segmen mikro
yang hanyatumbuhsebesar 1,01%, jauh lebih rendah
dibanding pertumbuhan pada 2023 sebesar 24,33%
(Grafik 4.1.1). Kelompok bank BUMN berkontribusi
pada perlambatan tersebut, tumbuh sebesar 1,64%,
lebihrendahdarikelompok banklainnya. Pertumbuhan
kredit UMKM terutama melambat pada sektor
Perdagangan dan Pertanian yang memiliki pangsa
kredit terbesar (Tabel 4.1.1).

Terbatasnyapertumbuhankredit UMKM dipengaruhi
oleh kinerja keuangan UMKM yang belum pulih,
konsolidasi kualitas aset yang masih berlanjut, serta
peningkatan risiko kredit yang memengaruhi minat
kredit perbankan. Dari sisi permintaan, penurunan
kondisi keuangan UMKM pascapandemi, antara
lain disebabkan kinerja penjualan yang belum pulih,
sebagaimana tecermin dari Indeks Kinerja UMKM?Y’
tahun 2024 yang menurundibandingkandengantahun
2023(Grafik 4.1.2). Penurunan penjualan terjadibaik
di pasar domestik maupun global. Dari sisi domestik,
melemahnyadaya belimasyarakat kelas bawah sebagai
konsumen utama produk UMKM dan pelemahan
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Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Kredit UMKM per Segmen

17 Indeks Kinerja UMKM merupakan hasil survei Bank Indonesia
untuk mengetahui kondisi penjualan UMKM terhadap 750
UMKM binaan Bank Indonesia.

Tabel 4.1.1. Tabel Kredit UMKM per
Sektor Ekonomi

Pangsa
(%)

D24 | 1un23 | Des 23 sz | Des 24

1. Pertanian 18,53 17,52 1394 10,75 6,42

Pertumbuhan (%, yoy)

Sektor Ekonomi

2. Pertambangan 0,42 1507 3291 18,95

3. Industri 993 737 707 399 29
Pengolahan

4. Listrik Gas Air - 663 2341 4791 -175

5. Konstruksi 361 -509 423 017 -013

6. Perdagangan

- 467 499 306 139

7. Pengangkutan 387 1749 15,30 980 11,75

8.Jasa Dunia 4,65 1,15 10,20 8,84 2,74
Usaha

9. Jasa Sosial 7,75 13,10 1420 1044 7,50

Total UMKM 100 7,34 8,03 5,68 3,37

Sumber: Bank Indonesia, diolah

produksi akibat scarring effect El Nino di awal tahun,
turut memengaruhipenjualan UMKM. Darisisiglobal,
terdapat pelemahan permintaan pasar global dari Asia
danEropayang merupakantarget pasar utama UMKM.
Dinamika tersebut turut memengaruhi permintaan
kredit UMKM, sebagaimana tecermin dari Indeks
Permintaan Kredit UMKMyang mencatatkan kontraksi
hingga 5,47% (Grafik 4.1.3). Namun, UMKM masih
memiliki ketahanan keuangan yang cukup baik untuk
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Grafik 4.1.2. Indeks Kinerja UMKM
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Grafik 4.1.3. Indeks Permintaan Kredit UMKM

untuk menjagakeberlangsunganusaha, tecermindari
indeks ketahanan keuangan UMKMyangtetap optimis
(di atas 100) (Grafik 4.1.4).

Darisisipenawaran, perbankan meningkatkan kehati-
hatian dan menerapkan kebijakan penyaluran kredit
yang cenderung ketat untuk UMKM. Kondisi ini
tecermindarikenaikan ILR (Grafik 4.1.5). Pengetatan
ILR disumbangkan oleh pertumbuhan plafon yang
melambat. Perbankan pada 2024 lebih berfokus pada
upaya perbaikan kualitas kredit UMKM dibandingkan
ekspansi, terutama pascaberakhirnya kebijakan
restrukturisasikredit Covid-19bagiUMKM padaMaret
2024.Bank meningkatkan kehati-hatian dalam menilai
kualitas kredit UMKM dengan menurunkan kualitas
kredit menjadiNPL terhadap debitur UMKMyangtelah
direstrukturisasitetapi belum menunjukkan perbaikan
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Grafik 4.1.4. Indeks Ketahanan Keuangan UMKM
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kemampuan bayar. Akibatnya, NPL meningkat sebesar
28 bps padasatu bulansetelah penghentian kebijakan
dimaksud. Dalam setahun, NPL meningkat menjadi
sebesar 3,76% dari 3,71% pada 2023 (Grafik 4.1.6).
Sementaraitu, LaR menurun dari 14,05% pada 2023
menjadi 11,93% pada 2024 (Grafik 4.1.7).

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit
UMKMindustri, pembiayaan UMKMdariperbankan
syariah pada 2024 tumbuh kuat, didukung kualitas
pembiayaan yang membaik. Pertumbuhan
pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM
mencapai 8,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan
industri. Minat pembiayaan yang terjaga didukung
kualitas pembiayaan UMKM perbankan Syariahyang
membaik, dengan tren NPF UMKM yang cenderung
menurun menjadi 3,74% pada akhir 2024 (Grafik
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Grafik 4.1.6. NPL Kredit UMKM per Segmen
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Grafik 4.1.7. LAR Kredit UMKM per Segmen

4.1.8).Kinerjapembiayaan UMKM ini tergolonglebih
baik dibandingkan pembiayaan syariah pada segmen
korporasi yang melambat dan hanya tumbuh 5,67%.
Pembiayaan perbankan syariah padasegmen UMKM,
antaralainditopangolehterjaganyaminat perbankan
syariah dalam menyalurkan KUR, khususnya pada
sektor dengan ekosistem yang telah terbentuk baik,
sepertiperkebunan kelapasawit (skemainti-plasma).
Selain itu, pembiayaan UMKM juga digalakkan pada
segmen Islamic Ecosystem, antaralain jasa pendidikan
danjasakesehatanterkait ormas Islam serta biro haji
umrah, yang tergolong sebagai captive market bagi
perbankan syariah.

Pada IKNB, pembiayaan UMKM yang disalurkan
oleh PP turut melambat, bahkan terkontraksi pada
segmen mikro. Tren pelambatan terjadi sejak awal
2024, setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi
pada2023(Grafik 4.1.9). Pada September 2024, total
pembiayaanyangdisalurkan kepada UMKM mencapai
Rp180.179 miliar dengan pertumbuhan sebesar
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Grafik 4.1.8. Pertumbuhan dan NPF Pembiayaan
Syariah ke UMKM
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Grafik 4.1.9. Perkembangan Pembiayaan PP
Kepada UMKM

6,18%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh
peningkatan pembiayaan kepadausahamenengahdan
kecil dengan kontribusi pertumbuhan masing-masing
sebesar 9,86% dan 6,77%. Sebaliknya, pembiayaan
kepada usaha mikro mengalami kontraksi kontribusi
pertumbuhansebesar 10,45% (Grafik 4.1.10), seiring
dengan NPF segmen mikro yang meningkat dan lebih
tinggi dibandingkan dengan segmen menengah dan
kecil (Grafik 4.1.11). Usaha menengah dan usaha
kecil mendominasi pembiayaan PP kepada UMKM,
masing-masing sebesar Rp67.317 miliar (37,36%)
dan Rp65.690 miliar (36,46%), diikuti segmen mikro
sebesar Rp47.172 miliar (26,18%).

Alternatif pembiayaan UMKM dari IKNB lainnya,
yakni fintech lending, juga terkontraksi. Pada
September 2024, pinjaman fintech lending kepada
UMKM hanya mencapai Rp19.927 miliar, turun
2,08% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp20.350
miliar (Grafik 4.1.12). Pangsa pinjaman fintech lending
kepada UMKM tercatat menurun dalam satu tahun
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Grafik 4.1.10. Kontribusi Pertumbuhan
Pembiayaan PP Kepada UMKM
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Grafik 4.1.11. NPF UMKM PP

terakhir akibat pergeseran alokasi pembiayaan kepada
segmen perorangan non-UMKM yang didukung
dengan TWP 90 yang lebih terjaga. Dinamika ini
menyebabkan pangsa pinjaman fintech lending
kepada UMKM menurun dari 36,54% terhadap total
pinjaman pada September 2023 menjadi 26,75%
pada September 2024. Lebih lanjut, sejalan dengan
Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
yang dicanangkan OJK, porsi pembiayaan fintech
lending kepada sektor produktif dan UMKM pada
2025-2026 diprakirakan meningkat menjadisebesar
40-50%.

Di sisi lain, pembiayaan alternatif yang dapat
dimanfaatkan UMKM, yakni Securities Crowdfunding
(SCF) cenderung meningkat. Pada tahun 2024,
total dana perolehan (fund raise) dari SCF mencapai
Rp384 miliar, meningkat 23,08% atau Rp72 miliar
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Grafik 4.1.12. Perkembangan Pinjaman Fintech
Lending Kepada UMKM

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN | No. 44, Februari 2025

Bab 4 - Keuangan Inklusif dan Hijau

dibandingkan tahun 2023. Nominal fund raise
didominasioleh tiering SCF Rp1 miliar sampai dengan
Rp5 miliar yang mencapai Rp279 miliar (Grafik 4.1.13).
Pembiayaan melalui SCF menjadi menarik bagi UMKM
karena dapat dimulai dari nominal yang cukup kecil,
dibawah Rp500juta.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai dukungan
kebijakan untuk mendorong pembiayaan inklusif
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional yang berkualitas dan merata. Pada 2025,
Komjak KUR telah menetapkan plafon KUR sebesar
Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak
2,3 juta dan target debitur graduasi sebanyak 1,17
juta. Target plafon KUR ini meningkat secaranominal
dibandingkan dengan realisasi pada 2024 sebesar
Rp280 triliun. Untuk mencapai target tersebut,
Pemerintah melakukan beberapalangkah penguatan
ekosistem KUR. Pemerintah mendorong perbankan
untuk memanfaatkan Innovative Credit Scoring dalam
melakukan asesmen kredit calon debitur KUR.
Hal ini akan dilakukan melalui pemanfaatan data
kependudukan, historis kredit perbankan, serta
data alternatif seperti histori data telekomunikasi,
jaminan kesehatan, pembayaran listrik,dan transaksi
e-commerce. Optimalisasi penyaluran KUR juga akan
dilakukan melalui penguatan skema penyaluran kepada
pekerja migran Indonesia dengan menggunakan
pola linkage, termasuk mengkaji tambahan lembaga
keuangan penyalur.

Selainitu, akandibentuk jugaskemabarupenyaluran
pembiayaan inklusif melalui Kredit Industri Padat
Karya untuk meningkatkan produktivitas dan daya
saing UMKM. Skema ini ditujukan untuk pembiayaan
revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas
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Grafik 4.1.13. Perkembangan Fund Raise SCF
Berdasarkan Nominal
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sektor industri padat karya dengan plafon pinjaman
yangbesar hingga Rp10 miliar. Skemaini memberikan
subsidi suku bunga sebesar 7-7,5%, dengan tenor
pinjaman 5-8 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas dan daya saing hasil produksi
sektor padat karya baik di pasar domestik maupun
ekspor, diiringi dengan penciptaan lapangankerjabaru,
antara lain pada sektor tekstil, furnitur, dan kulit.

PadaNovember 2024, Pemerintah jugamenerbitkan
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 yang
bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi
UMKM agar mendapat pembiayaan kembali melalui
penghapusan dan pemutihan piutang macet pada
bank maupun nonbank BUMN?, Kebijakan hapus
buku dan hapus tagih diprakirakan memiliki dampak
yang cukup baik bagi prospek pertumbuhan kredit
inklusif ke depan. Bagi bank, kebijakan hapus tagih
tidak menambah beban pada laba rugi mengingat
bank telah membentuk CKPN sebesar 100% ketika
dilakukan hapus buku. Lebih lanjut, Peraturan
Pemerintah menegaskan bahwa kerugianyang timbul
dari hapus tagih tidak tergolong sebagai kerugian
negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik,
sesuai perundang-undangan,anggarandasar,dantata
kelola. Bagi UMKM, kebijakan ini membuka peluang
bagi debitur yang sebelumnya macet untuk kembali
memperoleh akses keuangan. UMKM menyambut
baik kebijakaninidenganberencana mengambil kredit
baru didukung optimisme kemampuan bayar karena
kondisi usahayang telah lebih baik.

Bank Indonesia turut mendukung sisi permintaan
kredit UMKM dengan memperkuat program
pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan
hijauuntuk mendorong pertumbuhan ekonomiyang
berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan

18 Peraturan Pemerintah No.47 2024 perihal Penghapusan
Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Beberapa kriteria utang yang dapat dihapustagihkan antara
lain adalah nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar
Rp500 Jt per debitur dan telah dihapusbukukan minimal 5
(lima) tahun pada Peraturan Pemerintah yang berlaku. Kredit
juga bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan
asuransi atau penjaminan dan tidak terdapat agunan atau
terdapat agunan namun dalam kondisi tidak memungkinkan
untuk dijual/sudah terjual tetapi tidak dapat melunasi
pinjaman. Ketentuan lain yang berlaku adalah masa berlaku
kebijakan selama 6 bulan sejak Peraturan Pemerintah
diterbitkan dan pemutihan pada SLIK OJK mengubah status
debitur menjadi “Lunas Sesuai Program Pemerintah” sehingga
selanjutnya UMKM bisa mengajukan permohonan kredit/
pembiayaan baru.

penguatandayasaing UMKM melaluiberbagaiinisiatif
strategis, antara lain hilirisasi komoditas pangan
untuk mendukung pengendalian inflasi, memperluas
akses pasar UMKM di pasar global (Go Export) dan
pasar digital (Go Digital), mengembangkan UMKM
pendukung pariwisata sebagai sumber devisanasional,
serta mendorong praktik ekonomi berkelanjutan
melalui pengembangan UMKM hijau. Bank Indonesia
juga berupaya meningkatkan akses dan literasi
keuanganinklusif dan hijau melalui kombinasi program
untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan
digital nasional secara end-to-end dan edukasi untuk
mendorongliterasidaninklusikeuangan. Dalamrangka
mengimplementasikan program edukasi keuangan
yang targeted, masif dan terstruktur, Bank Indonesia
menyusun kerangka core competencies literasi keuangan
yang berisi kompetensi inti utama yang dibutuhkan.
Program peningkatan literasiini dilaksanakan melalui
kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik di
tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, dari sisi penawaran, Bank Indonesia
terus memperkuat dukungan pembiayaan kepada
sektor inklusif melalui kebijakan makroprudensial
akomodatif. RPIM akan terus dioptimalkan untuk
dapat meningkatkan minat bank pada penyaluran
kredit inklusif, baik secara langsung maupun secara
tidak langsung, mempertimbangkan perbedaan
model bisnis bank. Selain itu, dukungan likuiditas
Bank Indonesia untuk pembiayaan juga terlihat dari
berlanjutnya pemberian KLM pada sektor inklusif,
termasuk atas capaian RPIM dan pembiayaan ultra
mikro. Bank Indonesia akan terus memperkuat
kebijakanmakroprudensial akomodatifsertakoordinasi
dengan otoritas terkait dalam rangka meningkatkan
pembiayaan inklusif ke depan.
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Optimalisasi Pembiayaan Hijau Untuk Mendukung

Pencapaian Target Transisi Hijau Nasional

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
mengamanatkan pentingnya dukungan ekosistem
keuangan berkelanjutan untuk pertumbuhan
ekonomiyangberkelanjutan®’. Penguatan ekosistem
berkelanjutan bertujuan untuk memfasilitasi
transisi menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu,
penguatandiharapkandapat meningkatkan kapasitas
pembiayaan hijau melalui inovasi produk keuangan
dan mobilisasi penyaluran pembiayaan oleh sektor
keuangan. Ekosistem keuangan berkelanjutan, antara
lain mencakup aspek strategi kebijakan, framework/
taksonomi/roadmap, infrastruktur, serta sinergi dan
koordinasi. Melalui pembentukan ekosistem yang
lengkap, aktivitas transisi menuju ekonomi rendah
karbon diharapkan akan semakin marak sehingga
menarik pembiayaan hijau dari sektor keuangan.

Pembiayaan transisi berperan penting sebagai
katalis dalam mendukung transisi menuju ekonomi
rendah karbon mengingat tingginya ketergantungan
ekonomi Indonesia pada bahan bakar fosil. Transisi
menuju ekonomi dengan jejak karbon yang lebih
rendah secara bertahap dan terukur membutuhkan
dukungan pembiayaanyang cukup besar. Pembiayaan
transisi akan meningkatkan daya saing pelaku usaha
dipasar global dengan meningkatkan reputasi pelaku
usaha dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi
iklim. Hal ini penting untuk diterapkan terutama di
negara-negarayangrentanterhadaprisikoiklimseperti
Indonesia. Langkah tersebut akan menjaga stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan jangka panjang,
sertamendukung pencapaian target net-zero emission
yang telah ditetapkan dalam Enhanced Nationally
Determined Contribution.

Bank Indonesia turut berkontribusi pada upaya
penguatan ekosistem berkelanjutan dengan
menerbitkan tiga kebijakan makroprudensial.
Pertama, kebijakan LTV untuk kredit properti
berwawasan lingkungan maksimum sebesar 100%
dan Uang Muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor
(KKB) listrik berbasis baterai minimum sebesar

19 Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didefinisikan
sebagai perekonomian yang tumbuh sesuai dengan
kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang,
dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari
global maupun dalam negeri.
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0% sejak Desember 2019. Kedua, kebijakan
RPIM dengan memasukkan kepemilikan Surat
BerhargaBerkelanjutan dan pembiayaan kepada
lembaga penugasan blended finance sebagai
komponen pemenuhan target RPIM. Ketiga, KLM
berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan
Giro Wajib Minimum (GWM) averaging kepada bank
yang menyalurkan kredit kepada sektor tertentu,
inklusif termasuk usaha Ultra Mikro,dan berwawasan
lingkungan. Selain itu, Bank Indonesia juga telah
melakukan penyusunan climate risk stress test sektor
perbankandanpedoman Pengembangan UMKM Hijau
pada 2024, serta pengembangan Kalkulator hijau
sebagai alat penghitung emisi Gas Rumah Kaca yang
diluncurkan pada 2024. Lebih lanjut, Bank Indonesia
juga telah memiliki berbagai riset dan kajian terkait
ekonomi dan keuangan berkelanjutan.

Dukungan kebijakan makroprudensial akomodatif
berdampak positif pada berlanjutnya pertumbuhan
penyaluran kredit hijau, meskipun pangsa kredit
masih rendah dibandingkan dengan kredit nonhijau.
KKB hijau?® tumbuh sebesar 86,06% dan KPR
berwawasan lingkungantumbuhsebesar 72,28% pada
2024 (Grafik4.2.1.). Pertumbuhaninididukung dengan
risiko kredit yangterjaga, yaitu NPL KKB hijau sebesar
0,46% dan NPL KPR hijau sebesar 0,58%, jauh
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Grafik 4.2.1. Pertumbuhan KPR dan KKB Hijau
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20 Data KKB dan KPR Hijau bersumber dari pelaporan bank ke
Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 23/2/
PBI/2021.
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di bawah ambang batas 5% (Grafik 4.2.2.). Kedepan,
penyaluran KKB dan KPR hijau oleh perbankan
berpotensi terus ditingkatkan kontribusinya untuk
mendorong pertumbuhan kredit industri.

Kebijakan KLM telah memberikan insentif likuiditas
kepada bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau
untuk mendukung pembiayaan lebih lanjut. KLM
memberikan pengurangan GWM hingga 50 bps bagi
bankyang menyalurkan KKB dan KPR hijaumencapai
threshold tertentu. Per 1 Januari 2025, pemberian KLM
hijau diperkuat tidak hanya memperhitungkan KKB
dan KPR Hijau, tetapi juga memperhitungkan kredit
pada sektor ekonomi Daur Ulang Limbah.

OJK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
juga telah menerbitkan berbagai panduan guna
mempersiapkan lembaga jasa keuangan dan pelaku
usaha untuk bertransisi menuju aktivitas yang lebih
ramah lingkungan. OJK telah menerbitkan Roadmap
Keuangan Berkelanjutan Tahap | (2015-2019) pada
2015danTahap11(2021-2025) pada2021, Taksonomi
Hijau Indonesia pada 2022, peraturan perdagangan
karbon di Bursa Karbon Indonesia pada 2023, serta
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia
dan Climate Risk Management and Scenario Analysis
pada 2024. Adapun Kemenkeu telah menyusun
kerangka kerja Green Bond dan Green Sukuk pada
2018 dan Sustainable Development Goals Government
Securities Framework pada 2021. Ekosistem keuangan
berkelanjutan yang terbentuk saat ini masih perlu
terus diperkuat guna mendukung dan memfasilitasi
kesiapanentitas ekonomibaik lembagajasakeuangan
maupun sektor riil dalam bertransisi menuju
ekonomiyang berkelanjutan.
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Grafik 4.2.2. Rasio NPL KPR dan KKB Hijau

Keterlibatan Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK
dalam Dewan Standar Keberlanjutan (DSK)?! juga
turut berperan penting. DSK berencana menerbitkan
Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) untuk
mendukung adopsi IFRS S1 dan S2 dalam rangka
memenuhikebutuhaninvestor ditengah meningkatnya
perhatian terhadap isu keberlanjutan. SPK menjadi
panduan bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan
rencanaaksiterkait risiko dan peluang keberlanjutan,
termasuk transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Rencana transisi tersebut, antara lain mencakup
penetapan target pengurangan emisi gas rumah
kaca dalam jangka pendek, menengah, dan panjang
sesuaidengan target iklim. Selainitu, perlu dilakukan
penetapan strategi dekarbonisasi yang jelas dan
terukur, serta monitoring perkembangan pencapaian
target secara berkala. Dalam hal ini, Kalkulator Hijau
dapat digunakan sebagai alat penghitung emisi gas
rumah kaca yang menjadi rujukan nasional dalam
rangka pengungkapan keberlanjutan.

UU P2SK juga memberikan mandat pembentukan
Komite Keuangan Berkelanjutan dengan anggota
Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK. Komite
Keuangan Berkelanjutan menjadi wadah sinergi
yangvital dalam mendukung pelaksanaan koordinasi,
strategi, kebijakan, dan program, serta optimalisasi
kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem
pembayaran,dan makroprudensial. Selainitu, Komite
Keuangan Berkelanjutan juga berperan penting
dalam mengembangkan basis data daninfrastruktur,
serta berkoordinasi dalam menyusun taksonomi
berkelanjutan. Terkait hal ini,dukungan kebijakan Bank
Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan
pembiayaantransisiyangoptimal bagisektor riil untuk
mencapai ekonomidan keuanganyangberkelanjutan,
ekonomidankeuanganyangberketahanan,dantransisi
yang berkeadilan (inklusif).

Peran aktif Bank Indonesia di berbagai fora
internasional memperkuat relevansi dalam rangka
sinergi dan koordinasi kebijakan terkait keuangan
berkelanjutan. Dalam konteks kerja sama di
kawasan, peran aktif Bank Indonesia dalam upaya
turut mendorong keuangan berkelanjutan di ASEAN
juga mewarnai langkah sinergi dan koordinasi Bank
Indonesiadenganotoritas lain. Hal tersebut dilakukan,
antara lain melalui posisi Bank Indonesia sebagai co-
chairs untuk ASEAN SLC TFSF pada September 2024
bersama State Bank of Vietnam yang mengusung
agenda ASEAN Green Map dan ASEAN Taxonomy for
Sustainable Finance.

21 https://web.iaiglobal.or.id/Pengurus-1Al/dewan-standar-
keberlanjutan#gsc.tab=0
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Boks Dukungan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan

41 Sektor Unggulan Ekonomi Syariah

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh positif
dengan kualitasterjaga, ditengah ketidakpastian
global. Kualitas yang terjaga tecermin dari
pertumbuhan pembiayaan perbankansyariahyang
mencapai 9,87% pada 2024, walau melambat dari
2023 (Grafik B4.1.1). Risiko pembiayaan perbankan
syariahrelatif terjaga, tecermindarirasio NPF yang
rendah sebesar 2,11% dan rasio Financing at Risk
(FaR) yang menurun menjadi sebesar 8,15% pada

2024 (Grafik B4.1.2.).
%, yoy
5 700
B 600
500
15
10,39 400
10 300
871 200
5
100
0
369 12 3 6 9 12 3 6 9 12
2022 2023 2024

Nominal Pembiayaan Perbankan Syariah (Skala kanan)
= Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah
= Pertumbuhan Kredit Bank Umum

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.1.1. Pertumbuhan Pembiayaan
Perbankan Syariah
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Grafik B4.1.2. Perkembangan Kualitas
Pembiayaan Perbankan Syariah
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Pembiayaan perbankan syariah diarahkanuntuk
mendukung sektor unggulan ekonomi sebagai
upaya untuk mengembangkan perekonomian
syariah. Hal ini sesuai dengan amanat Roadmap
RP3SI 2023-2027 yang menyebutkan agar
perbankansyariahdiharapkandapat meningkatkan
kontribusinya terhadap ekosistem ekonomi
syariah. Sejumlah sektor yang menjadi fokus
dari pengembangan ekonomi syariah, antara
lain Makanan-Minuman Halal; Modest Fashion:;
Pariwisata Ramah Muslim; dan Farmasi Halaldan
JasaKesehatan Syariah?.

Pembiayaan perbankan syariah pada sektor-
sektor unggulan ekonomi syariah menunjukkan
pertumbuhan yang baik, sejalan dengan kinerja
usahasektor unggulan, kecuali padasektor modest
fashion (Grafik B4.1.3). Kualitas pembiayaan
yang terjaga pada masing-masing sektor turut
berkontribusi padapertumbuhanpembiayaanyang
baik (GrafikB4.1.4).Selainitu, tingkat pertumbuhan
PDB dan penjualandarimasing-masing sektor juga
menunjukkan perkembangan yang positif (Grafik
B4.1.5). Perlambatan pertumbuhan pada sektor
modest fashion disebabkan oleh kenaikan risiko
kredit dan dampak tekanan aliran produk impor
danPHK terhadapkinerjapenjualan (Tabel B4.1.1).

%, yoy

| I 1 [\ | Il 1] 1\
2023 2024

== Makanan-Minuman Halal == Modest Fashion
- Farmasi Halal & Jasa Kesehatan Syariah
= Pariwisata Ramah Muslim

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.1.3. Perkembangan Pembiayaan
pada Sektor Unggulan Ekonomi Syariah

22 Merujuk pada sektor ekonomi syariah pada State of Global
Islamic Economy Report (SGIER).
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% Kedepan, prospek pembiayaan perbankansyariah
. 25 pada sektor-sektor unggulan ekonomi syariah
Farmasi Halal & | 20 diprakirakan meningkat. Sektor-sektor unggulan
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Ket: Ukuran gelembung menunjukkan nilai outstanding pembiayaan . .
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Grafik B4.1.4. Kuadran Sisi Supply Pembiayaan syariah lainnya).
Sektor Unggulan Ekonomi Syariah per

Makanan- 4 e . - .
‘ Minuman Halal kondisi likuiditas dan profitabilitas bank. Selain
2 itu, berlanjutnya upaya perbaikan kualitas kredit

0 segmen UMKM non-KUR selama 2024 sehingga
00 1020030 40 5060 0 memengaruhi minat pada pembiayaan UMKM.

TW IV 2024 Namun, sejumlah tantangan pada tahun 2024
perlu menjadi perhatian bagi penguatan
%, yoy intermediasi perbankan syariah ke depan.
Periiisais Renisl: 2 Kapasitas pembiayaan atau pendanaan yang
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Grafik B4.1.5. Kuadran Sisi Demand
Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi
Syariah per TW 111 2024

Tabel B4.1.1. Perkembangan Supply dan Demand Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor
Unggulan Ekonomi Syariah

Pertumbuhan Pertumbuhan PDB Pertumbuhan Sales
Pembiayaan (yoy) (yoy) (yoy)

Klaster Sektor Ekonomi

Makanan-Minuman Halal 16,93% 19,83% 2,02% 1,85% 3,85% 11,93%
Modest Fashion -1,10%  -13,95% 15,26% 17,25% 7,92% -0,26%
Pariwisata Ramah Muslim 3,03% 7,31% 1,75% 1,32% 8,61% 12,91%
Farmasi Halal & Jasa 941%  24,19% 0,72% 0,70% 521% 58,37%

Kesehatan Syariah

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah
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Di tengah isu perubahan iklim dan pemanasan
global, pengembangan UMKM ke depan
menghadapi tantangan dari sisi aspek
keberlanjutan. Preferensi masyarakat terhadap
produk yang ramah lingkungan dan inklusif
semakin meningkat, termasuk perhatian atas aspek
perlindungan anak dan kaum disabilitas. Sementara
itu, UMKM dengan kapasitas untuk menyesuaikan
model bisnis sesuai prinsip keberlanjutan masih
terbatas. Ke depan, bisnis yang mengedepankan
prinsip keberlanjutan berpeluang memperluas
jangkauan pasar, membangun kepercayaan dan
loyalitas konsumen, serta mempermudah akses
terhadap pasar ekspor. Oleh karena itu, Bank
Indonesia turut mendorong pengembangan UMKM
Hijau di Indonesia.

Untuk mendorong transisi hijau pada UMKM,
Bank Indonesia telah meluncurkan pedoman dan
model bisnis UMKM Hijau. Pedoman tersebut
mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat
adopsi transisi hijau, yaitu Pra Eco-Adopter, Eco-
adopter, Eco-entrepreneur, dan Eco-innovator.
Pengelompokan UMKM ini didasarkan pada
penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu
produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan
keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah
melaksanakan perluasan fasilitasi model bisnis
UMKM Hijau kepada 27 UMKM yang terdiri dari
14 UMKM kerajinan dan 13 UMKM pertanian di
15 Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada tahun
2024. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa 13
UMKM berada pada tahap pra eco-adopter dan 14
UMKM padatahap eco-adopter. Beberapafasilitasi
telah dilakukan untuk meningkatkan tahapan,
seperti penerapan pertanian organik, penyusunan
sustainability report, pengelolaan limbah, penyusunan
green SOP, dan alokasi biaya lingkungan. Berbagai
fasilitasi ini berhasil mendorong UMKM naik
tahapan menjadi 11 UMKM eco-adopter dan 16
UMKM eco-entrepreneur.

Urgensi pengembangan UMKM Hijau bertujuan
untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar.
Data menunjukkan bahwa UMKM hijauyang telah
mendapatkan fasilitas model bisnis memiliki daya
saingyanglebih baik dibandingkandengan UMKM
nonhijau. Di tengah penurunan kinerja UMKM
sepanjang 2024, indeks kinerja UMKM hijau
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tercatat 146,8 lebih tinggi dibandingkan UMKM
nonhijau sebesar 119 (Grafik B4.2.1.). Penguatan
indeks didukung oleh kinerja penjualan ekspor
maupun domestik bagi produk UMKM hijau yang
tetap kuat dibandingkan UMKM nonhijau. Hal
ini tidak lepas dari preferensi pasar yang telah
memiliki kesadaran terhadap isu lingkungan.
Peningkatan permintaan produk bagi UMKM
hijau turut mendorong peningkatan ketahanan
maupun permintaan kredit. Dari sisi ketahanan
keuangan, likuiditas UMKM hijau lebih baik yang
tecermindariindeksnya sebesar 123,2 lebih baik
dibandingkan UMKM nonhijau sebesar 106,2.
Dari sisi permintaan pembiayaan, hasil survei
juga menunjukkan bahwa UMKM hijau cenderung
memiliki kebutuhan kredit yang lebih tinggi
dibandingkan UMKM nonhijau (Grafik B4.2.2.).
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Grafik B4.2.1. Indeks Kinerja UMKM Hijau dan
Nonhijau
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Grafik B4.2.2. Permintaan Kredit UMKM Hijau
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MENJAGA KETAHANAN DAN

MENDORONG INTERMEDIASI

Kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
(pro-growth) dengan tetap menjaga stabilitas
sistem keuangan. Optimalisasi instrumen kebijakan
makroprudensial terus dilakukan selama 2024 sampai
dengan awal 2025, antara lain melalui penguatan KLM
untuk mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas
yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan
kerja, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, instrumen kebijakan makroprudensial lainnya
seperti kebijakan Countercyclical Capital Buffer (CcyB),
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to
Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan
Properti, dan uang muka KKB/PKB, tetap diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan kredit. Sementara itu,
fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan untuk
mendukung pertumbuhan kredit tetap diberikan melalui
implementasi rasio PLM. Penetapan kebijakan RPLN juga
dilakukan guna memperkuat pendanaan luar negerijangka

pendek bank untuk mendukung kecukupan pembiayaan
bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menindaklanjuti
amanat UU P2SK, Bank Indonesia terus melanjutkan dan
memperkuat area kebijakan termasuk yang terkait dengan
kebijakan makroprudensial.

Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi
dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia
terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan
Pemerintah, otoritas sektor keuangan, Kementerian/
Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Sinergi
kebijakan nasional untuk sektor keuangan dilakukan
melalui KSSK dalam rangka memitigasi berbagai risiko
yang berpotensi mengganggu SSK. Sinergi dan koordinasi
antarotoritas sektor keuangan dengan OJK dan LPS juga
terus dilakukan secara kontinu dalam rangka menjaga
stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia
juga terus memperkuat kerja sama internasional di area
makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.
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Kebijakan Makroprudensial Tetap Longgar

Di tengah dinamika perekonomian global dan
rambatannya kepada ekonomi domestik, kebijakan
makroprudensial tetap longgar selama 2024 untuk
mendorong pertumbuhan kredit dengan tetap
menjaga stabilitas sistem keuangan. Penetapan
kebijakan makroprudensial longgar didasari Siklus
Keuangan Indonesia (SKI) yang saat ini masih berada
dibawah kapasitas pembiayaan optimalnya sehingga
pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong.
Pertumbuhan kredit juga didukung ketahanan bank
yang baik, tecermin dari ISSK yang berada pada
zona Normal.

Selama 2024, Bank Indonesia terus meningkatkan
efektivitas berbagai instrumen kebijakan
makroprudensial untuk mencapai sasaran
pembiayaan yang optimal, sistem keuangan yang
berdaya tahan, dan keuangan yang inklusif dan
hijau. Dalam kaitan dengan sasaran pertama, yaitu
pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia kembali
memperkuat KLM pada pertengahan 2024 dan awal
2025 untuk pembiayaan kepada sektor prioritas
yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
penciptaanlapangankerja. Selainitu, Bank Indonesia
melanjutkan pelonggaran LTV/FTV untuk kredit/
pembiayaan properti dan uang muka KKB/PKB dan
mempertahankan kebijakan RIM. Pada 2024, Bank
Indonesia juga menetapkan kebijakan RPLN untuk
penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank
sesuai kebutuhan perekonomian. PLM dipertahankan
pada level yang akomodatif dan rasio CCyB
dipertahankansebesar 0%, gunamendukungsasaran
kedua, yaitu sistem keuanganyangstabil. Selanjutnya,
untuk mendukung pencapaian sasaran yang ketiga,
Bank Indonesia melanjutkanimplementasi kebijakan
RPIM dalam rangka mendorong inklusi keuangan.

Bank Indonesia melakukan evaluasi berkala
terhadap KLM dan terus melakukan reformulasi
untuk memperkuat efektivitas implementasi KLM.
KLM dengan implementasi kali pertama pada 2022,
merupakan kebijakanyangbersifat countercyclical dan
bertujuan memitigasi dampak negatif dariintermediasi
yang rendah terhadap stabilitas sistem keuangan.
Insentif KLM diberikan kepada bank dalam bentuk
pengurangangirobankdiBank Indonesiadalamrangka
pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-
rata. Sejak 1 Juni 2024, Bank Indonesia melakukan

penguatan KLM melalui penambahansektor baruyang
merupakan sektor pendukung program Pemerintah
atau sektor dengan daya ungkit tinggi terhadap
perekonomian, penyesuaiandistribusi alokasiinsentif
KLM padasektoryang lebih mendukung pertumbuhan,
dan tambahan alokasi insentif KLM sebesar 0,2%
pada bank dengan kontribusi pertumbuhan kredit
yang tergolong tinggi. Penyesuaian distribusi alokasi
insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan
aksesibilitas bank terhadap insentif KLM sehingga
meningkatkan minat perbankan untuk menyalurkan
kredit pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi
terhadap perekonomian.

Terhitungsejak 1Januari2025,KLMkembalidiperkuat
yang diarahkan untuk meningkatkan kredit
perbankan kepadasektor prioritas sertamendukung
pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,
termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sektor
prioritas yang tercakup dalam KLM difokuskan pada
sektor tertentu dengan penyerapan tenaga kerja
yangtinggisertamempertimbangkan keterhubungan
backward-forward linkages di antara sektor tersebut.
Prinsip penguatan kebijakan KLM untuk mendukung
peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja
dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, yang
dilakukan selaras dan tersinergi dengan kebijakan
dan program Asta Cita Pemerintah. Cakupan sektor
dimaksud disesuaikan menjadi tiga kelompok.
Pertama adalah sektor Pertanian, Perdagangan,
dan Industri Pengolahan. Kelompok kedua adalah
sektor Transportasi dan Pergudangan, pariwisata,
dan ekonomi kreatif. Kelompok ketiga adalah sektor
Konstruksi, Real Estate,dan perumahan rakyat. Untuk
cakupan kredit berwawasan lingkungan, dilakukan
perluasan sektor berupa penambahan subsektor
terkait pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Selain itu, penguatan KLM dilakukan dengan
penyesuaian besaran insentif. Insentif KLM untuk
sektor dengan serapan tenaga kerja yang lebih tinggi
ditetapkan lebih besar. Hal ini diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh perbankan untuk meningkatkan
penyaluran kredit kepada sektor tersebut, sehingga
padaakhirnyadapat mendukung penciptaanlapangan
kerja.Perhitunganinsentif KLM atas penyalurankredit

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN | No. 44, Februari 2025



Bab 5 - Kebijakan Makroprudensial Menjaga Ketahanan dan Mendorong Intermediasi

kepadasektor prioritas didasarkan padanilairata-rata
pertumbuhan kredit dan nilai rata-rata pangsa kredit
bank kepadamasing-masing kelompok sektor prioritas.
Selanjutnya,untuk memberikandukunganlebih kepada
bank dengan pangsa kredit dan pertumbuhan kredit
yangtinggi,terdapat tambahaninsentif KLM sebesar
0,3%.Secarakeseluruhan, besarantotal insentif KLM
untuk setiap bank adalah tetap, yaitu paling tinggi
sebesar 4%.

Dalam rangka terus mendorong penyaluran kredit
inklusif, termasuk kredit kepada UMKM, dilakukan
penyesuaian kriteria perolehan insentif KLM atas
penyaluran kredit inklusif berdasarkan pencapaian
RPIM. Bank dengan pencapaian RPIM paling sedikit
sebesar 5% dapat memperoleh insentif KLM. Bank
dengan pencapaian RPIM yang tinggi (230%), akan
memperoleh tambahan insentif KLM sebesar 0,3%
sepanjang besaran insentif KLM secara keseluruhan
belum mencapai4%.Sementaraitu,besaran KLMyang
berasal daripenyalurankredit kepadausahaultramikro
danyangberasal dari penyaluran kredit berwawasan
lingkungan masing-masing paling tinggi sebesar 0,3%
dan 0,5%. Dengan adanya kebijakan insentif KLM,
perbankan diharapkan dapat lebih meningkatkan
penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi
target KLM. Selengkapnya terkait besaran insentif
dapatdilihat pada boks 6.1.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan RPLN
untuk memperkuat pengelolaan pendanaan
luar negeri bank untuk mendukung kebutuhan
pembiayaan bagi perekonomian nasional, dengan
tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. RPLN
merupakan inovasi instrumen makroprudensial
kontrasiklikal Bank Indonesia untuk memperkuat
pengelolaan sumber pendanaan luar negeri jangka
pendek bank agar dapat mendukung kebutuhan
pembiayaan bagi perekonomian nasional. Dalam
mengemban fungsi intermediasi, sumber pendanaan
luar negeri jangka pendek tersebut dapat digunakan
bank untuk mengoptimalkan kredit ke berbagai
kegiatanusahayangpada akhirnyadapat mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan RPLN mengatur batas maksimum rasio
kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap
modal bank yang dapat disesuaikan dengan
besaran parameter kontrasiklikal Bank Indonesia.
RPLN ditetapkan paling tinggi 30% dengan
parameter kontrasiklikal sebesar 0%. Besaran
parameter kontrasiklikal bersifat dinamis dengan

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN | No. 44, Februari 2025

mempertimbangkan asesmen terhadap siklus
keuangan, faktor eksternal, risiko stabilitas sistem
keuangan, dan/atau kondisi lainnya yang relevan.
Besaran parameter kontrasiklikal dievaluasi secara
berkala oleh Bank Indonesia. Selain pengaturan
mengenai aspek kontrasiklikal,penguatan RPLN juga
dilakukan melaluitambahan ketentuan terkait cakupan
RPLN.Implementasi RPLN oleh perbankan perlutetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain
mencakup manajemen risiko kredit dan risiko pasar,
sertapermodalan, sesuai dengan aturanyangberlaku.

Bank Indonesiamelanjutkan pelonggaranrasio LTV/
FTV untuk kredit/pembiayaan propertidan minimum
uang muka untuk KKB/PKB. Kebijakan inidilanjutkan
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor
propertidan sektor otomotif yang memiliki daya ungkit
terhadap perekonomian dengan mempertahankan
minat dan daya beli masyarakat dalam membeli
properti dan kendaraan bermotor. Rasio LTV/FTV
kredit/pembiayaan propertitetap longgar, yaitu paling
tinggi 100% untuk semuajenis propertibagibank yang
memenuhipersyaratanrasio NPL/NPF terhadap total
kredit/pembiayaan secara bruto di bawah 5% dan
rasio NPL/NPF terhadap total kredit/pembiayaan
properti secara bruto di bawah 5%. Selain itu, uang
muka KKB/PKB jugatetap longgar yaitu paling sedikit
0% untuk semua jenis kendaraan bermotor bagi bank
yang memenubhi persyaratanrasio NPL/NPF terhadap
total kredit/pembiayaan secara bruto di bawah 5%
dan rasio NPL/NPF terhadap total KKB/PKB secara
neto di bawah 5%. Pelonggaran LTV/FTV dan uang
muka ini telah diimplementasikan sejak 2021 dan
akan berlaku hingga 31 Desember 2025. Pada 2024,
penerapan LTV/FTV danuang mukalonggar telah turut
berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan KPR
dan KKB, masing-masing sebesar 10,15% dan 8,46%.
Dengan dilanjutkannya pelonggaran rasio LTV/FTV
danuang muka, diharapkan KPR dan KKB dapat terus
mencapai pertumbuhan yang tinggi (Tabel 5.1.1).

Bank Indonesia mempertahankan kebijakan CCyB,
RIM yang longgar dalam rangka terus mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. CCyB??
dipertahankansebesar 0% denganmempertimbangkan
kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan
belum terdapat indikasi adanya pertumbuhan kredit
berlebihan yang dapat menimbulkan risiko sistemik.
Hal ini juga didukung dengan tingginya permodalan
bank dan risiko kredit (NPL) yang terjaga rendah,
sehingga bank tidak diwajibkan untuk membentuk

23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tentang
Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.

_
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Tabel 5.1.1. Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti dan Kredit/Pembiayaan Properti
Berwawasan Lingkungan

Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti

Memenuhi KriteriaNPL/ | Tigak Memenuhi Kriteria NPL/NPF

Bdsr Akad

Murabahah
& Akad IMBT
Istishna

Fasilitas ke..

Rumah Tapak

Tipe > 70
Tipe>21-70 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95%
Tipe<21 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 95%

Rumah Susun

100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90%

Tipe >70 100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90%

Tipe >21-70 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95%
Tipe < 21 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 95%
Ruko/Rukan 100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90%
*) Kriteria NPL/NPF: 1.

2. Rasio KP/PP bermasalah secara bruto < 5% (lima persen)

Jenis Kendaraan

PP Bdsr Akad
MMQ & Akad

Fasilitas ke..

Rumah Tapak

Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti
Berwawasan Lingkungan

Memenuh;\llé’; erialiigly Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF

KP & PP

Bsr Akad | PP 898 | KP&PPBdsr | PP Bdsr Akad
Murabahah & Akad Akad Murabahah| MMQ & Akad
& Akad & Akad Istishna
Istishna

Tipe >70 100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90% 90%
Tipe>21-70 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Tipe< 21 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 95% 95%
Rumah Susun

Tipe > 70 100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90% 90%
Tipe>21-70 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Tipe< 21 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 95% 95%
Ruko/Rukan 100% 100% 100% 100% 95% 90% 90% 95% 90% 90%

Rasio Kredit/Pembiayaan bermasalah secara bruto < 5% (lima persen); dan

Uang Muka Kendaraan Bermotor Tidak Berwawasan Uang Muka Kendaraan Bermotor Berwawasan
Lingkungan Lingkungan
NPL memenuhi NPL tidak memenuhi NPL memenuhi NPL tidak memenuhi
persyaratan® persyaratan® persyaratan® persyaratan®
0% 0%

Roda Dua 10%
RodaTiga/Lebih 0% 0% 10%
(nonproduktif)
Roda Tiga/Lebih 0% 0% 5%
(produktif)

*) Kriteria NPL/NPF:

Rasio kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5%; dan
Rasio kredit kendaraan bermotor bermasalah atau rasio pembiayaan bermotor bermasalah secara neto kurang dari 5%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

tambahan (buffer) modal. Hal ini juga diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas perbankan untuk
menyalurkan kredit.

RIM merupakan salah satu instrumen
makroprudensial yang bertujuan untuk mendorong
intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan
berkelanjutan, melalui pencapaian kredit
atau pembiayaan yang optimal. Kisaran RIM
dipertahankan pada84-94% untuk terus mendorong
pertumbuhan kredit. Bank dengan RIM di bawah
kisaran target dikenai kewajiban pemenuhan giro
RIM dengan memerhatikan rasio NPL/NPF dan
nilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank.
Sepanjang semester |1 2024, RIM perbankan dalam
tren meningkat dengan pencapaian pada Desember
2024 sebesar 86,14% (Grafik 5.1.1), meningkat
dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 82,10%.

Dalam rangka mencapai sasaran ketahanan sistem
keuangan, kebijakan PLM?* diarahkan untuk
memperkuat ketahanan dan kecukupan likuiditas
perbankan. PLM memberikanfleksibilitas pengelolaan
likuiditas bagi perbankan dalam penyaluran kredit
dan mendorong pendalaman pasar keuangan.
Rasio PLM untuk Bank Umum Konvensional (BUK)
dipertahankan sebesar 5% dengan fleksibilitas repo
sebesar 5%. Sementara itu, rasio PLM Syariah untuk
Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar 3,5%
dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. PLM/PLM
Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga atau
surat berhargasyariah Rupiah yangdimiliki BUK/BUS
yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter (OM)
atau OM Syariah. Secarakeseluruhan, surat berharga
yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/
PLM Syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
SBI Syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia,
SRBI, Sukuk Bank Indonesia (SukBl),dan SBN. Sampai

24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/22/PADG/2019
tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga
Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional,
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota
Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023.
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Grafik 5.1.1. Rasio Intermediasi
Makroprudensial Perbankan

dengan Desember 2024, bank memiliki rasio PLM
tinggi sebesar 24,38%, naik dibandingkan posisi Juni
2024 sebesar 24,08% (Grafik 5.1.2).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan pembiayaan
inklusif, Bank Indonesia tetap mempertahankan
kebijakan RPIM?5, Kebijakan RPIM bertujuan
untuk mendorong fungsi intermediasi yang
seimbang dan berkualitas melalui peningkatan
akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi
UMKMdan PBR. Implementasi kebijakan RPIM turut

25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI1/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/
PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit
Usaha Syariah.
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mempertimbangkan perbedaan keahlian dan model
bisnis antar bank sehingga kewajiban pemenuhan
RPIM didasarkan pada target yang ditetapkan dalam
rencanabisnis bank. Pemenuhan RPIM dapat dilakukan
melalui tiga modalitas. Pertama, pemberian kredit
secara langsung dan rantai pasok. Kedua, pemberian
kredit melaluilembagajasa keuangan, badanlayanan
umum,dan/ataubadanusaha, sertayangketiga adalah
pembeliansurat berharga pembiayaan inklusif. Selain
itu, Bank Indonesia memberikan insentif KLM atas
pencapaian RPIM dengan threshold tertentu dalam
rangka mendukung penyaluran pembiayaan inklusif,
termasuk kepada UMKM.,
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Grafik 5.1.2. Grafik SSB/DPK dan PLM
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Sinergi Kebijakan Menjaga Stabilitas

Sistem Keuangan

62

Dalam rangka menjaga sistem keuangan, Bank
Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi
lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana telah
beberapakalidiubahterakhir dengan UU P2SK, tugas
utama KSSK mencakup koordinasi pemantauan dan
pemeliharaanstabilitas sistem keuangan, penanganan
krisis sistem keuangan, dan koordinasi penanganan
permasalahan bank sistemik. Pemantauan dan
pemeliharaanstabilitas sistemkeuangan meliputiarea
fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial,
infrastruktur keuangan, dan resolusi bank. Setiap
lembaga anggota KSSK melakukan pemantauan
dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai
protokol manajemen krisis masing-masing lembaga
dan menyampaikan hasilnya dalam rapat KSSK, baik
pada rapat berkala maupun rapat sewaktu-waktu.
Pemahaman atas hasil pemantauan stabilitas sistem
keuangan tersebut menjadi landasan KSSK dalam
menentukan status stabilitas sistem keuangan dan
merumuskan rekomendasi kebijakan termasuk
sinergi lintas otoritas dalam rangka mendukung
ketahanan sistem keuangan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain
itu, KSSK menyelenggarakan kegiatan berkala terkait
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
yang melibatkan otoritas sektor keuangan terkait.

Seluruh lembaga anggota KSSK berkomitmen untuk
terus menjaga SSK dan mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional melalui bauran kebijakan lintas
lembaga. Otoritas keuangan melaksanakan kebijakan
sesuai mandat dan wewenangnya untuk memastikan
pencapaian sasaran setiap lembaga dan melakukan
koordinasi antarlembaga anggota KSSK untuk
memastikan pencapaian tujuan bersama. Kemenkeu
mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai shock absorber di tengah
gejolak perekonomian global. OJK selaku pengawas
mikroprudensial terus menjaga stabilitas dan
mendorong perkembangan sektor jasa keuangan
agar tumbuh sehat dan berkesinambungan melalui
penguatan pengaturan sektor keuangan dan upaya
lainnya. LPS terus diarahkan untuk mendukung

terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja
ekonomi nasional antara lain dengan memastikan
kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan
melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap Tingkat
Bunga Penjaminan. Bank Indonesia terus memperkuat
respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial,
dansistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan
mendorong pertumbuhanekonomiyangberkelanjutan.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terus
diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan Asta Cita.
Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal
diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder
oleh Bank Indonesia melalui bilateral buyback/debt
switching. Kedua, dukungan untuk memperkuat
ketahanan pangan melalui program Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai
daerah dalam kerangka Tim Pengendali Inflasi Pusat
(TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Ketiga, mendorong pembiayaan ekonomi melalui
KLM ke sektor prioritas, antaralain sektor Pertanian,
Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi
dan Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Konstruksi, Real Estate, Perumahan Rakyat, serta
pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan
untuk akselerasitransformasidigital Pemerintah pada
program kesejahteraansosial, elektronifikasitransaksi
keuangan Pemerintah Daerah dan sektor transportasi,
antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS
terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam
menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat UU
P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai
pihak terkait, termasuk pelakuindustri keuangandan
masyarakat. Sepanjangtahun 2024, telah diselesaikan
berbagai peraturan pelaksanaansebagaiturunandari
UU P2SK. Sebagaitindak lanjut amanat UU P2SK, Bank
Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan,
antara lain ketentuan mengenai bauran kebijakan
Bank Indonesia, kebijakan makroprudensial, kebijakan
pengendalian moneter, pasar uang dan pasar valuta
asing, pengelolaan lalu lintas devisa, serta kebijakan
datadaninformasi Bank Indonesia.
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Dalam rangka meningkatkan efektivitas
kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia telah
mengharmonisasikan berbagai kebijakannya
dengan otoritas terkait, antara lain dengan OJK.
Beberapa kebijakan yang memiliki irisan kebijakan
makroprudensial-mikroprudensial yang telah
diselaraskandengan OJK mencakup KLM,RPLN, serta
ketentuan LTV/FTV dan uang muka. Harmonisasi ini
dilakukan untuk memastikan konsistensiimplementasi
kebijakan antaraotoritas makroprudensial danotoritas
mikroprudensial. Sementara itu, Bank Indonesia
juga memberikan dukungan harmonisasi terhadap
kebijakan OJK seperti Rancangan Peraturan OJK
tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan
kepada UMKM, sehingga dapat mendorong kredit/
pembiayaan perbankan utamanya terkait dengan
pembiayaaninklusif. Lebihlanjut, secarabilateral, Bank
Indonesiadan OJK secaraberkala melaksanakan joint
stress test guna menguji ketahanan perbankanterhadap
berbagai skenario risiko yang dapat menyebabkan
kebijakanintermediasitidak dapat diimplementasikan
secara efektif.

Bank Indonesia, OJK dan LPS berkoordinasi secara
intensif dalam kerangka integrasi pelaporan
perbankan untuk mendukung efektivitas perumusan
kebijakan masing-masing lembaga. Bank Indonesia,
OJK, dan LPS terus berupaya untuk meningkatkan
kualitas data, efisiensi pelaporanindustri perbankan,
sertamemperkuat pertukaraninformasiantarlembaga
untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis
data. Selain itu, sebagai salah satu tindak lanjut dari
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UU P2SK, ketiga lembaga juga terus berkoordinasi
dalam penetapan dan pemutakhiran metodologibank
sistemik secara berkala.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya memperkuat
SSK domestik yang berkontribusi pada ketahanan
sistem keuangan global, Bank Indonesia terus
memperkuat kerja sama dengan otoritas dan forum
internasional di area makroprudensial dan SSK.
Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai kerja
sama dan forum internasional strategis, di antaranya
Financial Stability Board (FSB) dan Basel Committee
on Banking Supervision. Pertemuan FSB Plenary
Desember 2024 berfokus pada berbagai isu utama
stabilitas sistem keuangan global, di antaranya outlook
stabilitas keuangan global di tengah peningkatan tensi
geopolitik dan implikasi kebijakan high for longer,
digitalisasi disektor keuangan, sertarisiko iklim. Selain
itu,Bank Indonesiajuga melanjutkan peransertadalam
mendukung peningkatan efektivitas dan penguatan
pengaturan, pengawasan, dan praktik prudensial
perbankan global. Dalam rangka menunjukkan
kepemimpinan di kawasan regional, Bank Indonesia
melalui kapasitasnya sebagai Ketua dalam forum
Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central
Banks dan Working Group on Banking Supervision
periode 2024-2026, juga senantiasa mendorong
pembahasan isu dan sinergi antar bank sentral dan
otoritas keuangan kawasan Asia Pasifik dalam upaya
menjaga stabilitas sistem keuangan, inovasi kebijakan,
dan penguatan praktik pengawasan sektor perbankan.
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51 Peningkatan Likuiditas

Bank Indonesiamelakukan penguatan KLM dalam
rangkamendorongkredit perbankan padasektor-
sektor berdayaungkit tinggi bagi perekonomian.
Penguatan KLM yang efektif berlaku pada Juni
2024, ditempuh melalui tiga strategi utama,
yaitu perluasan sektor, penambahan sektor
baru, dan penyesuaian distribusi alokasi insentif
KLM. Pertama, perluasan sektor KLM dilakukan
melaluipenambahan cakupan padasektor hilirisasi,
perumahan, dan pariwisata. Misalnya, cakupan
pada sektor hilirisasi diperluas dengan sektor
hilirisasi komoditas buah-buahan dan karet. Kedua,
penambahan sektor baruyang memilikidayaungkit
tinggi terhadap perekonomian dan mendukung
program Pemerintah. Sektor baru tersebut
mencakup sektor Perdagangan, LGA, otomotif,dan
jasa sosial. Ketiga, penyesuaian alokasi distribusi
insentif KLM dalam bentuk penyesuaian tiering
dan peningkatan besaran insentif KLM sektoral.
Penguatan ini dilakukan agar insentif KLM dapat
lebih diakses oleh perbankan.

Penguatan KLM meningkatkan likuiditas
perbankan dalam mendukung pertumbuhan
kredit. Sampai dengan akhir Desember 2024,
insentif KLM yang diterima perbankan adalah
sebesar Rp251,3 triliun, lebih tinggi sekitar
Rp88 triliun jika dibandingkan dengan insentif
KLM Desember 2023 sebesar Rp163,2 triliun.
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Grafik B5.1.1. Insentif Berdasarkan
Kelompok Bank

Penguatan KLM Juni 2024 Berdampak pada

Berdasarkan kelompok bank, mayoritas penerima
insentif KLM adalah kelompok bank BUMN dan
BUSN dengan masing-masinginsentif KLM sebesar
Rp117,5triliundanRp106,9 triliun. Sementaraitu,
insentif KLM kelompok BPD dan KCBLN relatif
lebih kecil, yaitu masing-masing sebesar Rp24,0
triliundanRp2,9 triliun. Secaraindividu, mayoritas
bank juga telah mendapatkan insentif KLM yang
tinggi, yaitu kisaran 2-3% sebanyak 46 bank dan
3-4% sebanyak 45 bank (Grafik B5.1.1).

Insentif KLM telah dimanfaatkan bank untuk
meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan.
Hasil estimasi yang dilakukan Bank Indonesia
menunjukkan bahwa insentif KLM mendorong
tambahan peningkatan pertumbuhan kredit sekitar
0,8% sehinggarealisasi pertumbuhankredit 2024
dapat mencapai 10,38%, lebih tinggi dari prakiraan
sebelumnya sebesar 9,57% (Grafik B5.1.2).

Selainitu, bankjugamengafirmasibahwatambahan
likuiditas tersebut telah mampu membantu bank
menyalurkan kredit yang lebih tinggi. Ke depan,
guna terus memperkuat efektivitas KLM, Bank
Indonesia akanterus melakukan sinergi kebijakan
denganPemerintah, KSSK, perbankan, sertapelaku
dunia usaha, sehingga implementasi KLM dapat
optimal mendukung peningkatan kredit bagi
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

%
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Grafik B5.1.2. Simulasi Kredit Perbankan
Tanpa KLM
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5.2 sebagai Dukungan terhadap Implementasi UU P2SK

UU P2SK yang disahkan pada awal tahun
2023 telah memperkuat landasan hukum dan
memberikan penegasan kewenangan terkait
tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank
sentral. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan
UU P2SK adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah,
memelihara stabilitas SP, dan turut menjaga
SSK, dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia
adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan
makroprudensial. Dalam menjalankan tugas
ini, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan
pengawasan makroprudensial untuk mendorong
fungsi intermediasi yang seimbang, berkualitas,
danberkelanjutan, memitigasidan mengelolarisiko
sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi,
inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.
Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi
UU P2SK dimaksud, Bank Indonesia memperkuat
transformasi kebijakan melalui penerbitan PBI
Bauran Kebijakan Bank Indonesia pada Juli 2024.

Tugas Bank Indonesia menetapkan dan
melaksanakan kebijakan makroprudensial
diatur lebih lanjut dalam UU P2SK. Dalam
rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan
makroprudensial, Bank Indonesia memiliki
wewenang untuk melakukan pengaturan
makroprudensial, pengawasan makroprudensial,
pengaturan dan pengembangan pembiayaan
inklusif dan keuangan berkelanjutan, penyediaan
dana untuk bank dalam rangka menjalankan
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fungsilender of the last resort, reverse repo dan/atau
pembelian surat berharga negara yang dimiliki
oleh LPS padasaat LPS memerlukan likuiditas,dan
koordinasi dengan otoritas terkait.

Selama semester Il 2024 Bank Indonesia terus
melanjutkan penguatan transformasi di area
kebijakan untuk mendukung implementasi UU
P2SK. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank
Indonesia telah melakukan penguatan kerangka
kerja kebijakan makroprudensial melalui
penerbitan PBI Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kebijakan Makroprudensial. Dalam PBI tersebut
ditegaskan bahwa kebijakan makroprudensial
merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank
Indonesia yang dilaksanakan untuk mencapai
sasaran kredit/pembiayaan yang optimal, sistem
keuangan yang stabil, dan keuangan yang inklusif
dan hijau. Kredit/pembiayaan yang optimal
tecermin dari kredit/pembiayaan yang tumbuh
secara berkualitas dengan tetap menjaga SSK
dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sistem keuangan yang stabil tecermin dari
terkendalinya risiko perbankan terutama pada
bank-bank besar. Sementara itu, keuangan yang
inklusif dan hijau tecermin dari berkembangnya
kredit/pembiayaan inklusif dan hijau. Penguatan
kerangka kerja kebijakan makroprudensial juga
mencakup perumusan, pelaksanaan, pelaporan
dan pengawasan, koordinasi dan sinergi,
serta akuntabilitas dan transparansi terkait
kebijakan makroprudensial.
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DAN ARAH KEBIJAKAN

Prospek ekonomi domestik pada 2025 diprakirakan
tetap baik di tengah prospek ekonomi global yang masih
diwarnai dinamika yang tinggi dan penuh tantangan.
Ekonomi dunia diprakirakan tumbuh 3,2% pada 2025,
sama dengan pertumbuhan pada 2024. Pertumbuhan
2025 tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan
ekonomi AS yang diprakirakan tetap kuat, kendati
dibayangi risiko pemanasan ekonomi akibat kenaikan
defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada 2025 diprakirakan tetap baik dalam
kisaran 4,7-5,5%, didukung oleh terjaganya permintaan
domestik, kenaikan investasi, dan tetap baiknya ekspor.
Nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terkendali di tengah
ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan
stabilisasi Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia
akan terus mencermati dampak ketidakpastian global
terhadap perekonomian domestik. Bauran kebijakan
Bank Indonesia akan dioptimalkan untuk tetap menjaga
stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.

Intermediasi keuangan pada 2025 diprakirakan
meningkat didukung terjaganya stabilitas makroekonomi
dan sistem keuangan. Permintaan kredit korporasi
yang meningkat dan kredit RT kelas atas yang terjaga
mendukung optimisme pertumbuhan kredit 2025.
Selainitu, optimisme ini didukung prospek perekonomian
domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga, dan
terbukanya ruang penurunan suku bunga kebijakan

MAKROPRUDENSIAL

Bank Indonesia. Ketahanan perbankan dan kapasitas
pembiayaan diprakirakan terjaga didukung permodalan
yang tinggi, likuiditas yang memadai dengan dukungan
kebijakan likuiditas makroprudensial, danrisiko kredit yang
membaik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan
kredit 2025 dalam kisaran target 11-13%. Prospek
pertumbuhan kredit inklusi pada 2025 diprakirakan akan
melanjutkan perbaikan. Namun demikian, terbatasnya
pertumbuhan pendanaan dan tidak meratanya sebaran
alat likuid perbankan menjadi tantangan utama untuk
mencapai target pertumbuhan kredit 2025.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan
kebijakan makroprudensial longgar untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan
tetap menjaga SSK. Kebijakan makroprudensial longgar
ditempuh melalui instrumen kebijakan yang mendukung
pertumbuhan kredit optimal, yaitu penguatan KLM sejak
1 Januari 2025, mempertahankan rasio CCyB, RIMyang
akomodatif, LTV dan uang muka yang longgar, serta
RPLN untuk memperkuat pendanaan bank. Selain itu,
instrumen kebijakan makroprudensial juga diarahkan
untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dan
mendorong pembiayaan inklusif melalui instrumen
PLM dan RPIM. Bank Indonesia akan terus memperkuat
koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga
stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,
termasuk dukungan terhadap keberhasilan program Asta

Cita Pemerintah.
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Perekonomian duniapada 2025 diprakirakan masih
akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan
penuh tantangan. Tantangan ekonomi dan keuangan
global pada 2024 diprakirakan masih akan berlanjut
pada 2025. Ekonomi global diprakirakan tumbuh
sebesar 3,2% pada 2025, sebelum melambat menjadi
3,1% pada 2026. Ketegangan kondisi geopolitik yang
disertai meningkatnya fragmentasi perdagangan
dunia akan mendorong divergensi pertumbuhan
ekonomi antarnegara. Ekonomi AS diprakirakan
tetap kuat pada 2025, kendati dibayangi risiko
pemanasan ekonomi akibat membengkaknya defisit
fiskal dan utang Pemerintah. Prospek pertumbuhan
ekonomi Tiongkok dan kawasan Eropa cenderung
melambat akibat lemahnya permintaan domestik dan
menurunnya ekspor akibat pengenaan tarif dagang
yangtinggioleh pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi
India, Indonesia, dan sejumlah negara berkembang
lainnya masih cukup baik, didukung oleh terjaganya
permintaan domestik di tengah tantangan ekspor
akibat perlambatan ekonomi dan fragmentasi
perdagangan global. Kendati menurun, inflasi global
diprakirakan tetap tinggi pada level 4,5% pada 2025
dan 4,2% pada 2026. Prospek tetap tingginya inflasi
globalinidipengaruhi potensidampak perangdagang
antara ASdansejumlah mitradagangutamaterhadap
kenaikan barang impor (imported inflation) dan
gangguan rantai pasok perdagangan global. Berbagai
perkembanganglobal tersebut memerlukanpenguatan
respons kebijakan dalam memitigasidampak rambatan
globaluntuk tetap menjaga stabilitasdan mendorong
pertumbuhan ekonomi didalam negeri.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik
didukungoleh permintaan domestik yang terjagadan
potensi kinerjaekspor yang membaik. Pertumbuhan
ekonomi 2025 diprakirakan stabil dibandingkan
dengan 2024, dalam kisaran 4,7-5,5%, didukung
peningkatankinerjainvestasidanterjaganyakonsumsi
RT, khususnya kelas menengah ke atas. Sementara
itu, kinerja ekspor yang menopang pertumbuhan
pada 2024 diprakirakan tetap baik pada 2025,
diperkuat dengan prospek kenaikan harga komoditas.
Berdasarkan LU, prospek LU Industri Pengolahan,
Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran
diprakirakan tetap tumbuh baik. Sementara secara
spasial, pertumbuhan yang baik diprakirakan terjadi

di hampir seluruh wilayah, terutama Sumatera dan
Jawasejalandengan perbaikan permintaan domestik
dandiversifikasi pasar ekspor.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah
ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh
kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Memasuki awal
2025, tekanan mata uang dolar AS tetap kuat. Nilai
tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah
sebesar 1,14% ptpdarilevel nilai tukar pada akhir 2024,
relatif sejalan dengan pelemahannilai tukar matauang
regional lainnya.Sebaliknya, nilaitukar Rupiahmenguat
terhadap matauangkelompok negaramajudiluardolar
AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara
berkembang. Ke depan, nilai tukar Rupiahdiprakirakan
stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga
stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil instrumen
keuangan domestik yang menarik,inflasiyangrendah,
dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus
dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi
moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen
SRBI, Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI),
danSukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), serta
memperkuat efektivitas kebijakan untuk menarik
aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung
stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2025 tetap
terkendalidalamsasarannya. Inflasiintidiprakirakan
terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar
dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih
besar dan dapat merespons permintaan domestik,
imported inflation yang terkendali sejalan dengan
kebijakanstabilisasinilai tukar Rupiah Bank Indonesia,
serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.
Inflasi volatile food diprakirakan terkendali didukung
sinergi pengendalianinflasiyangdilakukan oleh Bank
Indonesia, Pemerintah Pusat,dan Pemerintah Daerah.
Sementara inflasi administered prices juga terjaga
sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang
tetap diarahkan sebagai shock absorber dari dampak
ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan
ekonomidomestik. Bank Indonesia terus berkomitmen
memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna
menjaga inflasi 2025 dan 2026 terkendali dalam
sasaran 2,5+1%, dengan tetap mendukung upaya
mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Potensi Pertumbuhan Kredit Perbankan

Seiring Terjaganya Makroekonomi Domestik

Prospek penyaluran kredit perbankan diprakirakan
tetap tumbuh kuat untuk mendukung pembiayaan
perekonomian. Kredit diprakirakan tumbuh
meningkat dalamkisaran sebesar 11-13% pada 2025
dan 2026. Optimisme pertumbuhan kredit didukung
oleh prospek perekonomian domestik yang tetap baik
serta perbaikan harga komoditas. Kinerja penjualan
dan belanja modal (capital expenditure) korporasi
yang membaik akan mondorong perbaikan kinerja
keuangan dan kenaikan permintaan kredit. Kredit
modal kerja diprakirakan menjadi pendorong utama
kredit, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk
keberlanjutan produksi dan penjualan korporasi. Di
sisikredit konsumsi, pertumbuhan kredit diprakirakan
akantetapdikontribusikanoleh pertumbuhan KPRdan
KKB, terutama dari permintaan kredit RT kelas atas.

Prospek pertumbuhan kredit 2025 didukung
penurunan Bl Rate dan penguatan KLM. Dari sisi
penawaran, perbankan tetap memiliki ketahanan
yang baik untuk menopang berlanjutnya pertumbuhan
kredit. Ketahanan ini didukung masih memadainya
likuiditas perbankandanlonggarnyaminat pembiayaan
perbankan yang mendukung realokasi alat likuid
ke kredit. Terbukanya ruang penurunan Bl Rate ke
depan akan memberikan insentif bagi bank untuk
meningkatkan pertumbuhan kredit dan menurunkan
biaya dana. Lebih lanjut, kapasitas perbankan dalam
menyalurkan kredit turut diperkuat dengan insentif
likuiditas KLM. Sejak 1 Januari 2025, implementasi
KLM diperkuat dan diarahkan untuk mendorong
penyaluran kredit kepada sektor prioritas yang
mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja. Cakupan sektor prioritas dimaksud,
antara lain sektor Pertanian, Perdagangan, dan
Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan,
pariwisata dan ekonomikreatif, Konstruksi, serta Real
Estate dan perumahan rakyat. Dukungan kebijakan
ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk
tetap mendukung pertumbuhan kredit 2025
dengan tetap menjaga SSK.
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Melemahnya daya beli RT kelas menengah-bawah
dankinerjaUMKMdiprakirakan menjaditantangan
utama bagi keberlanjutan pertumbuhan kredit ke
depan. Pelemahandayabeli RT kelas menengah-bawah

diprakirakanberdampak pada permintaankredityang

lebihterbatas dengandampak rambatan padakinerja
UMKM. Hal ini sejalan dengan posisi masyarakat
menengah-bawah yang merupakan segmen utama
konsumen UMKM. Bank diprakirakan lebih berhati-
hatidalammenyalurkan kredit kepada debitur UMKM
sebagai upaya untuk menjaga kualitas kredit. Ke
depan, berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain
optimalisasi penyaluran KUR, kebijakan hapus tagih
kredit UMKM, maupun skema kredit investasi padat
karya untuk UMKM diharapkan dapat memberikan
dampak positif pada perbaikankinerjaUMKM. Prospek
pertumbuhan kredit inklusi pada 2025 diprakirakan
akan melanjutkan perbaikan.

Di sisi penawaran, pertumbuhan pendanaan dan
likuiditas perbankan menjadi faktor penting untuk
memastikan tercapainya target pertumbuhan
kredit 2025. Intermediasi perbankan pada 2024
menghadapi beberapa tantangan, antara lain
terbatasnya pertumbuhan sumber pendanaan dan
tidak meratanya kepemilikan alat likuid. Terbatasnya
pertumbuhan pendanaan bank tecermin dari
moderatnya pertumbuhan DPK sehingga berdampak
padapenurunanalat likuid dan kapasitas pembiayaan
bank, serta perlunya dukungan proses realokasi
alat likuid ke kredit. Selain itu, bank dihadapkan

pada tantangan sebaran alat likuid antarbank yang

belum merata, kendati alat likuid perbankan berada
pada tingkat memadai di level agregat. Beberapa

bank dengan alat likuid melimpah masih cenderung

menahan pertumbuhan kreditnya, sedangkan alat
likuid di sejumlah bank dengan pertumbuhan kredit
tinggi beradadalamtren penurunan. Sehingga, untuk
mencapai target kredit 2025 dibutuhkan dukungan
bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan
dengan kementerian dan otoritas terkait.
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Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan
makroprudensial longgar pada 2025 sebagai
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dengan turut menjagastabilitas sistem
keuangan. Di tengah ketidakpastian global, Bank
Indonesia mendorong optimisme sektor keuangandan
sektor riildengan bauran kebijakan makroprudensial
pro-growth dengantetap memerhatikan prinsip kehati-
hatian. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada
kondisi siklus keuangan pada 2025-2026 yang masih
beradadibawah kapasitas pembiayaan optimal (Grafik
6.3.1). Siklus keuangan diprakirakan belum mencapai
puncaknya hingga 2028, sehingga masih dapat
mendukung peningkatan kredit lebih lanjut. Kebijakan
makroprudensial longgar ke depan ditujukan agar
selaras dengan kebijakan sektor riil dari Pemerintah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
penciptaanlapangankerja. Kebijakan makroprudensial
yang longgar juga konsisten dengan upaya menjaga
stabilitas sistem keuangan dari kerentanan yang
dapat muncul dari dinamika ekonomi global maupun
rambatannya ke perekonomian domestik.

Kebijakan makroprudensial pro-growth ditempuh

untuk mendorongkredityangoptimal. Dalamrangka
mencapai pertumbuhan kredit yang optimal, Bank
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Grafik 6.3.1. Siklus Ekonomi dan
Keuangan Indonesia

Indonesiaakan mempertahankanrasio CCyB sebesar
0%, mempertahankankebijakan RIM akomodatif dalam
kisaran 84-94%, melanjutkan kebijakan LTV danuang
mukayanglonggar, sertamelanjutkan kebijakan RPLN
dalam rangka memperkuat pendanaan perbankan.
Selanjutnya, kebijakan KLM juga diperkuat untuk
mendorong pembiayaan perbankan ke sektor prioritas
yang mendukung penciptaan lapangan kerja, segmen
UMKMdanultramikro,sertasektor hijau dengantetap
memerhatikan prinsip kehati-hatian. Terhitung sejak
1 Januari 2025, KLM diperkuat melalui perluasan
cakupan sektor dan penyesuaian distribusi besaran
insentif dengantetap mempertahankantotal insentif
maksimum sebesar 4%.

Kebijakan makroprudensial juga diarahkan
untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan
serta mendorong pembiayaan inklusif dan hijau.
Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan PLM
dan PLM syariah pada level yang prudent untuk
memastikan ketahanan likuiditas perbankanditengah
ketidakpastian global. Sebagai upaya mendorong
pembiayaan inklusif dan hijau, Bank Indonesia
melakukan evaluasi untuk memperkuat ketentuan
RPIM serta tetap mempertahankan kebijakan LTV/
FTV hijau dan insentif KLM untuk pembiayaan
inklusif dan hijau.

Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan
sinergi bauran kebijakan nasional untuk tetap
menjaga stabilitas dan turut mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi
stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi
digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh
Bank Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskal
Pemerintah. Lebihdariitu, Bank Indonesia mendukung
penuh implementasi program-program Pemerintah
dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan,
pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan
keuangandigital.
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Bank Indonesia melakukan penguatan KLMyang
berlaku sejak 1 Januari 2025. Penguatan KLM
bertujuanuntuk mendorong pertumbuhan kredit
perbankan kepadasektor usahayang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
kerja. Selain itu, KLM juga tetap diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
termasuk kelas menengah bawah, segmen
UMKM dan ultramikro serta sektor hijau. Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut, penguatan
KLM dilakukan melalui penyesuaian pada tiga
aspek pengaturan, yaitu cakupan sektor tertentu,
cakupan kredit berwawasan lingkungan, dan
besaran insentif sektoral KLM.

KLM diperkuat pada aspek cakupan sektor
tertentu yang mendukung penciptaan lapangan
kerja, cakupan kredit berwawasan lingkungan,
dan sektor yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sektor KLM yang
memilikiserapantenagakerjatinggi,yaitusejumlah
subsektor terkait Pertanian, Perdagangan, Industri
Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan,
Konstruksi, Real Estate, dan beberapa subsektor
terkait kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Keseluruhankredit kepadasubsektor yang menjadi
cakupan penguatan KLM memiliki pangsa sekitar
63% dari total kredit perbankan. Penguatan
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Penguatan KLM Mendorong Sektor
Penciptaan Lapangan Kerja

cakupan sektor jugadilakukan terhadap cakupan
kredit berwawasan lingkungan yang diperluas
ke sektor pengadaan air serta pengelolaan
sampah, limbah, dan daur ulang dalam rangka
turut mengakselerasi peran perbankan terhadap
pencapaian target emisi nasional (Tabel B6.1.1).

Insentif KLM diberikan dalam besaran yang
lebih tinggi kepada sektor dengan penyerapan
tenaga kerja yang lebih besar. Besaran insentif
untuk sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri
Pengolahan ditetapkan maksimal sebesar 1,5%;
sektor Pengangkutandan Pergudangan, pariwisata
danekonomikreatif ditetapkan maksimal sebesar
0,4%; serta sektor Konstruksi, Real Estate, dan
perumahan rakyat ditetapkan maksimal sebesar
0,3%. Penyesuaianjugadilakukanterhadaptiering
besaran KLM. Bank dengan pertumbuhan kredit
sektoral yang lebih tinggi akan mendapatkan
insentif likuiditas yanglebih tinggi. Secaraagregat
besaran KLM tetap sebesar maksimum 4,0% (Tabel
B6.1.2).

Penguatan KLM tetap memberikan insentif
kepada kredit perbankan untuk sektor UMKM,
UMi, dan berwawasan lingkungan (hijau). Kendati
demikian, terdapat penyesuaian, antara lain pada
tiering untuk mendapatkan insentif. Besaran

Tabel B6.1.1. Rincian Penguatan KLM Januari 2025 Dibandingkan dengan Juni 2024

Cakupan KLM Juni 2024 Cakupan Penguatan KLM Januari 2025

m Sektor Tertentu

L
Pemblayaan kepada Sektor Hilirisasi
Sektor Tertentu Sektor Otomotif, Sektor Perdagangan, dan Sektor
Listrik, Gas, Air, serta Sektor Jasa Sosial

3. Sektor Perumahan

4. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Covpmniceas [
Pemblayaan Kredit properti/pembiayaan properti untuk properti
Berwawasan berwawasan lingkungan; dan/atau
Lingkungan 2. Kredit kendaraan bermotor/pembiayaan kendaraan 2.

bermotor berwawasan lingkungan

Rumus Perhitungan

Kredit atau Pembiayaan Properti Berwawasan

Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri
Pengolahan

2. Sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif

3. Sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan
Rakyat

Sektor Tertentu

Kredit properti/pembiayaan properti untuk properti
berwawasan lingkungan; dan/atau
Kredit kendaraan bermotor/pembiayaan kendaraan
bermotor berwawasan lingkungan

3. Kredit kepada sektor pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah, dan daur ulang

Kredit atau Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan + Kredit
atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan

+Kredit atau kepada sektor daan air,

100%

pangsa Kredit/ Lingkungan + Kredit atau Pembiayaan Kendaraan
Pembiayaan _ Bermotor Berwawasan Lingkungan

Kredit Properti atau Pembiayaan Properti + Kredit
Berwawasan Kendaraan Bermotor atau Pembiayaan Bermotor
Lingkungan Berwawasan Lingkungan
Besaran KLM Maksimal 4%

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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sampah, limbah, dan daur ulang
Total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan

x 100%

TETAP
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Tabel B6.1.2. Besaran Insentif Sektoral KLM

Besaran Insentif KLM per Sektor

(Maks 30bps) (Maks 30 bps)

Pembiayaan Hijau
PEMBIAYAAN
HIJAU Pembiayaan pada KPR dan KKB
(Maks 50 bps) Hijau, serta Daur Ulang/Limbah
(Maks 30 bps)

\-

SEKTOR KAPASITAS TK TINGGI
. Pertanian, Perdagangan, <10% >10%
1. Sektor I?ertanlan, Perdagangan, dan Industri Pengolahan
Industri Pengolahan (Maks 150 <0% - 1,30%
PEMBIAYAAN bps) >0%-3% 1,30% 1,40%
SE‘hL%ZTK . Sektor 'Ijra.nsportasi, Perguda.n- >3-5% 1,40% 1,50%
(Maks 220 bps) gan, Pgrlmsata, dan Ekonomi 5% 1.50% 15%+
Kreatif B !
(Maks 40 bps) Transportasi, Pergudangan, <5% >5%
Pariwisata, dan
. Sektor Konstruksi, Real Estate, & Ekonomi Kreatif <0% - 0,20%
Perumahan Rakyat (Maks 30 bps) >0%-3% 0,20% 0,30%
>3-5% 0,30% 0,40%
>5% 0,40% 0,4%+
Konstruksi, Real Estate, <10% >10%
dan Perumahan Rakyat 0% ) 010%
>0%-3% 0,10% 0,20%
INKLUSI
PEMBIAYAAN . Us ) >3-5% 0,20% 0,30%
UMKM Pembiayaan pada sektor Inklusif, mencakup o
. pencapaian RPIM (Maks 100 bps) >5% 0,30% 0.3%+
Pencapaian RPIM ‘ KLM (%)
25%-<15% 0,80%
PEMBIAYAAN Pembiayaan UMi >15%-<30% 0,90%
UMI Pembiayaan pada segmen Ultra Mikro 230% 1%+

Rata-Rata Pangsa Kredit/Pembiayaan Berwawasan Lingkungan KLM (%)

Rincian Insentif KLM per Sektor h

Nilai Rata-Rata KLM(%)
Pert;:zzilihan ata-Rata Pangsa Kredit (%)

Pen:biayaan bawah/sama Di atas
(%yoy) dengan Threshold |  Threshold

KLM (%)
>0% 0,3%

Pangsa Kredit/Pembiayaan UMi

>0% 0,5%

J

Sumber: Bank Indonesia, diolah

insentif untuk sektor UMKM dan ultramikro
(UMi) dipertahankan tetap, yaitu berturut-turut
sebesar 1,0% dan 0,3%. Selain itu, bank memiliki
peluang yang lebih besar untuk mendapatkan
insentif melalui pemberlakuan batas bawah
persyaratan pencapaian RPIM yanglebih rendah.
Tambahaninsentif jugadiberikan bagi bank dengan
pencapaian RPIMyangtinggi(di atas 30%),dengan
mengacu bahwa maksimum besaran insentif bagi
setiap individu bank tetap sebesar 4%. Besaran
insentif untuk kredit kepada sektor hijau tetap
dipertahankan sebesar 0,5%.

Penguatan KLM meningkatkaninsentif likuiditas
bagi perbankan sehingga mendukung kapasitas
intermediasi ke depan. Hingga minggu kedua
Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan

insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau
meningkat sebesar Rp3é triliundari total insentif
yangdiberikan pada akhir Oktober 2024. Insentif
dimaksud telahdisalurkan kepada kelompok bank
BUMN sebesar Rp129,1 triliun, BUSN sebesar
Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun,
dan KCBLN sebesar Rp5 triliun. Tambahan
kelonggaran likuiditas tersebut diharapkan mampu
meningkatkan kapasitas dan minat perbankan
untuk menyalurkan kredit, dengan tetap
memerhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya,
guna terus memperkuat efektivitas KLM, Bank
Indonesia akan terus melakukan evaluasi dan
melakukan sinergikebijakan dengan Pemerintah,
KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha.
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6.2 Mendukung Program Pemerintah “Asta Cita”

Pemerintah menyusun Asta Cita untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dalam
mencapai visi "Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045". Asta Cita terdiri dari
delapan misi yang ditujukan untuk penguatan
ekonomi, antaralain melalui penciptaan lapangan
kerja berkualitas, infrastruktur, hilirisasi,
industrialisasi, ketahanan pangan, ketahanan
energi, pembangunan SDM, dan pemerataan
ekonomi. Delapan misitersebut yangselanjutnya
ditetapkan sebagai prioritas nasional jangka
menengah, membutuhkan alokasianggaranyang
tepat serta penguatan koordinasi antarlembaga
guna memastikan efektivitas implementasi dan
pencapaian tujuan.

Asta Cita diprakirakan akan memberikan
dampak positif pada kinerja sektor utama
dan meningkatkan penyerapan tenaga
kerja. Beberapa sektor ekonomi utama yang
diprakirakan akan mendapatkan dampak positif,
antara lain Konstruksi, Industri Pengolahan,
Pertambangan, Pertanian,dan Ketenagalistrikan.
Dampak ini kemudian berlanjut ke sektor
pendukung seperti Perdagangan, Real Estate,
Pengangkutan,danjasasosial melalui peningkatan
permintaan barang/jasa serta rantai pasok.
Kinerja empat sektor terbesar yang terdampak
first round effect Asta Cita menunjukkan kinerja
yang positif dari sisi penjualan (Grafik B6.2.1)
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Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik B6.2.1. Pertumbuhan Penjualan Tahunan Top
4 Sektor Terdampak First Round Effect Asta Cita
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dan pertumbuhan kredit? (Grafik B6.2.2). Sektor
Konstruksi yang mencatatkan pertumbuhan
penjualan tertinggi pada triwulan Il 2024,
berpotensi semakin meningkat seiring adanya
rencana proyek tiga juta rumah Pemerintah yang
tertuang dalam Misi 3 Asta Cita. Pada gilirannya,
kebutuhan anggaran yang meningkat berpotensi
menjadi permintaan pembiayaan yang akan
meningkatkan intermediasi keuangan.

Beberapa inisiatif Asta Cita dirancang untuk
meningkatkan kinerja RT, termasuk kebijakan
subsidi, perlindungan sosial (perlinsos), dan
program peningkatan kualitas TK. Pada Desember
2024, realisasi anggaran perlinsos tercatat
mencapai 91,8% daritotal pagu anggaran sebesar
Rp496,8 triliun (Tabel B6.2.1). Sebagian besar
anggaran perlinsos 2024 dialokasikanuntuk subsidi
energidannonenergi, program keluarga harapan,
sertabantuan pangan nontunai (sembako). Subsidi
energi meliputilistrik, BBM, dan elpiji, sementara
subsidinonenergi mencakup bantuanuntuk sektor-
sektoryanglangsung memengaruhikesejahteraan
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan
perumahan.

Anggaran perlinsos 2025 diprakirakan akan
tumbuh sebesar 10,4% dibandingkan dengan
realisasi 2024 (Gambar B6.2.1). Peningkatan ini
mencakup subsidi dan kompensasi, seperti
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Grafik B6.2.2. Pertumbuhan KMK Top 4 Sektor
Terdampak First Round Effect Asta Cita
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Perlinsos 2025

Program Keluarga
Harapan (PKH)

Rp503,2T 10,0juta KPM a8
10,4% dari Pl
realisasi 2024 Program Kartu
Sembako
10,0 juta KPM %
q . \
: ° gslla;éa‘:gl- : 1 Asistensi Rehabilitasi
1 ’ 1 Sosial (ATENSI) 1
1 e Belanjanon-K/L: 1 37,4ribu lansia
1 Rp339,1T U 42,2 ribuanak
1 1 64,2 ribu penyandang
1 o Transfer ke Daerah: ! disabilitas
! Rp10,65T )

Program Indonesia (e Subsidi Bunga Bantuan Langsung
Pinter (PIP) Kredit Usaha Tunai (BLT) Desa
20,4 juta siswa £ Rakyat (KUR) I=>  29jutakPM
RIS C
Kartu Indonesia Pintar Dana Siap Pakai
(KIP Kuliah) Subsidi BBM Bencana, dIl.
1,1juta mahasiswa 19,41 juta kilo liter R
Penerima Bantuan o

luran Jaminan = Subsidi LPG 3kg

Kesehatan Naisonal 8,170 jutaKg

(PBIJKN) —

96,8 juta peserta

Sumber: Kemenkeu, diolah

ATENSI: Asistensi Rehabilitasi Sosial

Gambar B6.2.1. Perlinsos 2025 dan Alokasinya

Tabel B6.2.1. Realisasi Perlinsos 2024

Realisasi | % Realisasi
(RpT) |(s.dDes24)

Program Perlindungan Sosial

PKH dan Sembako 72,3 100,2
PBIJKN 46,1
PIP dan KIP Kuliah 29,7
BNPB - Tanggap Bencana 4.4
Prakerja, Jaminan Kehilangan 1,2 25,0

Pekerjaan (JKP)

Subsidi Energi 182,1 98,3
Subsidi NonEnergi 104,5 109,6
BLT Dana Desa 10,3 85,6
Total 455,9 91,8

Sumber: Kemenkeu, diolah

untuk listrik, BBM, dan elpiji, sementara jumlah
penerima manfaat bansos reguler diprakirakan
tetap. Program subsidi energi dan bahan pokok
bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah
tangga, khususnya bagi kelas bawah, sehingga
mereka dapat mengalokasikan lebih banyak dana
untuk kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan daya beli segmen ini. Selain
itu, Asta Citajugadiprakirakan akan meningkatkan
penyerapan tenaga kerja secara kuantitas dan
kualitas, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Efektivitas perlinsos terus ditingkatkan dengan
meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran,
baik dengan menghindari pemberian kepadapihak
yang tidak berhak maupun memastikan mereka
yang berhak tidak terlewat, guna mendukung
keberhasilan program. Ke depan, kebijakan
perlinsos akan mengoptimalkan database Data
Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang
menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS), Penyasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan akurasi
penyaluranbantuan, memperluas cakupanbantuan
sepanjang hayat untuk lansia dan penyandang
disabilitas,sertamendorongsinergi antarprogram.
Kebijakan juga akan mempercepat graduasi
kemiskinan melalui program pemberdayaan,
menciptakan skemayanglebih adaptif menghadapi
krisis, serta mengusulkan peningkatan nominal
bansos dalam APBN 2026, termasuk kajian
mengenairegionalisasi manfaat bansos dan gradasi
penerimaan bansos sesuai desil RT.

Program Asta Cita juga mencakup berbagai
inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas
tenagakerjalndonesiauntuk memperkuatkinerja
sektor RT. Program Asta Cita 3, yang berfokus
pada peningkatan lapangan kerja berkualitas,
mendorong perusahaan untuk mempekerjakan
angkatan kerja muda serta mengembangkan
industri kreatif dan infrastruktur. Sementara
itu, Asta Cita 4 berfokus pada penguatan SDM
melalui peningkatan keterampilan. Kedua
program ini berpotensi mendorong peningkatan
kesejahteraan TK di sektor padat karya melalui
perbaikan formalitas pekerja serta pengaturan
status karyawan tetap atau tidak tetap. Rencana
untuk menempatkan angkatan kerja usia 18-
24 tahun menjadi karyawan tetap diprakirakan
akan berdampak pada sekitar 5,3 juta pekerja,
atausekitar 9,5% dari total pekerjayang memiliki
status buruh/karyawan/pegawai, terutama di
sektor industri dan perdagangan. Program ini
diharapkan dapat memperbaiki kondisi kerja dan
meningkatkan kesejahteraan TK, khususnya di
sektor padat karya dengan memastikan pekerja
memperoleh upah yang layak dan perlindungan
yang lebih baik (Tabel B6.2.2).
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Tabel B6.2.2. Distribusi Lapangan Kerja Berdasarkan Tipe Kontrak per Sektor Industri (2024)

Lapangan Kerja / Tipe Kontrak

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air;

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estat

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

Jumlah

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah

Sementara itu, program Asta Cita 7 mendukung
reformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk
memastikan penghasilanyang layak bagitenaga
kerjadan perbaikansistembirokrasi,salahsatunya
melalui kenaikan UMP. Meskipun kenaikan UMP
pada 2025 diprakirakan memberikan dampak
positif, peningkatan inflasi yang lebih tinggi
dapat membatasi dampak terhadap kenaikan
upah riil. Perlu dicatat bahwa kenaikan UMP
ini hanya berdampak pada tenaga kerja formal,
sementara sekitar 48% pekerja dengan status
buruh/karyawan/pegawai masih digaji di bawah
UMR (Grafik B6.2.3).
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Grafik B6.2.3. Distribusi Pekerja Berdasarkan
Status Gaji di Bawah dan di Atas UMP
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Tidak Ada/Tdk
Tahu/Tidak
Mengungkap
37.962 83.871 103.490 322.006
15.478 62.969 11.473 62.854
299.049 1.321.446 232.482 645.490
12.688 12.747 8.052 16.083
1.788 9.661 3.800 6.012
19.692 79.170 123.570 237.585
182.419 704.148 432.729 1.085.295
48.909 189.615 47.555 145.452
71.295 297.968 198.962 430.448
19.904 61.622 23.026 65.493
41.980 162.776 74.836 95.390
4416 19.069 22.701 7.564
32.012 153.154 38.235 95.390
82.004 241.936 2.051 4.843
84.199 352.518 81.785 165.758
35.776 125.996 16.072 43.283
17.530 69.012 101.398 166.749
1.000.518  3.884.708 1.435.088 3.554.273

Pertumbuhan kredit konsumsi RT pada 2025
diprakirakan stabil dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, didukung oleh program Asta Cita.
Program Asta Cita 3 yang fokus pada lapangan
kerja berkualitas, Asta Cita 4 untuk penguatan
SDM, dan Asta Cita 7 yang mendukung reformasi
ketenagakerjaan diharapkan mendukungstabilitas
ekonomi rumah tangga. Namun, downside factors
seperti kondisi segmen menengah-bawah yang
masih tertekan dan ketatnya standar kredit oleh
perbankan dapat memengaruhi pertumbuhan
kredit konsumsi RT. Sebagai respons, perbankan
cenderung mengalihkan fokus penyaluran kredit
ke segmen kelas atas yang memiliki dayabelilebih
stabil. Kredit konsumsi RT diproyeksikan tumbuh
10,49% pada 2025 (Grafik B6.2.4), sementara
rasio beban utang (DSR) diprakirakan hanya
meningkat terbatas, mengingat kenaikan UMP
yanglebih rendah daripada proyeksi pertumbuhan
kredit konsumsi RT.

Perbankanberkomitmenmendukungkeberhasilan
program Asta Citamelalui optimalisasipenyaluran
kredit ke berbagai sektor strategis. Sepanjang
2024, intermediasi perbankan terhadap sektor-
sektor terkait Asta Cita mencatat kinerja yang
positif. Bank mendukung ketahanan pangan
nasional melalui penyaluran kredit ke sektor
pertaniantanaman pangandengan pertumbuhan
kredit sebesar 5,55% pada 2024. Selainitu, sejalan
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denganupayapengembanganinfrastrukturenergi,
sektor ketenagalistrikan mencatat pertumbuhan
kredit sebesar 16,08% pada 2024. Perbankanjuga
telah menyalurkan kredit ke sektor yang relevan
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B6.2.4. Outlook Kredit Konsumsi
Rumah Tangga 2025

dengan program makan bergizi gratis, seperti
sektor penyediaan makanan dan minuman yang
mencatat pertumbuhansebesar 5,01% pada 2024.
Di bidang kesehatan, kredit untuk sektor jasa
kesehatandan kegiatan sosial terindikasi tumbuh
tinggi sebesar 24,77% pada 2024. Pertumbuhan
positif juga terjadi di sektor pertambangan,
terutama pertambangan bijihlogam, yang tumbuh
sebesar 52,17% pada 2024. Penyaluran kredit ke
sektor terkait Asta Cita mencapai separuh dari
total kredit perbankan, mencerminkan tingginya
preferensi bank untuk menyalurkan kredit ke
sektor tersebut. Namun, preferensi ini tetap
disertai dengan prinsip kehati-hatian, terutama
pada sektor-sektor denganrasio NPL yang tinggi,
seperti perikanan, peternakan, dan Konstruksi,
dengan pertumbuhan kredit di sektor-sektor
tersebut yang cenderung termoderasi.

Tabel B6.2.3. Pertumbuhan Kredit Subsektor Terkait Asta Cita

Subsektor Terkait Asta Cita

Sektor Ekonomi

Pangsa (%)

Pertumbuhan Kredit (%, yoy) NPL (%)

1. Pertanian Pertanian Tanaman Pangan 5,62 7,58 5,55 1,75 1,56

Perikanan 0,08 -4,35 -5,38 5,62 5,95

Peternakan 0,87 15,38 4,93 2,79 4,51
2.Pertambangan  Pertambangan Minyak dan Gas 1,01 -11,79 -3,38 1,40 0,16

Pertambangan Batubara 1,99 52,13 44,39 0,34 0,29

dan Lignit

Pertambangan Bijih Logam 1,59 30,49 52,17 0,22 1,26
3. Industri Industri Makanan dan Minuman 4,82 7,92 17,03 1,47 1,27

Pengolahan

Industri Kimia 1,47 1,28 2,10 1,84 0,80

Industri Logam Dasar 1,42 1,46 4,56 0,86 0,80
4. Listrik Gas Air Ketenagalistrikan 2,35 13,22 16,08 0,18 0,13
5. Konstruksi Konstruksi 5,05 -0,37 0,02 3,62 2,97
6. Perdagangan Penyediaan Makanan & Minuman 1,75 5,80 5,01 2,97 2,75
7.Pengangkutan & Pos dan Telekomunikasi 2,08 12,12 11,62 0,53 0,44

Telekomunikasi

Angkutan Rel 0,28 15,72 28,54 0,25 0,15
8. Jasa Dunia Jasa Perusahaan 10,49 16,98 13,09 1,13 0,99
Usaha

Real Estate 2,99 9,02 6,91 1,93 1,85
9. Jasa Sosial Jasa Pendidikan 0,23 13,32 6,15 1,35 1,38

Jasa Kesehatan dan 0,60 18,68 2477 1,22 0,83

Kegiatan Sosial

Administrasi Pemerintahan 1,24 48,97 48,09 0,00 0,00

100,00 10,38 10,39 2,19 2,08

Total Kredit
Perbankan

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah
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